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Tuhan, tiada daya dan upaya menuju sebuah keberhasilan dan 
kesuksesan tanpa melalui bantuanMu. Nabi dan Rasul, sudah cukup 
panjang kisah dan kasih yang engkau ajarkan melintasi ruang dan 
waktu peradaban manusia sampai ke waktuku. Para Tetua, kebijakan 
dan kebajikan yang masih tertuai sampai hari ini merupakan warisan 
kalian yang tak mungkin tersisihkan dan terlupakan seiring dengan 
mangkatnya kalian semua. Para Guru, tak cukup seluruh amalan saya 
untuk membayar sebagian dari kepandaian yang telah engkau 
curahkan. Para Handai Taulan, tali perkenalan yang terbingkai sudah 
menjadi sebuah kekuatan pertemanan yang melebihi batas-batas 
persaudaraan. Para Sejawat Kerja, kehadiran anda semua menjadi 
ruang lain dalam bingkai silaturrahim yang sekaligus menjadi guru-
guru di kehidupanku. Ummi dan Aba, engkau sebetulnya adalah nabi 
bagiku. Saudara sekandung, kehadiranmu adalah silsilah hidup sejajar 
terindah yang pernah saya miliki. Istri dan anak-anakku, kalian adalah 
bidadari dan malaaikat yang telah menyadarkan sekaligus membuat 
saya merasa teramat malu untuk sekedar meminta dan meminta 
surgaNya di bumi. Para Pembaca, andalah guru terbesar buat saya. Dan 
seluruh isi bumi, baik yang dulu, kini dan akan datang. Semoga saya 
dapat menjadi setitik rahmat dari tuhan untuk semua. 
Paragraf di atas merupakan persembahan pembuka yang saya 
tujukan kepada seluruh benda, hidup dan mati, yang telah 
berkontribusi terhadap pola pikir dan sikap saya, termasuk ide yang 
selanjutnya tertuang ke dalam bentuk tulisan “manajemen dan 
organisasi perpustakaan” ini. Manajemen adalah sebuah cara lama 
dengan metode baru yang digunakan manusia untukmencapai tujuan 
hidupnya dengan cara yang sangat manusiawi, yakni dilakukan secara 
bersama. Sementara organisasi merupakan budaya lama dengan istilah 
baru yang juga sudah menjadi bagian dari kodrat manusia yang 
memang harus hidup secara berkelompok. Manajemen dan organisasi 
merupakan sebuah pengembangan tradisi dan kebiasaan manusia yang 
menggunakan cara-cara terkini melalui berbagai hasil analisis 
penelitian-penelitian terdahulu. Pada periode perkembangannya, 
manajemen dan organisasi selalu menawarkan sesuatu yang baru. 
Mulai dari metode, model, strategi dan pendekatannya. 
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Integrasi antar pengetahuan menjadikan manajemen dan 
organisasi pun menjadi sebuah pengetahuan yang bersifat 
interdisipliner. Heterogenitas manusia dan segala sesuatu yang 
melingkupinya menyebabkan manajemen dan organisasi menjadi ilmu 
pengetahuan yang juga sangat bersifat heterogen, baik dari segi teori 
maupun praktiknya. Akhirnya, melalui tulisan ini penulis berharap 
dapat memberi sebuah perspektif lain dalam bidang manajemen dan 
organisasi, salah satunya dengan menempatkan beberapa ayat-ayat dari 
kitab al-Qur’an di setiap pembukaan judul dan sub judulnya. Semoga 














هَّٱَّإِن َّ ََّّّلل  ِبُّ ِينهَّٱُيح بِيلِهََِّّل  َِِّفَّسه َٰتِلحونه وٞصََّّۦيحقه ۡرصح َٰٞنَّم  مَّبحۡنيه ن هح
ه
أ اَّكه ف ّٗ ٤ََّّصه
 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya yakni untuk 
menegakkan agamaNya dalam bentuk satu barisan  yang kokoh yang saling 
kait berkait dan menyatu jiwanya lagi penuh disiplin seakan-akan mereka 
karena kokoh dan saling berkaitannya satu dengan yang lain bagikan 
bangunan yang tersusun rapi. Kata shaffan/barisan adalah sekelompok dari 
sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam 
satu wadah yang kokoh lagi teratur. Sementara kata ❑ marshush 
berarti berdempet dan tersusun rapi. Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah 
kekompakan anggota barisan, kedisiplinan mereka yang tinggi, serta 
kekuatan mental mereka menghadapi ancaman dan tantangan. Makna ini 
demikian, karena dalam pertempuran pun-apalagi dewasa ini-pasukan 
tidak harus menyerang atau bertahan dalam bentuk barisan (Tafsir al-
Misbah, QS. ash-Shaff: 4). 
 
Pada prinsipnya, manajemen merupakan sebuah seni yang bersifat 
sangat abstrak. Hal tersebut menyebabkan sebagian orang beranggapan 
bahwa manajemen bukanlah merupakan sesuatu yang terukur, sebab nilai 
subjektifitas keberhasilannya sangat tinggi. Para tokoh-tokoh dunia, baik 
zaman klasik maupun zaman modern, tentu menerapkan gaya yang 
berbeda-beda dalam membangun kebersamaan sebuah komunitas untuk 
mencapai sebuah tujuan. Para Nabi misalnya, memiliki kisah dan strategi 
yang berbeda-beda dalam menyelesaikan persoalan umatnya. Konsep 
manajemen klasik di era para Nabi tentu lebih bersifat otodidak yang lahir 
secara alami dari kemampuan, bakat dan minat para Nabi itu sendiri. 
Beberapa contoh pendekatan manajemen telah digunakan oleh para Nabi 
dan Rasul, misalnya Nabi Isa as. dengan metode manajemen “kasih”nya. 
Nabi Musa as. menggunakan hipnoterapi dan sihir sebagai pendekatan 
manajemennya. Nabi Ibrahim as. menggunakan pendekatan manajemen 
logika. Nabi Yusuf as. menggunakan pendekatan manajemen kesabaran, 
serta Nabi-Nabi lainnya yang selanjutnya terakumulasi kepada Rasulullah 
Muhammad saw. yang merangkumnya dalam pendekatan manajemen 
akhlakul karimah. 
QS. ash-Shaff ayat 4 di atas menunjukkan betapa pentingnya 
kerjasama yang kokoh, disiplin yang tinggi serta kekuatan mental yang 
baik dalam konsep manajemen untuk menghadapi tantangan dan resiko 
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ke depan, termasuk dalam segala bentuk kegiatan organisasi. Manajemen 
merupakan sekelompok orang yang bernaung di bawah satu wadah 
(organisasi) yang sama untuk mencapai tujuan bersama. 
Istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu ménagement 
yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Oleh karena itulah, 
manajemen selanjutnya diartikan oleh sebagian orang sebagai sebuah seni 
untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. Manajemen merupakan perpaduan antara 
seni dan ilmu. Sebagai sebuah seni, manajemen dipandang sebagai sesuatu 
keindahan dalam proses mencapai tujuan melalui mekanisme kerjasama 
dengan orang lain. Sifat dasar manusia yang ingin serba mengatur 
(managing) menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu yang berpadu dengan 
seni untuk kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama pula. 
Manajemen dalam perspektif kesenian adalah cara untuk mencapai tujuan 
yang lebih efektif dan efisien melalui sentuhan kerja seorang manajer. 
Sementara manajemen dari perspektif keilmuan adalah bagaimana 
seorang manajer mampu melakukan kegiatan-kegiatan manajemen secara 
baik dan benar. Ilmu manajemen adalah ilmu yang menghubungkan 
antara teori-teori manajemen sebelumnya dengan teori dan praktek yang 
berikutnya.  
Plunket (2005) menjelaskan manajemen sebagai one or more 
managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related 
functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating 
various resources (information materials money and people), manajemen 
merupakan satu orang manajer atau lebih menyusun dan mencapai tujuan 
organisasi dengan cara melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan 
pengorgnisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan 
mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan 
orang). Sementara Daft (2003) menjelaskan sebagai berikut: Management is 
the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through 
planning organizing leading and controlling organizational resources, Manajemen 
merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yg efektif dan 
efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan 
sumberdaya organisasi. Lewis (2004) mengemukakan pendapatnya the 
process of administering and coordinating resources effectively and efficiently in an effort 
to achieve the goals of the organization, manajemen merupakan proses 
mengelola dan mengkoordinasi sumber daya secara efektif dan efisien 
sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi.  
Sampai saat ini tidak satupun definisi tentang manajemen yang 
diterima sebagai definisi standar (baku) secara universal. Chaster I 
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Bernard dalam bukunya yang berjudul The function of the executive, 
mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu. Beberapa tokoh 
manajemen lainnya juga mendefinisikan manajemen sebagai sebuah seni 
dalam proses penyelesaian kerja secara bersama. Artinya, setiap manajer 
harus memiliki jiwa seni dalam upayanya untuk mencapai tujuan 
organisasi melalui kegiatan kerjasama dengan orang lain. Beberapa definisi 
lain tentang manajemen adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai struktur, manajemen merupakan bidang ilmu yang 
interdisipliner  (lintas bidang) yang memerlukan dukungan bidang ilmu 
lainnya, seperti ilmu hukum, sosial, budaya, matematika, sejarah dan 
lain sebagainya. Ilmu manajemen berisi tugas pokok dan fungsi-fungsi 
serta prinsip-prinsip kinerja organisasi 
2. Sebagai sistem, manajemen bertujuan untuk mengintegrasikan 
beberapa bagian yang saling terkait dan terorganisir untuk mencapai 
tujuan organisasi 
3. Sebagai fungsi, manajemen berfungsi sebagai sebuah rangkaian 
kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis 
4. Sebagai proses, manajemen merupakan serangkaian tahap kegiatan 
yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan melalui efisiensi 
penggunaan sumber daya yang ada 
5. Sebagai profesi, manajemen adalah suatu keahlian profesional yang 
bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen itu sendiri 
6. Sebagai komunitas, manajemen merupakan sebuah kerja kolektif 
sebuah komunitas yang diatur ke dalam job description yang berbeda-
beda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing orang dalam 
sebuah organisasi. 
 
Perkembangan manajemen menjadi sebuah ilmu dalam perspektif 
modern dimulai oleh Frederick Winslow Taylor yang mempelopori 
lahirnya dasar-dasar ilmu manajemen. Tokoh manajemen yang lain adalah 
Max Weber, dia adalah seorang yang mencetuskan konsep birokrasi 
melalui pendekatan manajemen. Pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen 
oleh Weber dibuat untuk tujuan pokok peningkatan efisiensi administrasi. 
Teori manajemen administrasi selanjutnya dipelopori dan dikembangkan 
oleh Henri Fayol yang melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala 
umum manajemen melalui pendekatan makro dan mikro yang berfokus 
kepada tingkat organisasi administrasi. Fayol adalah orang yang pertama 
kali menerapkan pendekatan ilmiah kepada proses kerja sebuah organisasi 
dengan cara membagi unsur pokok administrasi menjadi planning 
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(perencanaan), organizing (pengorganisasian), commanding 
(pengkomandoan), coordinating (pengkoordinasian), dan controlling 
(pengontrolan). Teori tersebut selanjutnya lebih familiar dengan sebutan 
fungsi dasar administrasi atau manajemen. Fayol cenderung menyamakan 
antara manajemen dan administrasi. Selanjutnya Fayol memberikan 14 
prinsip manajemen administrasi sebagai berikut: 
1. Division of work 
Divisi kerja merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk membagi 
seluruh jenis pekerjaan melalui mekanisme penentuan spesifikasi 
(keahlian) masing-masing staf   
2. Authority and responsibility 
Wewenang dan tanggung jawab mutlak dimiliki oleh seluruh 
komponen yang terlibat dalam sebuah kegiatan manajemen. Dalam 
perkembangan selanjutnya authority dan responsibility diatur menjadi 
sebuah standar kerja yang lebih familiar dengan istilah kode etik 
profesi. 
3. Discipline 
Kedisiplinan para staf merupakan sikap yang harus tetap dijaga 
dengan cara melakukan metode komunikasi dan motivasi yang baik 
dan benar.  
4. Unity of command 
Kesatuan perintah akan menghasilkan sebuah pekerjaan yang lebih 
mudah untuk dievaluasi. Perintah yang muncul dari sumber yang 
beragam akan menghasilkan kinerja yang tidak maksimal atau malah 
berujung kepada kegagalan. 
5. Unity of direction 
Kesatuan pimpinan mutlak dalam sebuah kegiatan manajemen. 
Pimpinan yang lebih dari satu akan menghasilkan kinerja ganda yang 
membingungkan para staf pelaksana kegiatan. 
6. Subordination of individual to general interest 
Penempatan para satuan individu (staf) dilakukan untuk kepentingan 
bersama (umum), tidak didasarkan kepada metode like or dislike (suka 
atau tidak suka) 
7. Remuneration 
Pemberian upah (gaji) merupakan cara yang cukup efektif dalam 
memotivasi dan meningkatkan kinerja para staf 
8. Centralization 
Pemusatan kegiatan berfungsi untuk mengantisipasi munculnya 
kinerja maupun standar ganda dalam kegiatan manajemen 
9. Scalar principle 
Prinsip pengembangan secara berjenjang atau yang sering juga disebut 
dengan istilah jenjang kepangkatan merupakan cara untuk 
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menentukan bobot kerja dan upah yang dimiliki oleh masing-masing 
staf 
10. Order 
Perintah atau aturan harus dimiliki oleh setiap kegiatan manajemen. 
Perintah atau aturan tersebut selanjutnya dapat menjadi pedoman 
kerja setiap staf 
11. Equity 
Hak-hak para staf harus diberikan dengan mempertimbangkan azas 
berkeadilan agar para staf dapat merasakan kepuasan dalam bekerja 
12. Stability of tenure 
Keseimbangan masa jabatan adalah salah satu bentuk penyegaran 
kinerja yang berfungsi untuk menjaga standar atau bahkan 
meningkatkan produksi maupun layanan yang dimiliki oleh sebuah 
organisasi 
13. Initiative 
Inisiatif seorang manajer merupakan salah satu kunci suksesnya 
sebuah kegiatan manajemen. Manajer yang inisiatif akan melahirkan 
sejumlah improvisasi dalam bentuk perintah dan tindakan yang akan 
berujung kepada terciptanya akselerasi kinerja yang optimal 
14. Espirit de corps 
Semangat kebersamaan harus dipupuk dan dijaga untuk menghasilkan 
kinerja yang efektif dan efisien. 
 
Berbeda dengan Fayol, seorang tokoh manajemen yang lain, 
Luther Gulick menambahkan dan mengemukakan konsep manajemennya 
dengan istilah POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, 
Coordinating, Reporting dan Budgeting). Sementara Seckler merumuskan 
pokok-poko manajemen adalah sebagai berikut: 
1. Proses perumusan kembali pokok kebijakan umum 
2. Proses pemberian, pembagian dan penggunaan wewenang 
3. Proses perencanaan 
4. Proses pengorganisasian 
5. Proses penganggaran 
6. Proses kepegawaian 
7. Proses pelaksanaan 
8. Proses pelaporan 
9. Proses pengerahan, pembimbingan dan pengendalian 
 
Manajemen perpustakaan dapat diartikan sebagai upaya sebuah 
organisasi perpustakaan untuk mencapai tujuan yang tertuang di dalam 
visi dan misi organisasi melalui sebuah proses yang dilakukan secara 
bersama atau berkelompok. Jika mengacu kepada teori Henri Fayol, maka 
perpustakaan sebaiknya melakukan kegiatan sebagai berikut: 
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1. Planning (perencanaan) 
Perencanaan merupakan langkah awal dalam merumuskan segala hal. 
Beberapa orang bahkan menyebut bahwa perencanaan adalah input 
yang akan sangat mempengaruhi proses dan output sebuah kegiatan. 
Layanan perpustakaan akan sangat efektif dan efisien jika dimulai 
dengan kegiatan perencanaan, khususnya yang berhubungan dengan 
analisis kebutuhan pemustaka.  
2. Organizing (pengorganisasian) 
Pengorganisasian perpustakaan dilakukan setelah melakukan analisis 
terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan itu sendiri. 
Sumber daya manusia, alat, koleksi, gedung, serta sumber daya 
lainnya, harus diinventarisir sebagai bentuk upaya untuk 
memaksimalkan resiko kerja organisasi sekaligus menjadi potensi 
perpustakaan di masa-masa yang akan datang. 
3. Commanding (pengkomandoan) 
Pengkomandoan sangat identik dengan kecakapan seorang pimpinan 
atau manajer. Seorang pimpinan perpustakaan sebaiknya memahami 
konsep-konsep manajerial yang baik agar dia mampu memahami 
karakter dan kemampuan staf dan pustakawan di lingkup kerja 
organisasinya. Bakat dan kemampuan seorang pimpinan sangat 
berpengaruh terhadap motivasi dan produktivitas kerja organisasi. 
Selain itu seorang pimpinan perpustakaan bukan hanya dituntut untuk 
pintar dalam hal teori dan persoalan teknis perpustakaan, namun dia 
juga dituntut untuk menjadi cerdas dengan berbagai strategi 
kepemimpinan yang bersifat improvisasi demi untuk meningkatkan 
akselerasi kerja dalam organisasi yang dipimpinnya. 
4. Coordinating (pengkoordinasian) 
Koordinasi antar bagian dalam sebuah organisasi sangat ditentukan 
oleh struktur organisasi. Kapabilitas sebuah organisasi dapat diukur 
secara kasat mata melalui struktur organisasinya. Perpustakaan yang 
memiliki struktur organisasi yang baik akan secara mudah dipahami 
oleh masyarakat umum sebagai organisasi yang sehat dan kapabel. 
Sebaliknya struktur organisasi yang dibuat seadanya akan 
memunculkan persepsi negatif terhadap kinerja organisasi itu sendiri 
5. Controlling (pengkontrolan). 
Kontrol terhadap kinerja organisasi dapat dilakukan secara internal 
maupun eksternal dengan cara melibatkan pihak luar untuk menjadi 
pengontrol independen. Kontrol internal memiliki kelebihan dalam 
hal validitas dan reliabilitas indikator dan instrumen penilaiannya, 





Manajemen dalam perspektif lain adalah sebuah cara “curang” 
untuk mencapai tujuan seseorang. Cara curang tersebut merupakan buah 
perspektif seorang manajer dalam melakukan improvisasi kinerja dengan 
cara menggunakan tenaga orang lain. Cara curang timbul akibat perspektif 
manajemen sederhana yang menyebutkan bahwa kegiatan kerjasama 
dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Sementara pada tataran 
realitas, kegiatannya memang dilakukan secara bersama, namun tujuan 
yang akan dicapai tentu bukan tujuan bersama, melainkan tujuan satu 
individu atau satu kelompok saja. Misalnya, sebuah organisasi yang sudah 
memiliki visi, misi dan tujuan akan melakukan kegiatan kerjasama untuk 
mencapai tujuan organisasi secara umum, bukan mencapai tujuan satuan 
individu yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tersebut.  
Manajemen yang dipandang sebagai sebuah seni tentu akan 
mengantar persepsi seseorang kepada seseuatu yang bernilai keindahan. 
Keindahan manajemen dapat diukur secara sederhana melalui 3 aspek 
kesenian dasar, yakni: 
1. Seni suara, manajemen merupakan sebuah cara pendekatan dalam 
melakukan kegiatan koordinasi dan komando melalui gerakan 
perintah. Seni suara dalam konteks manajemen dapat dilakukan 
dengan beberapa metode, salah satunya dengan mencoba melakukan 
perintah dengan tidak menggunakan kata perintah. Pemilihan kata 
dan kalimat yang bernilai seni tinggi tentu akan menghasilkan sebuah 
perintah dalam konteks manajemen dengan cara-cara yang sangat 
elegan.  
2. Seni gerak, manajemen merupakan perpaduan berbagai individu yang 
memiliki karakter gerakan yang beragam. Keragaman karakter gerak 
setiap individu tersebut menjadi sebuah masalah dalam hal kolaborasi 
(kerjasama). Konsep manajemen yang memperhatikan seni gerak 
tentu akan dengan sangat indah melahirkan komposisi gerakan dalam 
bentuk kerjasama. Cara yang paling sederhana dalam seni gerak dalam 
konteks manajemen adalah jika seorang pemimpin dapat melakukan 
sebuah tindakan secara langsung (mandiri), maka sebaiknya dia 
melakukan sendiri tindakan tersebut tanpa perlu memberikan 
perintah tindakan secara langsung kepada orang lain, sebab tindakan 
yang dilakukan oleh seorang pemimpin (manajer) sebetulnya sudah 
bermakna perintah secara tidak langsung kepada para stafnya. 
3. Seni rupa, gambar dan tulisan merupakan bagian dari kesenian dalam 
konsep manajemen. Struktur organisasi yang baik tentu lahir dari 
konsep pembuatan yang memiliki nilai estetika. Standar Operasi atau 
manual  prosedur dalam sebuah organisasi akan dengan mudah 
dipahami oleh para staf dan konsumen jika dirancang dengan 
menggunakan kalimat dalam bentuk tulisan yang jelas, baik dan benar. 
Standar operasi atau manual prosedur yang dibuat tanpa 
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mengindahkan kaidah-kaidah berkesenian akan berpotensi melahirkan 





ب نها َّ َّوهََّّره لۡته نزه
ه
ا َّأ ن اَّبِمه بهۡعنهاٱَّءهامه ولهَّٱَّت  ََّّۡكتحبۡنهاَّٱفهََّّلر سح عه هِِدينهَّٱمه َٰ ٥٣َََّّّلش 
 
Setelah para hawariyyun, yakni para pengikut setia Nabi Isa as. 
mengharapkan kiranya Isa as. bersedia menjadi saksi terhadap keislaman 
mereka, kali ini mereka menghadapkan wajah kepada Allah sambil 
berkata: Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau 
turunkan yakni kitab suci yang Engkau berikan kepada Nabi-Nabi 
terdahulu, serta tuntunanMu yang disampaikan melalui Isa as. dan kami 
pun telah mengikuti sunnah Rasul yang Engkau utus kepada kami, karena itu 
tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah) 
(Tafsir al_Misbah, QS. Ali Imran: 53). 
Istilah hawariyyun melekat kepada sekelompok orang-orang yang 
menjadi pengikut setia Nabi Isa as. Hawariyyun sendiri berarti sangat putih 
atau cahaya murni. Para sahabat setia Nabi Isa as. tersebut merupakan 
contoh sebuah kelompok kecil yang hanya terdiri dari 12 orang, namun 
memiliki sikap organisatoris yang sangat luar biasa. Kelompok hawariyyun 
dikenal sebagai komunitas yang tulus, bersih tidak ternoda dan dari wajah 
mereka terpancar cahaya keimanan yang amat murni.  
Pada prinsipnya, organisasi merupakan sebuah wadah atau tempat 
sekelompok individu yang bekerjasama secara sistematis, terstruktur, 
terorganisasi dan terpimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk 
perkumpulan manusia untuk mencapai tujuan bersama (Wilis, 1996). 
Sementara Robbins (1994) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan 
(entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan 
yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus 
menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Stoner (Singarimbun, 1976) yang 
mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan 
yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar 
tujuan bersama. Sementara, Bernard (Horton, 1984) berpendapat bahwa 
organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih.  
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Bentuk organisasi sangat dipengaruhi oleh visi, misi dan tujuan 
dari setiap organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang dapat 
memiliki nilai persepsi yang tinggi berdasarkan penilaian masyarakat yang 
mengakses organisasi itu sendiri. Setiap satuan individu yang berkumpul 
dalam sebuah wadah organisasi harus memiliki keterikatan structural dan 
fungsional secara berkelanjutan. Hal tersebut dibutuhkan untuk menjaga 
ritme kerjasama yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang 
tertuang di dalam visi dan misi organisasi. Saat ini dikenal istilah 
International Standard for Organization atau yang lebih sering disingkat 
dengan ISO yang sekaligus merupakan nama dari organisasi yang 
memprakarsai pembuatan standar tersebut. ISO sendiri sebetulnya berasal 
dari bahasa Yunani, yakni isos yang berarti sama atau standar. ISO 
melingkupi berbagai aspek dalam organisasi. ISO menjadi sebuah 
kebutuhan organisasi untuk menentukan mutu barang dan jasa yang 
diberikan kepada konsumen. ISO disusun berdasarkan kesepakatan antara 
pihak produsen, konsumen dan pemerintah . Ketiga pihak tersebut harus 
menyepakati spesifikasi produk dan jasa yang diberikan melalui standar 
yang telah disepakati.  
Tujuan pembuatan ISO antara lain adalah : 
1. Peningkatan mutu 
2. Kelayakan harga 
3. Analisis manfaat dan dampak lingkungan (AMDAL)  
4. Efektifitas dan efisiensi kerja 
5. Sistem jaminan mutu 
 
Salah satu contoh standar tersebut adalah ISO 9000 yang 
merupakan kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu setiap 
organisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh 
International Organization for Standardization Technical Committee (ISO/TC) 
176 yang bertanggungjawab untuk menentukan standar sistem 
manajemen mutu. ISO 9000 dievaluasi setiap 5 tahun sekali untuk 
memberikan jaminan dan relevansi standar terhadap setiap organisasi. 
Selain ISO 9000, masih ada beberapa standar organisasi yang antara lain 
adalah: 
1. ISO 9001-Quality Management Systems–Requirements yang bertujuan 
untuk merancang, membangun, memproduksi, memasang dan 
melayani produk maupun jasa yang diberikan. Standar ini berisi daftar 
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persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi untuk 
mengukur kepuasan konsumennya.  
2. ISO 9004-Quality Management Systems-Guidelines for Performance 
Improvements yang bertujuan untuk memperbaiki sistem secara terus-
menerus. Standar ini berisi data tentang hal apa saja yng dapat 
dilakukan untuk mengembangkan sistem yang telah berjalan 
sebelumnya. Standar ini bukan sebagai panduan implementasi, 
melainkan hanya sebatas memberikan input (masukan) saja. 
3. ISO 10007:1995 yang bertujuan untuk menjadi bahan diskusi pihak 
manajemen dalam sebuah organisasi, dan sebagainya.  
 
Beberapa Negara juga melakukan koreksi terhadap beberapa poin 
di dalam ISO yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi organisasi yang 
ada di Negara itu sendiri. Perbedaan iklim, budaya, bahasa, aturan hukum 
serta beberapa aspek yang lain menyebabkan lahirnya standar-standar 
lokal tersebut. Kesepakatan antara pihak produsen, konsumen dan 
pemerintah dalam negeri di Indonesia misalnya, menghasilkan konsensus 
untuk beberapa organisasi yang menggunakan standar lokal yang disebut 
dengan Standar Nasional Indonesia.  
Berbagai kajian tentang organisasi yang ada saat ini, khususnya 
yang menyangkut standar organisasi, baik yang diatur oleh ISO maupun 
dalam berbagai standar lokal, selanjutnya menghasilkan banyak definisi 
tentang eksistensi sebuah organisasi. Namun, berbagai definisi tersebut 
dapatlah dirangkum menjadi sebuah 5 unsur minimal yang wajib dimiliki 
oleh sebuah organisasi, yakni: 
1. Lembaga Induk 
2. Struktur Organisasi 
3. Pendidikan Dasar 
4. Aturan Hukum 
5. Jaringan Kerjasama 
 
Kelima unsur di atas merupakan unsur minimal yang harus 
dipenuhi oleh sebuah organisasi. Tanpa kelima unsur di atas maka sebuah 
organisasi menjadi cacat secara aturan atau yang oleh sebagian orang 
disebut dengan organisasi non-formal. Sementara organisasi yang bersifat 
formal, yakni organisasi yang sudah memenuhi lima unsur minimal 
tersebut di atas, selanjutnya dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yakni 




1. Organisasi riil product, yakni organisasi yang menghasilkan produk 
dalam bentuk fisik yang nyata, misalnya pabrik semen, produsen 
bahan makanan, supermarket dan sebagainya. 
2. Organisasi non-riil product, yakni organisasi yang menghasilkan produk 
dalam bentuk fisik yang tidak nyata yang lebih sering diistilahkan 
sebagai organisasi penyedia layanan atau jasa.   
 
Sementara organisasi berdasarkan fungsi dapat dibedakan menjadi : 
1. Organisasi profit, yakni organisasi yang mencari keuntungan financial 
(bisnis), dan 
2. Organisasi non-profit, yakni organisasi yang tidak mencari keuntungan 
sama sekali (sosial).  
 
Beberapa ahli lain mengemukakan pandangan tentang organisasi 
dari banyak perspektif yang beragam. Sebagian juga membedakan antara 
organisasi pemerintah dengan organisasi non-pemerintah (swasta). 
Pandangan yang lain juga membedakan antara organisasi resmi dan tidak 
resmi, atau perspektif lokal yang membedakan antara organisasi pusat dan 
organisasi daerah. Namun, secara garis besar hal tersebut tetap akan 
bermuara kepada organisasi yang ditinjau dari segi struktur dan fungsi, 
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dan bersamaan dengan itu berkeliling yakni dating bolak balik juga di sekitar 
mereka anak-anak muda yang merupakan pelayan-pelayan surgawi untuk 
yakni melayani mereka secara khusus. Para pelayan itu sungguh tampan 
dan berpenampilan indah dan bersih, seakan-akan mereka mutiara yang 
tersimpan di dalam tempatnya sehingga tidak dikeruhkan oleh polusi udara 
dan kekotoran lainnya (Tafsir al-Misbah, QS. Ath-Thuur : 24). 
 
Kata  ghilman dalam ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata 
ghulam yang bermakna anak muda yang bertugas melayani seseorang. 
Konsep pelayanan yang kini identik dengan istilah administrasi, 
merupakan sebuah konsep pengabdian besar dengan sikap-sikap 
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pelayanan yang selalu berorientasi kepada kepuasan orang-orang yang 
dilayani. 
Administrasi sendiri berasal dari 2 suku kata, yakni ad yang berarti 
intensif dan ministrare yang berarti melayani, membantu atau memenuhi (The 
Liang Gie, 1965). Administrasi dalam bahasa Belanda tertulis dengan 
administratie yang berarti penyusunan data secara sistematis melalui cara 
penulisan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari data tersebut. 
Secara sederhana aministrasi dapat diartikan sebagai sebuah proses 
kerjasama antar individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan 
yang telah disepakati sebelumnya, baik di lingkungan pemerintahan, 
kantor, dan organisasi lainnya. Hal tersebut selanjutnya menyebabkan 
beberapa orang ahli menyamakan antara manajemen dan administrasi. 
  
Istilah ministrare awalnya lebih terfokus kepada proses pelayanan 
yang diberikan oleh Gereja-Gereja pada periode klasik. Organisasi yang 
paling mapan setelah berakhirnya perang Salib adalah organisasi 
kegerejaan. Istilah ministrare yang awalnya identik dengan pelayanan yang 
diberikan oleh para pengelola Gereja bertujuan untuk memberikan 
pelayanan secara baik dan benar, selanjutnya juga diadopsi ke dalam 
pengetahuan tentang organisasi secara umum. Sehingga kini, administrasi 
pun secara sederhana diartikan sebagai upaya untuk member pertolongan, 
membantu, memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Pada perkembangan selanjutnya, istilah administrasi pun menjadi 
berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan tentang 
administrasi itu sendiri. Istilah ‘tata usaha” sering digunakan di Indonesia 
untuk mengartikan administrasi secara sempit. Istilah “tata usaha” 
merupakan produk peninggalan era kolonial Belanda yang menyalin kata 
administratie menjadi administrasi. Administratie dalam bahasa Belanda 
adalah Elke steiselmatige ordening en schriftelijke vastlegging van gegevens, 
samengesteld met het doel een overzicht van deze gegevens  te verkrijgen in hun geheel en 
hun onderling verband,  setiap penyusunan keterangan-keterangan secara 
sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk 
memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam 
keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain (The Liang Gie, 
1972). 
Sementara menurut Atmosudirjo (1986) pengertian administratie 
yang demikian baru merupakan salah satu aspek cakupan istilah 
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administratie sebab masih ada 2 aspek lain yang merupakan cakupannya, 
yakni: bestuur (manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi) dan beheer 
(manajemen dari sumber-sumber daya). Namun istilah tata usaha justru 
lebih populer di Indonesia. Maka selanjutnya istilah tata usaha pun 
diartikan sebagai administrasi. Tata usaha sendiri didefinisikan sebaga 
sebuah pekerjaan tulis menulis atau , catat mencatat tentang berbagai data 
yang ada. Gie (1972) menambahkan bahwa administrasi tata usaha berupa 
suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang 
berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat dan 
mencatat atau membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi 
di dalam organisasi. Menurut Abdulrachman (1971) administrasi dalam 
pengertian tata usaha adalah sebuah kegiatan yang meliputi penerimaan 
surat, penyimpanan surat, korespondensi, penduplikasian, pencatatan 
pada buku serta seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan 
yang menggunakan bahan kertas.  
Perbedaan makna antara adinistratie (bahasa Belanda) dan 
administration (bahasa Inggris), menyebabkan administrasi yang diadopsi ke 
dalam bahasa Indonesia memiliki 2 pengertian yang berbeda pula, yakni: 
administratie adalah sebuah kegiatan yang terbatas pada tata usaha, 
sementara administration mempunyai pengertian sebuah kegiatan yang 
tidak sebatas pada kegiatan tata usaha saja. Dwight Waldo (1971) 
mengemukakan bahwa : Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya 
manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rationaliteit yang 
tinggi.  William H. Newman (1963) berpendapat bahwa : Administrasi 
adalah bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha dari 
sekelompok individu menuju pencapaian Tujuan bersama. Dr. S.P. 
Siagian MPA (1977) berpendapat bahwa : Administrasi adalah 
keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang 
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai Tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya. Drs. The Liang Gie dan Drs. Sutarto (1977) 
mengemukakan pula bahwa : Administrasi adalah segenap rangkaian 
kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Beberapa pendapat 
tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah seluruh 
proses pembagian kerja yang dilakukan oleh beberapa individu yang 
bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi 
merupakan rangkaian kegiatan (proses) dengan job description 
(pembagian kerja) yang jelas melalui cara perencanaan, pembuatan 
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keputusan, penyusunan, pengaturan, kepememimpinan, pengarahan, 
pembimbingan, pengendalian, pengawasan, sampai kepada evaluasi. 
Administrasi dapat pula disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan (alur) 
kerja organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 
Rangkaian kegiatan administrasi juga berfungsi sebagai 
pelimpahan tugas dalam bentuk pembagian kerja dari seorang administrator 
(kepala administrasi) kepada seluruh staf dalam sebuah organisasi. 
Administrasi merupakan pekerjaan penunjang yang menjadi bagian dari 
keseluruhan kegiatan penataan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan 
utama. Oleh sebagian orang, pekerja bagian administratif disebut sebagai 
profesi penunjang, sementara pekerja yang dilakukan dengan rangkaian 
kegiatan pokok disebut sebagai profesi utama. Beberapa contoh 
perbedaan antara pekerjaan profesi penunjang (administrasi) dengan 
profesi utama adalah: 
1. Untuk organisasi Perguruan Tinggi, profesi utama adalah para Dosen 
yang melakukan kegiatan utama dalam rangka menunjang terciptanya 
Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat). Kegiatan pokok para Dosen antara lain 
adalah mengajar, menguji, melakukan penelitian, melakukan 
pengabdian kepada masyarakat. Sementara adminstrasi merupakan 
profesi penunjang yang bertugas untuk membuat rencana kerja 
tahunan, menyusun jadwal perkuliahan, menyusun kalender akademis, 
mengatur ujian, menyediakan instrumen perkuliahan, mengurus 
kenaikan pangkat para Dosen, dan sebagainya.  
2. Untuk organisasi Rumah Sakit, profesi utamanya adalah para Dokter, 
Bidan dan Perawat yang bertugas untuk memberikan layanan 
kesehatan yang maksimal kepada para pasiennya. Kegiatan pokok 
para Dokter antara lain adalah menganilis penyakit dan keluhan 
pasien, melakukan diagnosa, membuat medical record, memberikan 
rujukan, dan lain sebagainya Sementara staf administrasi bertugas 
untuk menyediakan instrumen kesehatan, menyiapkan ruang periksa, 
membuat jadwal periksa dan sebagainya. 
3. Untuk organisasi Perpustakaan, profesi utamanya adalah para 
Pustakawan yang mempunyai togas pokok untuk melakukan analisis 
kebutuhan pemustaka dan analisis sistem temu balik informasi. 
Sementara para tenaga administrasi di perpustakaan bertugas 
sebagaipenunjang kegiatan upokok melalu cara mengatur jadwal 
kunjungan, menyiapkan rak penyimpanan koleksi, mengatur sirkulasi, 
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memberi informasi koleksi, menyiapkan instrumen pelayanan dan 
sebagainya. 
 
Administrasi tidak akan berguna jika sebuah organisasi tidak 
memiliki sebuah kegiatan pokok atau utama. Artinya, seluruh kegiatan 
administrasi selalu bermuara kepada seluruh dengan pekerjaan pokok 
yang menjadi menjadi pekerjaan utama dalam mencapai tujuan organisasi 
yang tercantum di dalam visi dan misi organisasi itu sendiri. Administrasi 
selalu menjadi kegiatan yang paling awal sekaligus menjadi paling akhir 
dalam proses manajemen sebuah organisasi. 
 
Gambar 1 




Menurut Gie (1977) adminsitrasi memiliki 8 unsur, yakni : 
1. Organisasi: adalah unsur pertama dari Administrasi yang merupakan 
wadah dimana kegiatan–kegiatan administrasi dijalankan. Dalam 
organisasi dikelompokkan ortang-orang, tugas-tugas, wewenang, dan 
tanggung jaawab serta hubungan diantara para pekerja atau unit-unit 
tugas 
2. Manajemen: adalah rangkaian perbuatan menggerakkan orang-orang 
dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama betul-
betul tercapai 
3. Komunikasi: rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu 
pihak kepeda pihak lain dalam usaha kerjasama yang bersangkutan 
4. Kepegawaian: rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga 
kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan 
5. Keuangan: rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan 
dalam usaha kerja sama 
6. Perbekalan: rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, 
mendaftar, memelihara, sampai kepada penyingkiran benda-benda 
perlengkapan dalam usaha kerjasama 
7. Tatausaha : rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, 
menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan 
yang diperlukkan dalam usaha kerjasama, dan  
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8. Hubungan masyarakat: rangkaian kegiatan menciptakan hubungan 
baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja 
sama yang bersangkutan. 
 
Administrasi adalah sebuah kegiatan dalam satu kesatuan yang 
mencakup 8 unsur di atas. Salah satu unsur adminstrasi adalah tata usaha 
yang sering juga diistilahkan sebagai administrasi (administratie : bahasa 
Belanda). Untuk mereduksi perbedaan pemahaman tentang administrasi 
yang hanya terbatas kepada pengertian “tata usaha” tersebut,  maka istilah 
administratie tersebut selanjutnya hanya digunakan untuk pengertian tata 
usaha. Sementara pengertian administrasi selanjutnya lebih terfokus 
kepada adopsi kata administration (bahasa Inggris) yang berarti segenap 
rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha kerja sama manusia untuk 
mencapai tujuan tertentu.  
Periode perkembangan dunia administrasi selanjutnya sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang  antara lain adalah; budaya, 
politik, teknologi, pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, sumber daya, 
persepsi masyarakat dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini tidak termasuk 
sebagai unsur administrasi, namun sangat berpengaruh terhadap berhasil 
tidaknya kinerja sebiah kegiatan adminstrasi. Proses kerjasama manusia 
untuk mencapai tujuan yang mencakup segenap faktor-faktor, pengertian, 
unsur-unsur serta pengaruh lingkungan administrasi  menurut The Liang 






O : Organisasi, M : Manajemen, K : Keuangan, K  : Kepegawaian, K : Komunikasi, P : Perbekalan, T : Tata 





Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu ménagement yang 
berarti seni. Hal tersebut menyebabkan manajemen menjadi sesuatu yang 
bersifat sangat abstrak. Manajemen adalah proses melaksanakan dan 
mengatur sehingga dipandang sebagai cara untuk memanfaatkan semua 
sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Manajemen merupakan perpaduan antara seni dan ilmu. Manajemen juga 
merupakan kemampuan seorang manajer untuk mencapai tujuan 
organisasi yang diakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Ilmu 
manajemen adalah ilmu yang menghubungkan antara teori-teori 
manajemen sebelumnya dengan teori dan praktek yang berikutnya.  
Beberapa perspektif lain tentang manajemen adalah sebagai 
berikut: 
1. Merupakan bidang ilmu yang interdisipliner  (lintas bidang) 
2. Bertujuan untuk mengintegrasikan beberapa bagian yang 
saling terkait dalam sebuah organisasi 
3. Berfungsi sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan secara sistematis. 
4. Merupakan tahap kegiatan yang efisiens dalam hal 
penggunaan sumber daya yang ada 
5. Sebuah keahlian profesional 
6. Merupakan sebuah kerja kolektif. 
 
Frederick Winslow Taylor merupakan pelopor lahirnya dasar-
dasar ilmu manajemen dengan menerapkan pendekatan ilmiah kepada 
proses kerja sebuah organisasi. Fayol membagi unsur pokok administrasi 
menjadi planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), commanding 
(pengkomandoan), coordinating (pengkoordinasian), dan controlling 
(pengontrolan). Teori tersebut selanjutnya lebih familiar dengan sebutan 
fungsi dasar administrasi atau manajemen.  
Sementara organisasi merupakan sebuah wadah atau tempat 
sekelompok individu yang bekerjasama secara sistematis, terstruktur, 
terorganisasi dan terpimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Organisasi adalah suatu bentuk perkumpulan manusia untuk mencapai 
tujuan bersama. Organisasi adalah sebuah kesatuan (entity) sosial yang 
dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat 
diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk 
mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi 
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merupakan sebuah pola hubungan manusia di bawah pengarahan atasan 
untuk mengejar tujuan bersama melalui suatu sistem aktivitas kerjasama.  
Bentuk organisasi sangat dipengaruhi oleh visi, misi dan tujuan 
dari setiap organisasi. Organisasi membutuhkan sebuah standar dalam 
menggerakkan kinerjanya sendiri. International Standard for Organization 
(ISO) menjadi alat ukur yang paling efektif saat ini dalam menentukan 
standar kerja sebuah organisasi. ISO melingkupi berbagai aspek dalam 
organisasi khususnya yang menjadi kebutuhan organisasi dalam 
menentukan mutu barang dan jasa yang diberikan kepada konsumen. ISO 
disusun berdasarkan kesepakatan antara pihak produsen, konsumen dan 
pemerintah . Perbedaan iklim, budaya, bahasa, aturan hukum serta 
beberapa aspek yang lain menyebabkan lahirnya standar-standar lokal 
sebagai standar alternative selain ISO. Kesepakatan antara pihak 
produsen, konsumen dan pemerintah sebuah Negara akan menghasilkan 
konsensus untuk menggunakan standar nasional di masing-masing 
Negara.  
Lima unsur minimal yang wajib dimiliki oleh sebuah organisasi, 
adalah sebagai berikut: 
1. Lembaga Induk 
2. Struktur Organisasi 
3. Pendidikan Dasar 
4. Aturan Hukum 
5. Jaringan Kerjasama 
 
Beberapa ahli membagi organisasi menjadi formal dan non-formal. 
Sementara menurut sifatnya organisasi dapat dibedakan berdasarkan 
struktur dan fungsinya. Organisasi yang berdasarkan struktur terbagi atas 
Organisasi riil product, yakni organisasi yang menghasilkan produk dalam 
bentuk fisik yang nyata, dan Organisasi non-riil product, yakni organisasi 
yang menghasilkan produk dalam bentuk fisik yang tidak nyata yang lebih 
sering diistilahkan sebagai organisasi penyedia layanan atau jasa. 
Organisasi dari segi fungsinya dapat dibedakan menjadi Organisasi profit, 
yakni organisasi yang mencari keuntungan financial (bisnis), dan 
Organisasi non-profit, yakni organisasi yang tidak mencari keuntungan 
sama sekali (sosial). 
Administrasi berasal dari 2 suku kata, yakni ad yang berarti intensif dan 
ministrare yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. Administrasi 
dalam bahasa Belanda administratie berarti penyusunan data secara 
sistematis melalui cara penulisan dengan tujuan untuk memperoleh 
informasi dari data tersebut. Istilah ministrare awalnya lebih terfokus 
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kepada proses pelayanan yang diberikan oleh Gereja-Gereja pada periode 
klasik. Organisasi yang paling mapan setelah berakhirnya perang Salib 
adalah organisasi kegerejaan. Istilah ministrare yang awalnya identik dengan 
pelayanan yang diberikan oleh para pengelola Gereja bertujuan untuk 
memberikan pelayanan secara baik dan benar, selanjutnya juga diadopsi 
ke dalam pengetahuan tentang organisasi secara umum. Selanjutnya, 
administrasi pun secara sederhana diartikan sebagai upaya untuk memberi 
pertolongan, membantu, memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Istilah administrasi pun menjadi berkembang seiring dengan 
perkembangan pengetahuan tentang administrasi itu sendiri. Istilah ‘tata 
usaha” sering digunakan di Indonesia untuk mengartikan administrasi 
secara sempit. Istilah “tata usaha” merupakan produk peninggalan era 
kolonial Belanda yang menyalin kata administratie menjadi administrasi. 
Pengertian administratie merupakan salah satu aspek cakupan istilah 
administratie itu sendiri, sebab masih ada 2 aspek lain yang merupakan 
cakupannya, yakni: bestuur (manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi) 
dan beheer (manajemen dari sumber-sumber daya). Namun istilah tata 
usaha justru lebih populer di Indonesia. Maka selanjutnya istilah tata 
usaha pun diartikan sebagai administrasi.  
Perbedaan makna antara adinistratie (bahasa Belanda) dan 
administration (bahasa Inggris), menyebabkan administrasi yang diadopsi ke 
dalam bahasa Indonesia memiliki 2 pengertian yang berbeda pula, yakni: 
administratie adalah sebuah kegiatan yang terbatas pada tata usaha, 
sementara administration mempunyai pengertian sebuah kegiatan yang 
tidak sebatas pada kegiatan tata usaha saja. Rangkaian kegiatan 
administrasi juga berfungsi sebagai pelimpahan tugas dalam bentuk 
pembagian kerja dari seorang administrator (kepala administrasi) kepada 
seluruh staf dalam sebuah organisasi. Administrasi merupakan pekerjaan 
penunjang yang menjadi bagian dari keseluruhan kegiatan penataan untuk 
menunjang pelaksanaan pekerjaan utama. Oleh sebagian orang, pekerja 
bagian administratif disebut sebagai profesi penunjang, sementara pekerja 
yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan pokok disebut sebagai profesi 
utama.  
Administrasi tidak akan berguna jika sebuah organisasi tidak 
memiliki sebuah kegiatan pokok atau utama. Artinya, seluruh kegiatan 
administrasi selalu bermuara kepada seluruh dengan pekerjaan pokok 
yang menjadi menjadi pekerjaan utama dalam mencapai tujuan organisasi 
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yang tercantum di dalam visi dan misi organisasi itu sendiri. Administrasi 
selalu menjadi kegiatan yang paling awal sekaligus menjadi paling akhir 
dalam proses manajemen sebuah organisasi. Administrasi adalah sebuah 
kegiatan dalam satu kesatuan yang mencakup beberapa unsur, salah satu 
unsur adminstrasi adalah tata usaha yang sering juga diistilahkan sebagai 
administrasi (administratie : bahasa Belanda). Untuk mereduksi perbedaan 
pemahaman tentang administrasi yang hanya terbatas kepada pengertian 
“tata usaha” tersebut,  maka istilah administratie tersebut selanjutnya hanya 
digunakan untuk pengertian tata usaha. Sementara pengertian administrasi 
selanjutnya lebih terfokus kepada adopsi kata administration (bahasa 
Inggris) yang berarti segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha 





1. Jelaskan pengertian manajemen ? 
2. Mengapa oranisasi dipandang sebagai sebuah seni ? 
3. Jelaskan pengertian organisasi ? 
4. Sebutkan 5 unsur minimal organisasi ?  
5. Jelaskan pengertian administrasi ? 























PERIODESASI  PERPUSTAKAAN 
 




َٰٓأ َّٱَّيه وا َّٱَّنل اسح ََّّۡعبحدح مح ب كح ِيٱره ۡمَّوهَََّّّل  لهقهكح ِينهَّٱَّخه ۡمَّلهَََّّّل  ۡبلِكح َّمِنَّقه ونه ۡمَّتهت قح ٢١ََّّعهل كح
 
Wahai seluruh manusia yang mendengar panggilan ini beribadahlah, yakni 
tunduk, patuh dengan penuh hormat, dan kagumlah kepada Tuhan kamu 
Sang Pemelihara dan Pembimbing, karena Dialah yang menciptakan kamu 
dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini 
menunjukkan kesatuan kemanusiaan sejak dahulu hingga akhir zaman. 
Dengan demikian tidak ada perbedaan dalam kemanusiaan antara satu ras 
dengan ras yang lain, baik dahulu maupun masa kini, semua diciptakan 
Allah dari unsur yang sama (Tafsir al-Misbah, QS. al-Baqarah : 21). 
 
Sejarah perpustakaan dimulai beriringan dengan sejarah 
peradaban manusia. Sampai saat ini tidak ada kesamaan persepsi terhadap 
batasan awal mula berdirinya perpustakaan. Perbedaan persepsi tersebut 
didasari pada perbedaan persepsi terhadap perkembangan peradaban 
manusia itu sendiri. Beberapa tokoh menyebut bahwa perpustakaan 
bermula pada periode awal mula tradisi tulis menulis dalam peradaban 
manusia. Tradisi tersebut selanjutnya menghasilkan ornamen-ornamen 
dokumen yang berbentuk bahan tercetak, seperti goresan, pahatan 
maupun tulisan yang terdokumentasi di madia-media yang beragam. 
Sebut saja, batu, kayu, dinding gua, kulit binatang, logam hingga kertas, 
merupakan beberapa data yang sekaligus berfungsi sebagai fakta sejarah 
tulis menulis dalam peradaban umat manusia.  
Periode awal peradaban manusia ditandai dengan tradisi nomaden, 
yakni tradisi hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang 
lain. Pola hidup yang berpindah-pindah tempat tersebut diikuti secara 
alamiah oleh kebiasaan manusia untuk menulis dalam bentuk goresan 
maupun pahatan di tempat-tempat yang mereka singgahi. Dinding gua, 
pohon dan batu-batu besar pun menjadi media tulis di awal peradaban 
manusia. Tradisi nomaden selanjutnya mendorong munculnya pola kerja 
berburu binatang sebagai upaya untuk melanjutkan kehidupan. Pekerjaan 
berburu menyebabkan parchament (kulit binatang yang dikeringkan) 
menjadi sebuah media tulis baru yang selanjutnya menjadi sangat familiar 
digunakan sampai abad pertengahan. 
Beberapa Arkeolog yang telah melakukan penelitian berhasil 
menemukan dokumen-dokumen tertulis dalam tradisi bangsa Sumeria 
sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Tradisi tersebut lebih dikembangkan 
22 
 
oleh bangsa Babylonia yang mulai membuat tulisan dengan menggunakan 
media tanah liat. Periode berikutnya adalah ketika bangsa Mesir membuat 
sebuah lembaga kecil dalam kerajaannya yang bertugas untuk 
mengumpulkan seluruh dokumen yang ada dalam lingkungan kerajaan 
tersebut. Salah satu kerajaan Mesir pada periode klasik, yakni Pergamun, 
telah menggunakan media tulis yang terbuat dari sejenis rerumputan yang 
banyak tumbuh di sekitar tepian sungai Nil. Media tulis tersebut 
selanjutnya lebih dikenal dengan nama papyrus.  
Sebuah dinasti kuno di China membuat sebuah lompatan besar 
dalam proses alih media yang ditandai dengan penggunaan kulit-kulit 
bambu sebagai media tulis menulis. Penggunaan kulit bambu oleh dinasti 
tersebut “konon” menjadi salah satu inspirasi dibuatnya mesin cetak 
kertas pada saat revolusi industri di akhir abad pertengahan. Dinasti kuno 
di China tersebut tidak saja membuat media tulis dari kulit bambu, dinasti 
tersebut juga secara luar biasa membuat mesin berbahan dasar bambu 
yang berfungsi sebagai mesin pengganda kulit-kulit bambu yang akan 
digunakan sebagai media tulis tersebut.  
Periode klasik sejarah perpustakaan juga ditandai dengan turunnya 
2 kitab suci yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa As. 
dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud As. Kedua kitab suci 
tersebut yang terdokumentasi tersebut menjadi lompatan besar dalam 
peradaban manusia yang sekaligus menjadi data sejarah tentang 
perkembangan dunia dokumentasi dan perpustakaan pada periode 
selanjutnya. 
Selain kitab Taurat dan Zabur, periode klasik juga ditandai dengan 
munculnya replik-replik kuno sejarah peradaban manusia. Replik-replik 
kuno tersebut berisi kisah tentang tradisi asal muasal bangsa dimana 
replik tersebut terdokumentasi. Sistem pendokumentasian awal dilakukan 
dengan cara lisan (menghafal). Lalu generasi selanjutnya mulai melakukan 
pencatatan dalam bentuk lembaran-lembaran dengan berbagai macam 
media dan dalam bentuk yang masih parsial (sebagian) dan terpisah-pisah. 
Peneliti-peneliti abad pertengahan selanjutnya melakukan penggabungan 
dokumen yang sering pula disebut dengan istilah kodifikasi. Penggabungan 
dokumen tersebut akhirnya menghasilkan 3 replik kuno terbesar di dunia, 
yakni Homerus di Yunani, Mahabharata di India dan La Galigo di Luwu 
(salah satu Kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan). 
Replik-replik tersebut berisi kisah tentang diturunkannya manusia 
ke bumi, kehidupan para Dewa dan Malaaikat, proses penciptaan bumi, 
struktur awal pemerintahan, ras besar manusia, perang-perang yang 
terjadi, serta beberapa kisah tentang tradisi maupun kejadian yang terjadi 
pada periode klasik di tempat setiap replik tersebut terdokumentasi. 
Ketiga replik tersebut menjadi data sejarah tentang proses dokumentasi 
yang sudah mulai dilakukan oleh manusia sejak awal dimulainya 
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peradaban manusia itu sendiri. Kini, para peneliti telah berhasil menyusun 
dan mengumpulkan ketiga replik tersebut sebagai sebuah dokumen yang 
utuh, walaupun tentu masih terdapat sejumlah kisah maupun catatan yang 
terlewatkan dalam proses pendokumentasiannya. Namun setidaknya, 
keberadaan 2 kitab suci dan 3 replik tersebut dapat dijadikan sebagai 
pijakan awal periode perkembangan dunia dokumentasi dan 
perpustakaan. 
Istilah Alkitab yang identik dengan Injil berasal dari bahasa Arab, 
yakni al-Kitab yang berarti buku atau kitab. Beberapa orang juga sering 
menyebutnya dengan al-Kitab al-Muqaddas yang berarti Kitab Suci. Walau 
demikian penulisan kata al-Kitab tidak dapat ditemukan di dalam al-Kitab 
itu sendiri. Sementara istilah Injil berasal dari bahasa Arab lalu diturunkan 
ke bahasa Yunani ευαγγέλιον (euangelion) yang berarti kabar baik atau 
Berita Kesukaan. Injil dalam bahasa Inggris kuno disebut Gospel dengan 
ejaan gōd-spell, merupakan terjemahan kata-per-kata dari bahasa Yunani, 
eu: baik dan angelion: kabar) yang berarti kabar baik. Penggunaan kata al-
Kitab pada periode ini menunjukkan bahwa kegiatan membaca daan 
menulis sudah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari kebudayaan 
manusia itu sendiri.  
Perpustakaan pertama di dunia berdiri di wilayah Iskandariyah-
Mesir dengan nama Bibliotheca Alexandrina Egypt (Perpustakaan 
Iskandariah Mesir). Perpustakaan ini memiliki 700.000 koleksi berbentuk 
gulungan papyrus. Perpustakaan ini didirikan oleh Ptolemi I (323 SM), 
pewaris tahta Alexander the Great (yang agung). Periode tersebut menjadi 
periode emas dalam dunia perpustakaan sebab para penguasa Mesir 
sangat bersemangat dalam urusan pengembangan Perpustakaan dan Ilmu 
Pengetahuan. Salah satu isi dari Manuskrip Roma bertuliskan tentang Raja 
Mesir yang menggunakan uang Negara untuk membeli buku ke seluruh 
pelosok negeri sebanyak 442.800 buku dan 90.000 lainnya berbentuk 
ringkasan tak berjilid. Para Raja juga memiliki kebiasaan untuk 
menggeledah setiap kapal yang berlabuh di Mesir untuk mencari naskah 
(dokumen) asli yang ada. Jika ditemukan buku di kapal yang sedang 
berlabuh di Mesir, maka Raja Mesir akan menyita dan menagkap penulis 
atau orang yang membawa buku tersebut lalu meminta mereka untuk 
menyalinnya. Setelah salinan selesai barulah para tawanan tersebut 
dibebaskan dengan membawa naskah hasil salinannya, sementara naskah 
atau buku yang asli dianggap menjadi milik kerajaan.   
Masa keemasan Bibliotheca Alexandrina Egypt  berakhir ketika 
ribuan pasukan Romawi yang di pimpin oleh Julius Caesar (48 SM) 
menaklukkan Mesir. Penaklukan tersebut juga ditandai dengan 
pembakaran 400.000 judul buku di perpustakaan Bibliotheca Alexandrina 
Egypt. Kejadian tersebut menjadi tragedi dokumentasi dan perpustakaan 
yang pertama di dunia. Untuk menarik simpati Cleopatra (Ratu Mesir saat 
24 
 
itu), Julius Caesar selanjutnya meminta maaf  dengan cara mengirim 
200.000 judul buku sebagai hadiah dari Roma. Namun hal tersebut tidak 
mampu mengembalikan perpustakaan Bibliotheca Alexandrina Egypt yang 
sangat megah tersebut kembali seperti pada masa keemasannya dahulu.  
 
 
PERIODE PERTENGAHAN : AWAL MASEHI 
 
ةحَّٱقهالهِتََََّّّّإِذَّۡ َٰٓئِكه له ََََّّّّلۡمه إِن  َّ ۡريهمح َٰمه هَّٱيه ََََّّّّّلل  ِۡنهح م  ةَّٖ لِمه بِكه ِكَّ ح ِ هحَّٱيحبهّش  ِسيححَّٱََّّۡسمح ََََّّّّلۡمه َّۡبنحَّٱِعيَسه
اَِِّفَّ َّوهِجيهّٗ ۡريهمه ۡنيهاٱمه ةَِّٱَّوهََّّدلُّ ََّّٓأۡلِخره بِيهَّٱوهمِنه ر  قه ٤٥َََّّّلۡمح
 
Suatu ketika para malaikat, yakni malaikat Jibril sendiri-sebagaimana telah 
dikemukakan pada ayat-ayat yang lalu-berkata: “Wahai Maryam, seungguhnya 
Allah menggembirakan engkau dengan kelahiran seorang putera yang 
diciptakan dengan kalimat yang datang dariNya. Untuk lebih menjelaskan 
bahwa kalimat dimaksud bukan berupa ucapan tapi satu sosok manusia, 
sekaligus untuk menjelaskan kedudukannya maka berita itu berlanjut 
dengan menyampaikan bahwa nama sosok yang engkau lahirkan itu serta 
gelar yang dipilih Allah untuk-nya adalah al-Masih Isa dank arena dia tidak 
mempunyai ayah, maka dia adalah putera Maryam. Jangan duga bahwa 
karena dia tidak berayah, maka dia akan dilecehkan. Tidak, dia adalah 
seorang terkemuka bukan hanya di dunia dan di akhirat juga, bahkan 
kedudukannya di sana sungguh mantap-sebagaimana dipahami dari 
penggandengan sifat-sifat tersebut dengan huruf () wauw-karena dia 
termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah (Tafsir al-Misbah, QS. Ali 
Imran : 45).  
 
Perkembangan dunia perpustakaan selanjutnya memasuki periode 
pertengahan yang ditandai dengan lahirnya Nabi Isa as. sekaligus menjadi 
awal dimulainya penghitungan tahun Masehi. Nabi Isa as. lahir ketika 
dinasti Romawi sedang berkuasa. Sistem dokumentasi yang terbesar di 
masa Dinasti Romawi adalah karya arsitektur yang sebagian besar 
berbentuk gambar perencanaan bangunan serta spesifikasi dan komposisi 
pembangunannya. Hasil dokumentasi berupa gambar dari suatu 
bangunan yang sering juga disebut sebagai arsip kearsitekturan 
merupakan sebuah karya rancang bangun dan tata ruang dengan 
spesifikasi dan komposisi perhitungan yang akurat. Dokumentasi 
kearsipan tersebut disimpan di sebuah lembaga kecil dalam kerajaan yang 
masih dapat ditelusuri dan tersimpan dengan cukup baik sampai hari ini. 
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Perkembangan dunia dokumentasi dan perpustakaan pada 
periode pertengahan juga ditandai dengan turunnya kitab suci Injil yang 
menurut sebagian ahli sejarah bertepatan dengan hari ke 12 dan 13 bulan 
Ramadhan. Kitab Perjanjian Baru muncul sekitar 50 tahun setelah Masehi 
yang beberapa abad berikutnya disahkan oleh Gereja Baru menjadi 
Kanon Kitab Perjanjian Baru setelah urutannya diubah dan sedapat 
mungkin disesuaikan dengan Sejarah Keselamatan (Intisari Iman Kristen 
oleh Ds.B.J. Boland, 1964). De Arameesche tekst van het Mattheus-evengelie is 
reeds vroegtijdig gegaan. De andrere drie evangelien, zijn in het Grieksch geschreven. 
De boeken van de Heilige Schrift, zelfs de evengelien, zijn niet volkomen in de zelfds 
toestand bewaard gebleven, waarin zijoorspronkelijk zijn geschreven. Daar de 
boekdrukkeenst niet bestond, warden zij eeuwen long telkens overgeschreven en hijdat 
overschrijoen werden soms woorden uitgelaten, verwisseld of verkeerd geschreven 
... Artinya : Injil Matius yang berbahasa Arami telah lama hilang. Tiga Injil 
lainnya ditulis dalam bahasa Yunani. Buku-buku dari Kitab Suci dan Injil-
injilnya tidak tersimpan dengan sempurna dalam keadaan yang sama, 
sesuai dengan aslinya. Karena tidak adanya cetak-mencetak buku maka 
seringkali dilakukan pemindahtulisan berabad-abad lamanya, dan dalam 
memindahtuliskan itu kadang-kadang terjadi penghapusan kata-kata, 
penukaran kata-kata atau penulisan terbalik ... (Het Evangelie, 1929, 
Badan Perpustakaan Petrus Canisius).  
Masyarakat di Indonesia juga sering menggunakan istilah Bibel  
untuk membedakan antara Kitab Injil dan Kitab al-Qur’an. Filo dan 
Yosefus (20 SM – 50 M) adalah orang yang pertama kali menyebut 
Perjanjian Lama sebagai bibloi hiërai. Seorang Bapak Gereja bernama 
Hierominus yang diperintahkan oleh Paus Damasus untuk merevisi al-
Kitab Latin selanjutnya sering menyebut Alkitab dengan istilah Biblia yang 
dalam bahasa Latin berarti buku atau kitab. Selanjutnya orang Inggris pun 
mulai menyebut al-Kitab dengan istilah the Bible atau Holy Bible (Kitab 
Suci). Penyebutan kata biblia atau bible (bible) yang berarti buku 
menunjukkan tentang keberadaan lembaran-lembaran dokumen tertulis 
dalam bentuk eksamplar. Keberadaan buku-buku tersebut sekaligus 
menjadi penanda tradisi menulis dan membaca manusia pada periode ini. 
Istilah biblia dan bible selanjutnya menjadi sangat identik dengan 
perkembangan dunia perpustakaan ketika istilah tersebut selanjutnya 
digunakan sebagai kata serapan untuk menyebut salah satu mesin 
penelusur informasi yang digunakan di perpustakaan, yakni bibliografi 
(daftar pustaka yang terbit dalam satu negara). 
Periode pertengahan juga ditandai dengan turunnya kitab suci al-
Qur’an yang oleh sebagian ahli disebut turun pada tanggal 17 Ramadhan. 
Turunnya kata iqra’ sebagai ayat pertama dalam al-Qur’an menunjukkan 
betapa pentingnya urusan baca-tulis dari sisi “pandangan” Allah swt. Kata 
iqra’ menjadi pesan pembuka yang merupakan kunci untuk memulai 
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proses pengumpulan dan pendokumentasin ayat-ayat sesudahnya. Proses 
pendokumentasian al-Qur’an yang identik dengan istilah kodifikasi 
selanjutnya mulai dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw. bersama 
dengan para sahabatnya. Periode awal dimulai dengan tradisi lisan dengan 
cara menghafalkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah saw. 
Periode berikutnya dirintis oleh Khalifah Umar bin Khattab yang 
selanjutnya terkodifikasi pada periode Khalifah Utsman bin Affan. Periode 
ini juga ditandai dengan kodifikasi hadis yang dirintis pada periode ke-
Khalifahan Umar bi Abdul Aziz (dinasti Umayah) yang selanjutnya 
ditashihkan pada periode keKhalifahan Harun ar-Rasyid (dinasti 
Abbasiyah). Pada masa ke-Khalifahan Harun al-Rasyid didirikan sebuah 
lembaga dokumentasi yang bernama Khizanah al-Hikmah. Lembaga 
tersebut berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Khalifah 
selanjutnya, yakni al-Makmun  (815 M) mengubah namanya menjadi Bait 
al-Hikmah yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan yang bernama 
Sahl ibn Harun.  
Setidaknya ada + 500.000 judul buku yang menjadi koleksi 
perpustakaan tersebut. Seluruh buku merupakan karya tulisan tangan asli 
sebab pada periode ini satu-satunya cara untuk membuat buku adalah 
menggunakan tulisan tangAn dengan tinta cair. Beberapa tokoh dalam 
bidang ilmu pengetahuan, budaya, sains dan teknologi lahir dan 
menghasilkan karya pada periode ini, seperti ibnu Sina, ibnu Rusyd, al-
Farabi, al-Hallaj, Imam Ghazali, Abunawas dan sebagainya. Salah satu karya 
terbesar yang lahir dan tersimpan di perpustakaan tersebut adalah Kisah 
1001 Malam. Periode ini juga ditandai dengan datangnya puluhan orang 
Eropa untuk belajar sekaligus membuat back up data dengan cara menulis 
kembali seluruh karya yang tersimpan di perpustakaan Bait al-Hikmah. 
Para peneliti dari Eropa tersebut hidup selama bertahun-tahun di Mesir 
sampai terselesaikannya back up data koleksi perpustakaan tersebut yang 
selanjutnya dibawa ke Eropa untuk menjadi bahan referensi perkembagan 
ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. 
Sementara itu, periode pertengahan di Indonesia ditandai dengan 
berdirinya berbagai kerajaan. Beberapa ahli menyebutkan bahwa sejarah 
perpustakaan di Indonesia bermula ketika zaman kerajaan Sriwijaya (695 
M). Pendapat beberapa ahli tersebut tidak ditunjang dengan bukti fisik 
sejarah, namun lebih didasari kepada pandangan bahwa Sriwijaya yang 
menjadi salah satu kerajaan terbesar di masanya tentulah memiliki 
sejumlah dokumen penting yang berhubungan dengan struktur dan 
strategi istana yang disimpan di tempat-tempat khusus dalam istana 
tersebut. Selain itu keberadaan ribuan Biksu di kerajaan tersebut juga 
dianggap sebagai salah satu hal penting, sebab para Bikusi tersebut juga 
dianggap menyimpan berbagai dokumen keagamaan yang mereka yakini 
dan ajarkan kepada masyarakat saat itu. Selanjutnya muncullah berbagai 
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kerajaan yang memiliki beberapa orang pujangga di zamannya. Pujangga-
pujangga tersebut adalah para penyair yang menuliskan syair dan berbagai 
kisah selanjutnya disimpan sebagai dokumen milik istana. Kitab-Kitab 
yang dihasilkan oleh beberapa Pujangga tersebut antara lain adalah; 
Bharatyudha (Mpu Sedah dan Mpu Panulu), Smaradahana (Mpu Dharmaja), 
Negarakertagama (Mpu Prapanca), dan sebagainya. Selanjutnya, tradisi 
menulis pun dianggap sebagai sebuah kebutuhan istana-istana lain yang 
ada pada waktu itu.  
Pada periode pertengahan ini pula terjadi perang antara pihak 
Kristen dan Islam yang dikenal dengan perang Salib (1096-1798). Perang 
yang terjadi lebih dari 700 tahun tersebut menyebabkan hampir seluruh 
karya dokumentasi yang lahir lebih bercorak peperangan, misalnya buku 
tentang strategi perang milik dinasti Mamluk (sering juga disebut dengan 
Mamalik), cara membuat senjata miliki tentara Inggris serta buku-buku 
catatan tentang perang-perang yang telah terjadi sebelumnya. Salah satu 
tragedi dalam dunia dokumentasi dan perpustakaan pada periode 
pertengahan adalah dengan dimusnahkannya seluruh buku-buku yang 
identik dengan dunia ke-Islaman. Perpustakaan milik Bani Ammar di 
Tripoli menjadi pusat dokumentasi pertama yang dimusnahkan dengan 
cara dibakar oleh Pasukan Salib. Kejadian yang sama terus dilakukan oleh 
pasukan Salib dan mencapai puncaknya ketika perpustakaan terbesar dan 
termegah, yakni Bait al-Hikmah di Baghdad yang dibangun dengan biaya 
yang sangat mahal oleh dinasti Abbasiyah dihancurkan oleh serbuan 
bangsa Tartar Mongol. Seluruh bahan pustaka perpustakaan tersebut 
dibuang ke sungai Dajlah yang menyebabkan warna air sungai tersebut 
menjadi hitam akibat sisa abu pembakaran bahan-bahan pustaka dan tinta 
yang mencair. Setelah itu, pemusnahan terhadap buku dan dokumen ke-
Islaman terus dilakukan. Ketika kota Granada di Spanyol ditaklukkan 
oleh Pasukan Anthony-Isabella (1492) hampir sekitar satu juta buku ke-




PERIODE MODERN : REVOLUSI INDUSTRI 
 
َِّ ّلِل  اَِِّفََّّوه َٰتَِّٱمه َٰوه مه اَِِّفََّّلس  ۡرِض َّٱوهمه
ه
ََّّۡۡل نه َكه حَّٱوه اََّّّلل  ِيطّٗ ءَُّّٖمُّ ۡ ََّشه ِ
ل  ١٢٦ََّّبِكح
 
Hanya milik Allah, bukan milik selain-Nya, apapun, yakni segala sesuatu, 
baik makhluk bernyawa maupun makhluk yang tidak bernyawa, yang 
berakal maupun tidak, baik berharga maupun tidak, yang di langit seperti 
para malaikat dan benda-benda angkasa dan apa yang di bumi,  seperti 
manusia termasuk nabi Ibrahim yang dipuji ini, dan adalah pengetahuan 
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dan kekuasaan Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha 
meliputi segala sesuatu (Tafsir al-Misbah, QS. an-Nisaa : 126). 
Periode modern ditandai dengan semakin berkembangnya 
pengetahuan manusia, baik tentang alam sekitarnya maupun tentang 
dirinya sendiri. Perkembangan pengetahuan manusia tersebut selanjutnya 
mendorong terciptanya sebuah gerakan perubahan yang mendorong 
manusia untuk mencoba menemukan jawaban dari hal-hal yang selama ini 
dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mitos semata. Periode dogmatis 
dalam doktrin-doktrin kebudayaan dan agama selanjutnya berganti 
dengan periode metodolatri, dimana seluruh keyakinan seseorang harus 
dilandasi oleh sebuah metode dalam bidang ilmu pengetahuan.  
Ketika pasukan Salib terakhir dibubarkan oleh Napoleon 
Bonaparte (1798), berakhirlah periode perang Salib. Perkembangan 
kebudayaan, sains dan teknologi selanjutnya berpindah ke wilayah Eropa. 
Hal tersebut mencapai puncaknya pada periode revolusi industri di 
Inggris. Perkembangan dunia dokumentasi dan perpustakaan pada 
periode ini diawali ketika Johanes Gutenberg berhasil membuat sebuah 
mesin cetak bertenaga uap. Mesin tersebut sekaligus menjadi mesin 
pengganda tulisan yang memudahkan untuk melakukan back up data tanpa 
perlu menuliskannya dengan tangan kembali secara langsung. Mesin cetak 
yang dibuat oleh Gutenberg selanjutnya menjadi salah satu primadona 
pada periode revolusi industri tersebut. Mesin tersebut menjadi pemicu 
munculnya istilah booming information (ledakan informasi) yang merupakan 
lompatan besar dalam dunia dokumentasi dan perpustakaan.  
Gutenberg mendapatkan pinjaman uang dari Johann Fust pada 
tahun 1452 untuk melakukan proses penggandaan Kitab Injil. Namun, 
Gutenberg selanjutnya diberhentikan dari proyek tersebut karena dituduh 
menggandakan berbagai dokumen yang tidak seharusnya digandakan, 
seperti surat pengampunan, kalender dan beberapa dokumen lainnya. 
Kitab Injil yang sempat digandakan oleh Gutenberg masih tersimpan 
sampai saat ini. Kitab tersebut kini lebih familiar dengan sebutan Injil 
Gutenberg dan dianggap sebagai Kitab (buku) dalam bentuk cetakan 
tertua di Eropa. Setelah periode tersebut mulailah dilakukan pencetakan 
bahan pustaka secara massal yang diawali dengan munculnya berbagai 
macam tabloid dan surat kabar. 
Kedatangan bangsa Eropa sekitar abad ke-16 di Indonesia, 
menjadi cikal bakal berdirinya perpustakaan di Indonesia pada periode ini. 
Pada awalnya perpustakaan didirikan untuk tujuan program penyebaran 
agama Nasrani. Perpustakaan pertama yang didirikan oleh Vereenigde 
OostJurnal Indische Compaqnie (VOC) adalah perpustakaan Gereja di Batavia 
(sekarang Jakarta) pada tahun 1624. Berdirinya perpustakaan tersebut 
sekaligus menandai berakhirnya era perpustakaan tradisional yang selama 
ini koleksinya hanya dapat digunakan oleh para keluarga istana (kerajaan). 
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Perpustakaan tersebut mulai melakukan peminjaman buku kepada 
masyarakat umum. Lebih dari satu abad kemudian, sebuah lembaga 
bernama Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen mendirikan 
sebuah perpustakaan di Batavia (1778).  
Pada tahun 1950 Bataviaasche Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen berubah nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. 
Kemudian pada tahun 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan 
kepada Pemerintah Republik Indonesia fungsinya dirubah menjadi 
Museum Pusat. Koleksinya dijadikan bagian dari Museum Pusat yang 
selanjutnya disebut dengan Perpustakaan Museum Pusat. Selanjutnya, 
Museum Pusat berubah menjadi Museum Nasional, sementara 
perpustakaannya disebut dengan Perpustakaan Museum Nasional. Pada 
tahun 1980 Perpustakaan Museum Nasional diintegrasikan menjadi Pusat 
Pembinaan Perpustakaan yang selanjutnya dirubah lagi menjadi pada 
tahun 1989 ketika Pusat Pembinaan Perpustakaan dilebur menjadi bagian 
dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.  
Pada periode yang hampir bersamaan, berdiri beberapa 
perpustakaan Negara di beberapa ibukota Propinsi yang sekaligus 
berfungsi sebagai perpustakaan umum. Perpustakaan Negara pertama 
didirikan di Yogyakarta (1949), kemudian disusul Ambon (1952); 
Bandung (1953); Ujung Pandang (1954); Padang (1956); Palembang 
(1957); Jakarta (1958); Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, 
Pekanbaru dan Surabaya (1959). Setelah itu menyusul kemudian 
Perpustakaan Nagara di Banjarmasin (1960); Manado (1961); Kupang dan 
Samarinda (1964) dan sampai saat ini hampir seluruh ibukota Propinsi 
sudah memiliki perpustakaan umum yang sejenis. 
 
 
PERIODESASI PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN 
 
ا َّ ۡهِۡمَّۖۡفهۡسََّّوهمه




ِۡكِرَّٱلحو ا َّأ َََّّّل  ونه َّتهۡعلهمح نتحۡمََّّله ٧ََّّإِنَّكح
 
Dan Kami tidak mengutus kepada umat-umat yang lalu sebelummu wahai nabi 
Muhammad melainkan beberapa orang-laki-laki, yakni manusia-manusia biasa 
namun mereka adalah manusia pilihan yang Kami dengan-perantaraan 
malaikat wahyukan kepada mereka tuntunan-tuntunan Kami guna mereka 
sampaikan kepada masyarakatnya. Jika kaum musyrikin atau siapaun di 
antar kamu meragukan hal itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang 
tahu tentang persoalan kenabian dan kerasulan misalnya kepada orang-
orang Yahudi dan Nasrani,, jika kamu wahai para pengingkar tidak 
mengetahui, yakni jika pengetahuan kamu menyangkut kenabian sedemikian 
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dangkal sehingga tidak mengetahui hal tersebut (Tafsir al-Misbah, QS. al-
Anbiya : 7). 
Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk memiliki 
pengetahuan tentang sesuatu, khususnya yang telah terjadi di masa-masa 
lampau. Pengetahuan tentang sejarah merupakan kajian yang sekaligus 
menjadi pengalaman yang paling baik dalam memberikan berbagai contoh 
dari kasus-kasus atau peristiwa yang sudah terjadi. Perkembangan metode 
pengetahuan yang tidak dilandasi dengan pengetahuan sejarah hanya akan 
menghasilkan kesombongan akademik yang sangat dibenci oleh Tuhan 
semesta alam. 
Perkembangan pengetahuan dalam dunia perpustakaan 
menyebabkan semakin dibutuhkannya tenaga-tenaga profesional untuk 
mengakomodir kebutuhan para pemustaka yang semakin meningkat. 
Pelatihan dan penataran tidak cukup untuk melahirkan para tenaga 
profesional dalam bidang perpustakaan, dibutuhkan setidaknya sebuah 
jenjang pendidikan tinggi untuk merealisasikan hal tersebut. Saat ini 
jumlah pustakawan jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 
perpustakaan yang tersebar di berbagai tempat. Rasio antara kebutuhan 
dan ketersediaan tenaga pustakawan masih jauh dari nilai standar. Hampir 
seluruh sekolah, khususnya Sekolah Dasar, belum memiliki tenaga 
pustakawan yang mengelola perpustakaan di sekolah tersebut. Hal serupa 
bahkan juga terjadi sampai ke tingkat perguruan tinggi. UPT perpustakaan 
umumnya sudah dikelola oleh para pustakawan, namun untuk 
perpustakaan-perpustakaan Fakultas, Jurusan maupun Program Studi 
umumnya masih dikelola oleh tenaga-tenaga non pustakawan. 
Pada periode awal berkembangnya perpustakaan di Indonesia, 
para tenaga pengelola perpustakaan hanya mendapatkan kursus yang 
ditandai dengan didirikannya Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan 
(KPPP) oleh Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada 
tanggal 20 Oktober 1952 dengan waktu pendidikan selama 2 tahun. Pada 
awalnya KPPP diselenggarakan di Bandung di bawah binaan Fakultet 
Tehniek Universiteit Indonesia. Pada tahun 1955 KPPP selanjutnya 
berubah menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan (KPAP) dan waktu 
pendidikannya ditambah menjadi 2 tahun 6 bulan. Selanjutnya KPAP 
berubah lagi menjadi Sekolah Perpustakaan dengan waktu pendidikan 
selama 3 tahun. Periode pendidikan akademik ditandai dengan 
diintegrasikannya Sekolah Perpustakaan ke jenjang Sarjana Muda di 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Indonesia (FKIP-
UI) pada tahun 1961. Ketika FKIP-UI terpisah dari UI (1963) dan 
menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta, seluruh 
jurusan ikut diintegrasikan ke IKIP kecuali Jurusan Ilmu Perpustakaan 
yang tetap berada di Universitas Indonesia yang diintegrasikan ke 
Fakultas Sastra. Selanjutnya pada tahun 1975 IKIP Bandung juga 
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membuka Jurusan Ilmu Perpustakaan yang selanjutnya diikuti oleh 
beberapa perguruan tinggi lain di Indonesia. 
 
Tabel 1 
Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Ilmu Perpustakaan di 
Indonesia 
 























Universitas Indonesia : Jakarta 
IKIP Bandung 
Universitas Hasanuddin : Ujungpandang 
(sekarang Makassar) 
Universitas Sumatera Utara : Medan 
Institut Pertanian Bogor : Bogor 
Universitas Airlangga : Surabaya 
Universitas Padjajaran : Bandung 
Universitas Islam Nusantara : Bandung 
Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta 
Universitas Lancang Kuning : Pekan Baru 
Universitas Sam Ratulangi : Manado 
Universitas Yarsi : Jakarta 
Universitas Terbuka : Jakarta 
Universitas Diponegoro : Semarang 
IAIN Ar Raniry : Aceh 
IAIN Imam Bonjol : Padang 
IAIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta 
IAIN Syarif Hidayatullah : Jakarta 
IAIN Alauddin : Makassar 
STISIPOL Pettabaringeng : Soppeng  
























Keberadaanya yang masih terbilang baru dibandingkan dengan 
beberapa jurusan yang sudah lebih mapan menyebabkan sampai saat ini 
jenjang pendidikan perpustakaan masih terbagi 2 tingkatan, yakni: 
1. Tingkat teknisi (jenjang Diploma) 
Kompetensi utama pada pendidikan tingkat teknisi (Diploma) antara 
lain adalah: 
a. Menghasilkan alumni dengan kemampuan teknis perpustakaan 
yang baik 





2. Tingkat ahli (jenjang Sarjana) 
Kompetensi utama pada pendidikan tingkat ahli (Sarjana) antara lain 
adalah : 
a. Menghasilkan alumni yang memiliki keahlian untuk 
mengembangkan sistem layanan perpustakaan secara baik dan 
benar 
b. Komposisi bobot SKS mata kuliah terdiri dari 60% teori dan 40% 
praktik.  
 
Persoalan yang muncul dari tersedianya 2 jenjang pendidikan 
(teknisi dan ahli) dalam Jurusan Ilmu Perpustakaan adalah munculnya 
dualisme profesi pustakawan dalam lingkup kerja perpustakaan. Kode etik 
profesi yang lahir dari standar kompetensi dan kurikulum justru 
melahirkan standar ganda dalam penerapannya. Hal tersebut disebabkan 
masih adanya dualisme profesi, yakni pustakawan ahli dan pustakawan 





Sampai saat ini tidak ada kesamaan persepsi terhadap batasan awal 
mula berdirinya perpustakaan. Beberapa tokoh menyebut bahwa 
perpustakaan bermula pada periode awal mula tradisi tulis menulis dalam 
peradaban manusia. Tradisi tersebut selanjutnya menghasilkan berbagai 
dokumen yang berfungsi sebagai fakta sejarah tulis menulis dalam 
peradaban umat manusia. Beberapa Arkeolog yang telah melakukan 
penelitian berhasil menemukan dokumen-dokumen tertulis dalam tradisi 
bangsa Sumeria sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Tradisi tersebut lebih 
dikembangkan oleh bangsa Babylonia yang berlanjut pada salah satu 
kerajaan Mesir di periode klasik, yakni Pergamun.  Sebuah dinasti kuno di 
China kemudian membuat dan menggunakan  kulit-kulit bambu sebagai 
media tulis menulis. Periode klasik sejarah perpustakaan juga ditandai 
dengan turunnya 2 kitab suci yakni kitab Taurat dan Zabur serta 
munculnya replik-replik kuno sejarah peradaban manusia. Peneliti-peneliti 
abad pertengahan selanjutnya melakukan penggabungan dokumen yang 
sering pula disebut dengan istilah kodifikasi. Penggabungan dokumen 
tersebut akhirnya menghasilkan 3 replik kuno terbesar di dunia, yakni 
Homerus di Yunani, Mahabharata di India dan La Galigo di Luwu (salah 
satu Kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan). Replik-replik tersebut berisi 
kisah tentang diturunkannya manusia ke bumi, kehidupan para Dewa dan 
Malaaikat, proses penciptaan bumi, struktur awal pemerintahan, ras besar 
manusia, perang-perang yang terjadi, serta beberapa kisah tentang tradisi 
maupun kejadian yang terjadi pada periode klasik di tempat setiap replik 
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tersebut terdokumentasi. Ketiga replik tersebut menjadi data sejarah 
tentang proses dokumentasi yang sudah mulai dilakukan oleh manusia 
sejak awal dimulainya peradaban manusia itu sendiri.  
Perpustakaan pertama di dunia berdiri di wilayah Iskandariyah-
Mesir dengan nama Bibliotheca Alexandrina Egypt (Perpustakaan 
Iskandariah Mesir) yang didirikan oleh Ptolemi I (323 SM). Masa keemasan 
Bibliotheca Alexandrina Egypt  berakhir ketika ribuan pasukan Romawi yang 
di pimpin oleh Julius Caesar (48 SM) menaklukkan Mesir dan membakar 
400.000 judul buku di perpustakaan Bibliotheca Alexandrina Egypt. 
Walaupun Julius Caesar selanjutnya meminta maaf  dengan cara mengirim 
200.000 judul buku sebagai hadiah dari Roma untuk Cleopatra, namun hal 
tersebut tidak mampu mengembalikan perpustakaan Bibliotheca 
Alexandrina Egypt menjadi seperti pada masa keemasannya dahulu.  
Perkembangan dunia perpustakaan selanjutnya memasuki periode 
pertengahan yang ditandai dengan kelahiran Nabi Isa As. yang sekaligus 
menjadi awal dimulainya penghitungan tahun Masehi. Nabi Isa As. lahir 
ketika dinasti Romawi yang sedang berkuasa sedang memiliki kegemaran 
untuk mendokumentasikan karya-karya arsitekturnya. Hasil dokumentasi 
tersebut disebut dengan arsip kearsitekturan yang merupakan sebuah 
karya rancang bangun dan tata ruang dengan spesifikasi dan komposisi 
perhitungan yang akurat. Dokumentasi kearsipan tersebut disimpan di 
sebuah lembaga kecil dalam kerajaan yang masih dapat ditelusuri dan 
tersimpan dengan cukup baik sampai hari ini.Selanjutnya perkembangan 
dunia dokumentasi dan perpustakaan pada periode pertengahan juga 
ditandai dengan turunnya kitab suci Injil yang oleh beberapa orang lebih 
familiar dengan sebutan Bibel.  Filo dan Yosefus (20 SM – 50 M) adalah 
orang yang pertama kali menyebut Perjanjian Lama sebagai bibloi hiërai. 
Seorang Bapak Gereja bernama Hierominus yang diperintahkan oleh 
Paus Damasus untuk merevisi al-Kitab Latin selanjutnya sering menyebut 
Alkitab dengan istilah Biblia yang dalam bahasa Latin berarti buku atau 
kitab. Selanjutnya orang Inggris pun mulai menyebut al-Kitab dengan 
istilah the Bible atau Holy Bible (Kitab Suci). Penyebutan kata biblia atau 
bible (bible) yang berarti buku menunjukkan tentang keberadaan 
lembaran-lembaran dokumen tertulis dalam bentuk eksamplar. 
Keberadaan buku-buku tersebut sekaligus menjadi penanda tradisi 
menulis dan membaca manusia pada periode ini. Istilah biblia dan bible 
selanjutnya menjadi sangat identik dengan buku dalam perkembangan 
dunia perpustakaan. 
Periode pertengahan juga ditandai dengan turunnya kitab suci al-
Qur’an Kata iqra’ menjadi pesan pembuka yang merupakan kunci untuk 
memulai proses pengumpulan dan pendokumentasin ayat-ayat 
sesudahnya. Pendokumentasian al-Qur’an yang identik dengan istilah 
kodifikasi selanjutnya mulai dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw. 
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bersama dengan para sahabatnya. Periode awal dimulai dengan tradisi 
lisan dengan cara menghafalkan ayat-ayat yang diturunkan kepada 
Rasulullah saw. Periode berikutnya dirintis oleh Khalifah Umar bin Khattab 
yang selanjutnya terkodifikasi pada periode Khalifah Utsman bin Affan. 
Periode ini juga ditandai dengan kodifikasi hadis yang dirintis pada periode 
ke-Khalifahan Umar bi Abdul Aziz (dinasti Umayah) yang selanjutnya 
ditashihkan pada periode keKhalifahan Harun ar-Rasyid (dinasti 
Abbasiyah). Pada masa ke-Khalifahan Harun al-Rasyid didirikan sebuah 
lembaga dokumentasi yang bernama Khizanah al-Hikmah. Lembaga 
tersebut berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Khalifah 
selanjutnya, yakni al-Makmun  (815 M) mengubah namanya menjadi Bait 
al-Hikmah yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan yang bernama 
Sahl ibn Harun.  
Perkembangan dunia dokumentasi dan perpustakaan pada 
periode pertengahan di Indonesia ditandai dengan berdirinya berbagai 
kerajaan. Beberapa ahli menyebutkan bahwa sejarah perpustakaan di 
Indonesia dimulai pada zaman kerajaan Sriwijaya (695 M) yang berlanjut 
pada kerajaan-kerajaan berikutnya yang ditandai dengan lahirnya beberapa 
orang pujangga dengan berbagai macam kitab karangannya. Kemudian 
pada periode pertengahan ini pula terjadi perang Salib (1096-1798). Salah 
satu tragedi dalam dunia dokumentasi dan perpustakaan pada periode 
pertengahan adalah dengan dimusnahkannya seluruh buku-buku yang 
identik dengan dunia ke-Islaman. Perpustakaan milik Bani Ammar di 
Tripoli menjadi pusat dokumentasi pertama yang dimusnahkan dengan 
cara dibakar oleh Pasukan Salib. Kejadian yang sama terus dilakukan oleh 
pasukan Salib dan mencapai puncaknya ketika perpustakaan terbesar dan 
termegah, yakni Bait al-Hikmah di Baghdad yang dibangun dengan biaya 
yang sangat mahal oleh Dinasti Abbasiyah dihancurkan oleh serbuan 
bangsa Tartar Mongol. Seluruh bahan pustaka perpustakaan tersebut 
dibuang ke sungai Dajlah yang menyebabkan warna air sungai tersebut 
menjadi hitam akibat sisa abu pembakaran bahan-bahan pustaka dan tinta 
yang mencair. Setelah itu, pemusnahan terhadap buku dan dokumen ke-
Islaman terus dilakukan. Ketika kota Granada di Spanyol ditaklukkan oleh 
Pasukan Anthony-Isabella (1492) hampir sekitar satu juta buku ke-Islaman 
dikumpulkan lalu dibakar di tengah lapangan Granada. Pasukan Salib 
terakhir dibubarkan oleh Napoleon Bonaparte (1798) dan perkembangan 
kebudayaan, sains dan teknologi pun berpindah ke wilayah Eropa. 
Dengan tercetusnya revolusi industri di Eropa. Perkembangan dunia 
dokumentasi dan perpustakaan pada periode ini diawali ketika Johanes 
Gutenberg berhasil membuat sebuah mesin cetak yang berfungsi sebagai 
mesin pengganda tulisan. Gutenberg yang mendapatkan pinjaman uang 
dari Johann Fust pada tahun 1452 untuk melakukan proses penggandaan 
Kitab Injil selanjutnya diberhentikan dari proyek tersebut karena dituduh 
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menggandakan berbagai dokumen yang tidak seharusnya digandakan, 
seperti surat pengampunan, kalender dan beberapa dokumen lainnya. 
Kitab Injil yang sempat digandakan oleh Gutenberg masih tersimpan 
sampai saat ini. Kitab tersebut kini lebih familiar dengan sebutan Injil 
Gutenberg dan dianggap sebagai Kitab (buku) dalam bentuk cetakan tertua 
di Eropa. Setelah periode tersebut mulailah dilakukan pencetakan bahan 
pustaka secara massal yang diawali dengan munculnya berbagai macam 
tabloid dan surat kabar. 
Kedatangan bangsa Eropa sekitar abad ke-16 di Indonesia, 
menjadi cikal bakal berdirinya perpustakaan di Indonesia pada periode ini. 
Pada awalnya perpustakaan didirikan untuk tujuan program penyebaran 
agama Nasrani. Perpustakaan pertama yang didirikan oleh Vereenigde 
OostJurnal Indische Compaqnie (VOC) adalah perpustakaan Gereja di Batavia 
(sekarang Jakarta) pada tahun 1624. Lebih dari satu abad kemudian, 
sebuah lembaga bernama Bataviaasche Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen mendirikan sebuah perpustakaan di Batavia (1778). Pada 
tahun 1950 Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen berubah 
nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Kemudian pada tahun 
1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Pemerintah 
Republik Indonesia fungsinya dirubah menjadi Museum Pusat. 
Koleksinya dijadikan bagian dari Museum Pusat yang selanjutnya disebut 
dengan Perpustakaan Museum Pusat. Selanjutnya, Museum Pusat 
berubah menjadi Museum Nasional, sementara perpustakaannya disebut 
dengan Perpustakaan Museum Nasional. Pada tahun 1980 Perpustakaan 
Museum Nasional diintegrasikan menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan 
yang selanjutnya dirubah lagi menjadi pada tahun 1989 ketika Pusat 
Pembinaan Perpustakaan dilebur menjadi bagian dari Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia. Pada periode yang hampir bersamaan, 
berdiri beberapa perpustakaan Negara di beberapa ibukota Propinsi yang 
sekaligus berfungsi sebagai perpustakaan umum. Perpustakaan Negara 
pertama didirikan di Yogyakarta (1949), kemudian disusul Ambon (1952); 
Bandung (1953); Ujung Pandang (1954); Padang (1956); Palembang 
(1957); Jakarta (1958); Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, 
Pekanbaru dan Surabaya (1959). Setelah itu menyusul kemudian 
Perpustakaan Nagara di Banjarmasin (1960); Manado (1961); Kupang dan 
Samarinda (1964) dan sampai saat ini hampir seluruh ibukota Propinsi 
sudah memiliki perpustakaan umum yang sejenis. 
Pada awalnya, para tenaga pengelola perpustakaan hanya 
mendapatkan kursus yang ditandai dengan didirikannya Kursus Pendidikan 
Pegawai Perpustakaan (KPPP) yang selanjutnya berubah menjadi Kursus 
Pendidikan Ahli Perpustakaan (KPAP). Selanjutnya KPAP berubah lagi 
menjadi Sekolah Perpustakaan yang selanjutnya diintegrasikan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Indonesia (FKIP-UI) pada 
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tahun 1961. Ketika FKIP-UI terpisah dari UI (1963) dan menjadi Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta, seluruh jurusan ikut 
diintegrasikan ke IKIP kecuali Jurusan Ilmu Perpustakaan yang tetap 
berada di Universitas Indonesia yang diintegrasikan ke Fakultas Sastra. 
Selanjutnya pada tahun 1975 IKIP Bandung juga membuka Jurusan Ilmu 
Perpustakaan yang selanjutnya diikuti oleh beberapa perguruan tinggi lain 
di Indonesia. Hal tersebut selanjutnya melahirkan beberapa jurusan Ilmu 






1. Jelaskan periodesasi perkembangan perpustakaan ? 
2. Sebutkan dan jelaskan tentang keberadaan perpustakaan pertama 
di dunia ? 
3. Sebutkan dan jelaskan tentang keberadaan perpustakaan Islam 
pertama di dunia ? 
4. Jelaskan tentang perkembangan pendidikan perpustakaan di 
Indonesia ? 
5. Sebutkan tragedi dalam dunia dokumentasi dan perpustakaan 
yang terjadi pada periode awal, pertengahan dan modern ? 


















PERPUSTAKAAN DAN KEPUSTAKAWANAN  
 
ونهَّ رح هفحوا َّٱََّّوهءهاخه ََََّّّّۡعَته ي ِئًاَّعهَسه َّسه ره اَّوهءهاخه َٰلِحّٗ َّصه مهٗلّٗ وا َّعه لهطح نحوبِهِۡمَّخه حَّٱبِذح َََّّّّلل  تحوبه يه نَّ
ه
أ
َّ لهۡيهِۡمَّۚۡإِن  هَّٱعه ورَّٞر ِحيٌمََّّّلل  فح ١٠٢ََّّغه
َّ
Dan ada juga orang-orang yang lain Yang berada di sekeliling kami di 
Madinah yang mengakui dengan sungguh dosa-dosa mereka, mereka, 
menyesali perbuatannya dan bertaubat kepada Allah swt., tetapi karena 
iman mereka belum mantap maka mereka   mencampurbaurkan amal baik 
dengan amal lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah  yang Maha Mengetahui 
lagi Maha Pengampun menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (Tafsir al-Misbah, QS. at-Taubah : 102). 
Profesi Pustakawan merupakan sebuah profesi pelayan 
masyarakat yang sangat bernilai ibadah. Profesi membutuhkan sebuah 
tanggungjawab besar yang mengharuskan para pemilik profesi itu untuk 
mampu bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. Kode etik profesi dalam perkembangan bidang kerja 
merupakan sebuah ketetapan yang harus dilaksanakan dengan baik oleh 
para pelaku profesi itu sendiri. Kebiasaan melakukan amal baik dengan 
masih tetap melakukan amal lain yang buruk, seperti yang dicontuohkan 
ayyat di atas, merupakan konsep pelaksanaan kode etik profesi secara baik 
dan benar. Pustakawan tentu tidak diharapkan berlaku ganda, baik dan 
buruk, dalam melakukan segala aktifitasnya, baik yang berhubungan 
dengan pekerjaan maupun hal-hal lain di luar pekerjaannya. 
Perpustakaan secara sederhana didefenisikan oleh sebagian 
masyarakat sebagai sebuah tempat penyimpanan koleksi, khususnya yang 
berbentuk tercetak. Hal tersebut tentu memiliki dasar pemikiran, yakni 
perpustakaan merupakan sebuah istilah yang diserap dari bahasa asing 
dengan kata dasar “pustaka”. Pengertian sederhana tentang kata pustaka 
adalah seluruh dokumen yang tertulis atau tercetak tanpa ada batasan 
tentang seberapa banyak jumlah lembaran atau eksamplar dari dokumen 
itu sendiri. Perkembangan dunia dokumentasi selanjutnya melahirkan 
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berbagai dokumen non-tercetak, baik dalam bentuk elektronik maupun 
dalam bentuk digital. Peralihan media dokumen tersebut ikut mendorong 
lahirnya sebuah kebijakan tentang perpustakaan yang tidak lagi dipandang 
sebatas organisasi yang menyimpan bahan pustaka. Koleksi perpustakaan 
saat ini menjadi koleksi multi media sesuai dengan Undang-Undang No. 2 
Tahun 1999 tentang Pendidikan Nasional bahwa salah satu sarana untuk 
mencerdaskan bangsa adalah dengan dibentuknya suatu perpustakaan di 
tiap sekolah (TK sampai Perguruan Tinggi). 
Kemajuan ilmu pengetahuan juga ikut mendorong peningkatan 
persepsi masyarakat tentang perpustakaan. Kini, istilah terbatas tentang 
sebuah tempat penyimpanan dokumen atau koleksi mulai bergeser 
dengan berkembangnya persepsi masyarakat tersebut yang lebih 
mengarah ke pemikiran tentang sebuah organisasi yang bergerak dalam 
bidang manajemen informasi. Perpustakaan selanjutnya lebih dimaknai 
sebagai sebuah tempat yang memiliki sistem manajemen dan tata kelola 
informasi. Perpustakaan pun selanjutnya lebih dipersepsikan sebagai 
sebuah tempat yang menyimpan koleksi, baik tercetak maupun tidak 
tercetak, disimpan dan disusun berdasarkan sistem tertentu yang 
bertujuan agar dapat dengan mudah ditelusuri dalam sebuah sistem temu 
kembali informasi.  
Perpustakaan merupakan sebuah organisasi yang mengolah dan 
mengelola berbagai jenis koleksi. Pengolahan dan pengelolaan tersebut 
mencakup seluruh unsur yang berhubungan dengan sistem temu kembali 
informasi. Perpustakaan bukan lagi sebuah gedung atau object keepers, 
melainkan sudah menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan (Mallinger,  
2003). Perspektif sederhana yang lain tentang perpustakaan adalah suatu 
kelompok kerja dengan koleksi dokumen cetak dan yang tidak tercetak 
sebagai bahan yang dikelolanya. Menurut Surat Keputusan Menpan No. 
18 Tahun 1988, perpustakaan adalah suatu unit kerja yang sekurang-
kurangnya memiliki 1.000 judul koleksi bahan pustaka atau 2.500 
eksamplar dan dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang. 
Perpustakaan dalam konteks ilmu manajemen adalah sebuah 
organisasi yang bergerak dalam bidang layanan. Salah satu unsur penting 
dalam manajemen adalah sebuah produk yang akan dijual. Produk 
tersebut dapat berbentuk dan dapat juga tidak berbentuk. Produk 
berbentuk adalah produk yang dapat disentuh atau dilihat secara kasat 
mata, misalnya buku, pakaian, makanan dan sebagainya. Sementara, 
produk tidak berbentuk dalam ilmu manajemen adalah sebuah produk 
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yang tidak kasat mata dan lebih mengarah kepada penyediaan sebuah jasa 
atau layanan. Selain rumah sakit dan bank, perpustakaan juga merupakan 
salah satu organisasi penyedia produk yang tidak berbentuk (layanan) 
tersebut. Persoalan mendasar yang hingga kini belum terpecahkan oleh 
orang-orang yang bergerak dalam bidang perpustakaan adalah proses 
penjualan produk atau layanannya. Sampai saat ini, sebagian besar 
pustakawan terpaku kepada istilah perpustakaan sebagai organisasi 
penyedia layanan yang bersifat non-profit (tidak mencari keuntungan). 
Padahal, organisasi lain yang juga sejenis dalam urusan menyediakan 
layanan public (umum) justru telah melakukan profitisasi terhadap seluruh 
layanan yang diberikan oleh organisasinya. Rumah sakit sudah melakukan 
penjualan terhadap layanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan bagi 
para pasiennya, bank sudah melakukan hal yang sama (penjualan produk) 
terhadap layanan keamanan dan keuntungan bagi para nasabahnya. 
Sementara para stakeholder dalam dunia perpustakaan sampai saat ini justru 
masih kesulitan untuk memulai dan menentukan cara “menjual” produk 
atau layanan kepada para pemustakanya, walaupun informasi saat ini 
sangat dipercaya sebagai sesuatu yang memiliki nilai jual. 
Realita di atas menyebabkan perpustakaan menjadi organisasi 
yang duduk sama rendah namun berdiri tidak sama tinggi dengan 
organisasi penyedia layanan lainnya. Padahal dalam teori manajemen 
sederhana akan dapat ditemukan fakta bahwa sebuah organisasi hanya 
akan dapat hidup jika produknya memiliki nilai dan dapat dijual, sebab 
produk merupakan landasan utama dalam proses manajemen organisasi 
itu sendiri. Jika sebuah produk tidak memiliki nilai atau tidak dijual, maka 
produk tersebut akan dianggap sebagai sebuah produk gratis atau produk 
yang tidak ada harganya. Selanjutnya, jika sebuah produk tidak memiliki 
harga, maka produk tersebut dapat disebut sebagai sebuah produk 
murahan. Produk tersebut tentu dihasilkan oleh sebuah organisasi yang 
pasti juga masih sangat sederhana dalam menafsirkan arti produknya 
sendiri atau dihasilkan oleh sebuah organisasi yang belum menemukan 
formula yang tepat untuk melakukan profitisasi terhadap produknya. 
Penulis berpandangan bahwa perpustakaan merupakan sebuah organisasi 
yang tentu tidak menafsirkan produknya secara sederhana, namun 
merupakan sebuah organisasi yang sampai saat ini masih kesulitan untuk 
menemukan format profitisasi terhadap layanan informasi yang diberikan 
kepada para pemustakanya. 
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Istilah profitisasi memang merupakan sebuah istilah baru dalam 
dunia perpustakaan. Istilah yang secara sederhana dapat didefenisikan 
sebagai upaya untuk melakukan penjualan produk (layanan) pada 
hakikatnya dilakukan untuk mendukung fungsi-fungsi perpustakaan yang 
secara umum dijabarkan sebagai berikut : 
1. Fungsi Penyimpanan 
Fungsi ini dibuat untuk mendukung Undang-Undang No.4 tahun 
1990 tentang Wajib Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang 
selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1991. 
Fungsi penyimpanan diharapkan mampu untuk mengakomodir 
sistem penyimpanan seluruh terbitan, baik kelompok maupun 
perorangan, yang ada di Indonesia secara baik dan benar. 
2. Fungsi Pendidikan 
Perpustakaan sangat identik dengan kata pustaka yang berarti bahan 
tercetak. Bahan tercetak sangat identik pula dengan konotasi buku. 
Lalu buku selalu identik dengan sebuah proses belajar yang dilakukan 
oleh para pembacanya. Perpustakaan sebagai sarana pendidikan non-
struktural, merupakan sebuah tempat belajar yang tidak dibatasi 
kepada hal-hal yang bersifat struktural, seperti batas usia, kemampuan 
finansial maupun hal yang lainnya. Keberadannya sebagai alur lalu-
lintas informasi menyebabkan perpustakaan dipandang sebagai 
organisasi yang memiliki fungsi pendidikan.  
3. Fungsi Penelitian 
Selain fungsi pendidikan, perpustakaan juga dituntut untuk mampu 
menyediakan berbagai sumber penelitian bagi para pemustakanya. Hal 
ini disebabkan oleh begitu sentralnya posisi perpustakaan dalam 
proses sistem temu kembali informasi yang menjadi sebuah 
kebutuhan pokok bagi setiap peneliti. 
4. Fungsi Informasi 
Perpustakaan bertugas untuk menghimpun berbagai sumber 
informasi, mengolah, mengelola, melestarikan serta menyebarluaskan 
informasi bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan 
tingginya harapan masyarakat dalam menempatkan perpustakaan di 
posisi pertama dalam urusan alur kerja informasi. 
5. Fungsi Rekreasi 
Perpustakaan juga berfungsi sebagai sarana rekreasi. Fungsi rekreasi 
dapat dilakukan oleh perpustakaan dengan cara menyediakan 
sejumlah koleksi dan layanan yang bersifat rekreatif. Fungsi ini lebih 
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banyak dijumpai di berbagai perpustakaan umum maupun 
perpustakaan sekolah tingkat dasar (anak-anak). Pengadaan taman 
baca yang berkoordinasii dengan berbagai perpustakaan setempat 
menjadi salah satu upaya untuk memberikan layanan dan koleksi yang 
juga berfungsi sebagai media rekreasi bagi seluruh masyarakat. 
6. Fungsi Kultural 
Perpustakaan seharusnya didirikan atas dasar pertimbangan dan 
kesepakatan masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar 
perpustakaan itu sendiri. Pertimbangan dan kesepakatan dari 
masyarakat tersebut diharapkan melahirkan sebuah perpustakaan yang 
akan sangat identik dengan kultur lokal di tempat perpustakaan 
tersebut berada. Identifikasi kultur lokal dengan sendirinya akan 
menghasilkan rasa memiliki yang tinggi bagi masyarakat sekitar dan 
memandang perpustakaan sebagai bagian dari kultur mereka sendiri. 
7. Fungsi Spiritual 
Perpustakaan juga dapat memiliki fungsi spiritual. Hal tersebut 
dimungkinkan dengan cara menciptakan suasana layanan dan koleksi-
koleksi religius yang selanjutnya diharapkan mampu mengakomodir 
kebutuhan sebagian pemustaka yang lebih fokus kepada hal-hal yang 
bersifat spiritual.   
 
Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang dalam pengertian 
sederhana dapat dimaknai sebagai dokumen tercetak yang berisi tulisan 
lalu dijilid menjadi satu kitab atau mushaf. Sebagian orang menyebutkan 
bahwa sebuah dokumen tercetak dapat disebut sebagai bahan pustaka jika 
minimal memiliki 48 jumlah. Kata pustaka sendiri berasal dari bahasa 
Sansekerta yang merupakan terjemahan dari kata kitab (Arab) dan bible 
(Yunani). Kata pustaka  inilah yang selanjutnya juga melahirkan berbagai 
istilah yang sering digunakan dalam ruang lingkup perpustakaan, seperti 
kepustakaan, pustakawan dan kepustakawanan. 
Kepustakaan adalah seluruh bahan tercetak maupun tidak tercetak 
yang digunakan untuk menyusun sebuah karya tulis, seperti makalah, 
jurnal, skripsi, tesis, desertasi dan lain sebagainya. Pustakawan adalah 
profesi dalam bidang perpustakaan yang di Indonesia dipersyaratkan 
memiliki ijazah minimal Diploma 2 dalam bidang perpustakaan. 
Sementara kepustakawanan adalah segala hal yang berhubungan dengan 
pengembangan perpustakaan yang dilakukan oleh profesi pustakawan itu 
sendiri. 
Kepustakawanan adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan 
profesi Pustakawan itu sendiri. Profesionalisme pustakawan sampai hari 
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ini masih menjadi sebuah perdebatan, baik dari luar maupun dari dalam 
ruang lingkup perpustakaan sendiri. Istilah profesionalisme pustakawan 
sangat ditentukan oleh spesialisasi bidang kerja atau keahlian yang dimiliki 
oleh para pustakawan. Sudarsono (1991) mengatakan adanya kritik yang 
menilai bahwa program pengembangan kemampuan sumber daya 
manusia perpustakaan masih sangat terkonsentrasi pada pengembangan 
kelompok praktis, merupakan salah satu persoalan yang masih belum 
tuntas sampai hari ini. Beberapa orang menyebut bahwa pustakawan 
adalah tenaga teknisi dengan standar minimal lulusan Diploma 2. 
Sementara beberapa pakar yang lain menyebutkan bahwa pustakawan 
adalah tenaga ahli dalam bidang analisis data dan informasi dengan 
standar minimal lulusan Sarjana. Kedua pendapat tersebut selanjutnya 
menghasilkan pendapat gabungan yang menebutkan bahwa pustakawan 
adalah tenaga ahli yang juga berfungsi sebagai tenaga teknisi. 
Penggabungan 2 spesialisasi kinerja antara keahlian dan teknisi itulah yang 
membuat pustakawan sampai hari masih dianggap sebagai pekerjaan non-
professional atau belum layak disebut sebagai sebuah profesi. 
Jenis pekerjaan di ruang lingkup perpustakaan memang terdiri 
dari pekerjaan keahlian dan teknisi, namun hal tersebut bukanlah sesuatu 
yang mengharuskan untuk memberi predikat kepada seluruh pekerja yang 
beraktifitas di perpustakaan sebagai pustakawan. Organisasi rumah sakit 
dapat dijadikan sebagai contoh dalam hal tersebut. Seluruh Dokter adalah 
tenaga ahli yang dibantu oleh para tenaga teknisi, seperti Perawat dan 
Bidan. Para Dokter, Perawat dan Bidan merupakan profesi yang spesialis 
dalam bidangnya masing-masing. Mereka juga secara bersama bekerja di 
rumah sakit. Namun perbedaannya adalah pada sisi spesialisasinya. 
Dokter spesialis dalam hal keahlian (teoritis), sementara Perawat dan 
Bidan spesialis dalam bidang teknis (praktik). 
Pustakawan ke depan harus memilih dan menentukan spesialisasi 
kinerjanya, apakah berada di ruang keahlian atau lebih memilih untuk 
menjadi tenaga teknis. Jika pustakawan cenderung memilih untuk berada 
pada jalur teknis, maka para penentu kebijakan utama di perpustakaan 
seharusnya bukanlah berasal dari profesi pustakawan sebab yang dapat 
menentukan kebijakan utama adalah para tenaga ahli. Sebaliknya, jika para 
pustakawan selanjutnya lebih memilih untuk menjadi tenaga ahli, maka 
seluruh kegiatan teknis di perpustakaan tidak boleh lagi dikerjakan secara 
langsung oleh para pustakawan. Kegiatan teknis tersebut harus dikerjakan 
oleh profesi-profesi teknis yang juga berkaitan erat dengan manajemen 
dan organisasi perpustakaan, seperti katalogis, klasifier, Bibliografer, dan lain 
sebagainya. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah “bukankah 
bidang-bidang tersebut sudah menjadi bidang dasar ilmu perpustakaan ?”. 
Jawabannya adalah “betul”, namun pustakawan yang memilih untuk 
berada pada bidang keahlian (teoritis) seharusnya tidak boleh melakukan 
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kegiatan teknis tersebut, seperti Dokter yang ahli (teoritis) dalam hal teori 
menyuntik namun tetap tidak boleh untuk melakukan tindakan 
menyuntik sebab hal tersebut adalah tugas utama para Perawat yang 
berada pada jalur teknis.  
Dunia kepustakawanan di Indonesia memang masih terbilang 
baru dibandingkan dengan bebrapa Negara yang sudah lebih mapan 
dalam dunia perpustakaan. Cukup jauh membandingkan rentang waktu 
sejarah antara berdirinya perpustakaan pertama di Mesir (kuno) dengan 
berdirinya perpustakaan pertama di Indonesia. Begitupun dengan hal-hal 
lain yang berhubungan dengan dunia kepustakawanan, berbagai faktor 
sangat banyak memberi warna terhadap maju mundurnya profesi 
pustakawan itu sendiri. Pergantian rezim pemerintahan yang terjadi di 
Negara ini ternyata belum serta merta berimplikasi signifikan terhadap 
akselerasi kemajuan dalam dunia perpustakaan. Hal ini semakin 
diperparah dengan masih lemahnya filosofi yang dimiliki oleh para 
pustakawan tentang diri dan profesi mereka sendiri. Kajian tentang 
spesialisasi bidang kerja antara keahlian atau teknisi seharusnya menjadi 
pijakan baru untuk merekonstruksi profesi pustakawan agar dapat lebih 
berkembang di masa-masa yang akan datang.  
Krzys (1983) pernah mengusulkan untuk melakukan kajian 
terhadap 11 persoalan dalam dunia kepustakawanan, yakni: 
1. Kontrol Bibliografi 
2. Undang-Undang Perpustakaan 
3. Dukungan Dana 
4. Profesi Pustakawan 
5. Pustakawan Praktisi 
6. Asosiasi Pustakawan 
7. Lembaga Pendidikan Perpustakaan 
8. Literatur Ilmu Perpustakaan 
9. Lembaga Jasa Peminjaman Gratis 
10. Pelayanan Jasa Perpustakaan, dan 
11. Perencanaan Untuk Masa Depan 
 
Dari kesebelas persoalan yang menurut Krzys harus dikaji oleh 
para peneliti dalam dunia perpustakaan, salah satunya adalah tentang 
“pustakawan praktis”. Keberadaan pustakawan praktis (teknisi) oleh 
seorang Krzys ternyata dipandang sebagai sebuah persoalan tersendiri 
yang akan berimplikasi minor terhadap profesionalisme pustakawan itu 
sendiri. Persoalan yang muncul dari adanya dualism profesi, yakni 
keahlian dan teknisi adalah saling tumpang tindihnya antara tugas pokok 
dan fungsi kedua bidang kerja tersebut yang memang sangat berbeda 
antara satu dengan yang lain. Perbedaan antara tugas pokok dan fungsi 
itulah yang mendasari Krzys untuk merasa perlu dilakukan penelitian 
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tentang posisi pustakawan, apakah sebagai tenaga ahli (teoritis) atau 
menjadi tenaga praktis (teknisi). 
Selain hal tersebut di atas, persoalan yang juga berkontribusi 
terhadap persoalan profesionalisme pustakawan menurut Krzys adalah 
lembaga pendidikan perpustakaan itu sendiri. Untuk kasus di Indonesia, 
sejak awal berdirinya sampai saat ini, jurusan ilmu perpustakaan sedikitnya 
sudah menempati belasan Fakultas yang berbeda-beda. Beberapa pihak 
menganggap bahwa posisinya yang multidisipliner menyebabkan hal 
tersebut menjadi sesuatu yang sah-sah saja. Namun dalam konteks 
profesionalisme, khususnya yang berhubungan dengan identitas keahlian, 
hal tersebut sebetulnya menjadi pangkal persoalan dari munculnya 
pustakawan tenaga ahli yang sekaligus menjadi tenaga teknis di 
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Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah menghadapi musuh yang telah 
kamu ketahui, maupun yang belum atau tidak kamu ketahui. Jika itu telah 
kamu laksanakan dan tiba saatnya menyerang, maka majulah dengan 
penuh kesungguhan dan tanpa ditunda-tunda ke medan juang dalam 
keadaan, berkelompok-kelompok, satu kelompok demi satu kelompok, jika 
cara ini yang tepat untuk menghadapi mereka, atau majulah bersama-sama, 
jika cara ini yang kamu nilai lebih baik (Tafsir al-Misbah, QS. An-Nisaa : 
71) 
Sebuah organisasi merupakan kelompok dari satuan individu yang 
bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok yang berkerja 
dengan metode, model, strategi dan pendekatan yang terakumulasi 
menjadi sebuah sistem yang terorganisir akan berujung kepada 
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Ayat di atas 
memberikan contoh untuk menentukan strategi yang baik dalam 
menjalankan kinerja kelompok atau organisasi. 
Setiap profesi mutlak memiliki sebuah organisasi profesi yang 
bertugas untuk mengatur standar kerja organisasi profesi itu sendiri. 
Organisasi profesi juga berfungsi sebagai adalah alat standar untuk 
mengukur peningkatan kemampuan kinerja, wawasan serta 
perkembangan karir profesi dalam sebuah organisasi. Selain itu, organisasi 
profesi juga dituntut menjadi lembaga penjamin kualitas kinerja, 
kesejahteraan dan profesionalisme seluruh anggotanya. Aturan tentang 
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hak, kewajiban serta sanksi setiap anggota organisasi atau lebih sering 
diistilahkan dengan kode etik profesi menjadi tanggungjawab penuh 
sebuah organisasi profesi. 
Organisasi profesi pustakawan yang pertama lahir di Amerika 
pada tahun 1876 dan diberi nama American Library Association (ALA). 
Kongres pertama yang sekaligus sebagai awal pembentukannya (6 
Oktober 1876) turut dihadiri oleh Kossuth Melville Dewey yang 
selanjutnya dikenal sebagai penemu sistem klasifikasi persepuluhan atau 
yang lebih familiar dengan istilah DDC (Dewey Decimal Classification). 
Berdirinya ALA mendorong lahirnya organisasi-organisasi profesi yang 
lain di beberapa Negara bagian di Amerika, misalnya South East Regional 
Library Association, Music Library Association, Special Library Association, 
Association of College and Research Libraries dan lain sebagainya. Beberapa 
program kerja organisasi profesi tersebut yang sudah terealisasi antara lain 
adalah : 
1. Penetapan standar kinerja 
2. Peningkatan tunjangan Pustakawan 
3. Penetapan standar pendidikan Pustakawan 
4. Peningkatan sumbangan donator dan industry terhadap 
pengembangan perpustakaan 
5. Pemberian bantuan kepada Negara asing untuk pembangunan sarana 
dan pra sarana perpustakaan 
 
Organisasi profesi sejenis yang lahir di Inggris pada tahun 1877 
diberi nama Library Association (LA), merupakan salah satu organisasi 
profesi pustakawan yang secara intensif melaksanakan pelatihan dan 
promosi di Negara tersebut. LA secara periodical menerbitkan sebuah 
direktori pustakawan yang diberi judul Chartered Librarians. Seluruh 
organisasi di Inggris, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang 
ingin merekrut tenaga pustakawan terlebih dahulu melakukan 
penelusuran ke direktori Charted Librarians tersebut untuk mengetahui 
apakah calon tenaga pustakawan yang akan direkrut sudah termasuk 
dalam daftar direktori tersebut atau tidak. 
Perkembangan dunia perpustakan dan kepustakawanan 
selanjutnya merambah ke wilayah Indonesia, yang dimulai dari Batavia 
(sekarang Jakarta) oleh seorang pelopor bernama DR. H.J. van Lammel 
yang mendirikan Vereniging tot Bevondering van het Bibliothekwenzen (1916), 
sebuah organisasi yang bertujuan untuk memajukan dunia perpustakaan. 
Pendudukan tentara Jepang pada tahun 1930-an menyebabkan organisasi 
tersebut selanjutnya juga dibubarkan. Kemudian pada tahun 1949 di 
Jakarta berdiri sebuah organisasi pustakawan yang bernama Vereniging van 
Bibliotheca Resen van Indonesie (berakhir pada tahun 1950). Kemudian pada 
tahun 1953 berdiri 2 buah organisasi profesi, yakni Asosiasi Perpustakaan 
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Indonesia (API) di Jakarta dan Organisasi Perkumpulan Ahli 
Perpustakaan di Yogyakarta dan Bogor. 
Pada tahun 1954 Departemen Pendidikan, Pengajaran dan 
Kebudayaan memfasilitasi diadakannya Konferensi Perpustakaan Seluruh 
Indonesia. Konferensi itu melahirkan sebuah organisasi profesi baru 
dengan nama Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia 
(PAPSI). Konferensi juga menghasilkan beberapa keputusan, yakni : 
1. Mendorong berdirinya Perkumpulan Ahli Perpustakaan seluruh 
Indonesia 
2. Perlu adanya pendidikan ahli perpustakaan 
3. Perlu adanya Dewan Perpustakaan Nasional 
4. Mendirikan Perpustakaan Umum 
5. Perlu adanya kerjasama antar perpustakaan di Indonesia (Purwono, 
h:4.23, 2012). 
 
Selanjutnya API pun bergabung dengan PAPSI. Pada Kongres 
berikutnya (1956) diputuskan untuk mengganti nama organisasi profesi 
menjadi Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 
(PAPADI) yang pada perkembangan selanjutnya dirubah lagi menjadi 
Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (APADI) pada tahun 
1962.  
Selain organisasi profesi APADI, pada tahun 1969 para 
pustakawan khusus di di Indonesia pada waktu itu juga mendirikan 
sebuah organisasi professi yang diberi nama Himpunan Pustakawan 
Chusus Indonesia (HPCI). Sementara pada waktu yang hamper 
bersamaan di Yogyakarta berdiri organisasi profesi yang bernama 
Himpunan Pustakawan Daerah Istimewa Yogyakarta (HPDIY). 
Selanjutnya, APADI, HPCI dan HPDIY melakukan pertemuan pada 
tanggal 23 Januari 1973 di Bandung. Pertemuan tersebut selanjutnya 
menghasilkan poin penting, yakni diselenggarakannya Kongres 
Pustakawan Seluruh Indonesia pada tanggal 5-7 Juli 1973 yang bertempat 
di Ciawi-Bogor. Kongres tersebut selanjutnya menghasilkan sebuah 
keputusan untuk melebur semua organisasi profesi dalam bidang 
perpustakaan menjadi satu lembaga induk dengan nama Ikatan 
Pustakawan Indonesia (IPI). Organisasi profesi IPI inilah yang sampai 









yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan 
(susunan tubuh)mu seimbang (Tafsir al-Misbah, QS. al-Infithaar : 7) 
 
Struktur organisasi merupakan “tulang” dari tubuh organisasi itu 
sendiri. Sifatnya yang menyerupai tulang menyebabkan struktur organisasi 
menjadi pilar utama dalam menyangga berdiri dan bergeraknya sebuah 
organisasi. Selain berfungsi sebagai tulang, struktur organisasi juga 
menjadi wajah dari sebuah sistem manajerial sebuah organisasi. 
Gambaran dasar tentang alur kerja, job description dan fungsi sebuah 
organisasi dapat secara kasat mata terdeteksi melalui wajah struktur 
organisasi. Sebuah organisasi yang baik tentu tidak akan memperlihatkan 
wajah organisasinya dengan cara seadanya, sebab hal tersebut akan sangat 
mempengaruhi tingkat persepsi dan apresiasi orang luar, khususnya 
konsumen, dalam mengukur kapabilitas organisasi tersebut. Nilai persepsi 
awal merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan mutu kinerja 
sebuah organisasi, maka struktur organisasi yang menjadi tolok ukur awal 
mutlak dibuat dan didesain secara baik dan benar. 
Struktur organisasi merupakan sebuah gambaran umum tentang 
sistem manajerial sebuah organisasi. Struktur organisasi sebaiknya 
terpajang secara jelas, agar seluruh pihak dapat secara jelas 
mengidentifikasi alur kerja dan job description (pembagian kerja) dalam 
sebuah organisasi. Struktur organisasi sebetulnya merupakan sebuah 
miniatur dari sebuah organisasi, maka ketika miniatur organisasi tersebut 
tidak dikemas dalam sebuah display (pajangan) yang jelas dan menarik, 
maka dapat saja hal tersebut menyebabkan perbedaan persepsi antara 
pihak pengelola dengan pihak luar, seperti pemustaka, nasabah, klien, 
debitur dan sebagainya. 
Beberapa organisasi di Indonesia terkadang masih memandang 
struktur organisasi sebagai hal yang kurang penting dalam sebuah sistem 
manajemen sebuah organisasi. Padahal, struktur organisasi seharusnya 
menjadi wajah asli dari sebuah organisasi. Tentu, akan muncul persoalan 
jika struktur organisasi yang terpajang justru bukan merupakan wajah asli 
dari sebuah organisasi. Struktur organisasi sangat membantu dalam proses 
audit terhadap sebuah organisasi. Bahkan melalui sebuah struktur 
organisasi yang dikemas secara profesional dengan menggunakan standar-
standar yang ada, para auditor seharusnya tidak perlu terlalu jauh untuk 
menginterogasi secara mendalam terhadap kinerja sebuah organisasi, 
sebab struktur organisasi dengan label standard an memiliki nilai otentik 
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tersebut, sebetulnya sudah merupakan gambaran dasar tentang input, 
proses dan out-put dari proses audit itu sendiri. 
 
Seluruh organisasi tentu memiliki model struktur organisasi yang 
beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 
adalah : 
1. Bentuk organisasi 
2. Visi dan Misi 
3. Tugas Pokok 
4. Fungsi 
5. Job Description 
6. Anggaran 
7. Standar Prosedur Operasi 
8. Jenis Produksi 





Beberapa faktor di atas menjadi dasar setiap organisasi dalam 
menyusun dan mendesain struktur organisasinya masing-masing. 
Walaupun setiap organisasi memiliki struktur organisasi yang berbeda-
beda, namun pada prinsipnya struktur organisasi hanya terdiri dari 3 
model saja, yakni : 
1. Model Horisontal 
Struktur organisasi model horisontal lebih umum digunakan oleh 
organisasi dengan tingkat kemampuan dan job description yang merata. 
Keseimbangan antar lini merupakan sebuah pilihan untuk 
memudahkan dalam urusan pembagian kerja, jenjang karir dan 
tunjangan (gaji) yang didapatkan oleh para staf. Hubungan antar lini 
terjadi dengan cara yang seragam. Jika salah satu lini atau biro tejadi 
masalah, maka lini atau biro yang lain akan secara langsung juga 
merasakan dampak dari permasalahan tersebut. Struktur organisasi 
model horisontal mengharuskan setiap lini bekerja sebagai sebuah 
sistem yang seragam. Jika muncul masalah di salah satu lini, maka 
seluruh lini yang lain akan bekerjasama untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. Seluruh organisasi yang berbentuk MLM (multi level 
marketing) menggunakan struktur organisasi model horisontal. Hal 
tersebut ditopang oleh sistem poin dan upah yang sangat dipengaruhi 
oleh struktur organisasi itu sendiri. Beberapa organisasi yang 
melakukan pembagian kerja secara seimbang, baik dari segi kuantitas 
pekerja maupun kualitas kerjanya, lebih cenderung menggunakan 
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struktur organisasi model horisontal. Hal tersebut dilakukan oleh 
sebuah organisasi yang menempatkan struktur organisasinya sebagai 
salah satu item audit terhadap kinerja organisasi itu sendiri.  
 
Gambar 3 
Struktur Organisasi Model Horisontal 
 
 
Kelebihan organisasi yang menggunakan struktur organisasi 
model horisontal adalah tingginya kualitas kinerja yang 
seimbang, sebab seluruh item striktur, mulai dari pimpinan 
sebagai struktur tertinggi sampai ke staf di struktur terbawah 
harus tetap bekerja dengan target yang telah dicanangkan 
secara kolektif. Sementara kelemahan struktur organisasi 
model ini adalah besarnya ketergantungan kerja terhadap 
posisi-posisi yang lain, sebab model kerja dalam struktur 
organisasi model lini adalah kolektifitas. Sehingga jika salah 
satu pos mengalami masalah dalam kinerjanya, hal tersebut 





2. Model Vertikal 
Struktur organisasi jenis ini lebih familiar digunakan di 
beberapa organisasi eksklusif, khususnya yang bersifat 
strategis dan rahasia, misalnya organisasi kepolisian dan 
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militer. Sesuai dengan namanya, struktur organisasi model 
vertikal lebih menitikberatkan alur kerja ke sebuah sistem 
komando yang vertikal, bukan sistem koordinasi yang 
seimbang. Hal tersebut menyebabkan struktur model vertikal 
cenderung berbentuk perintah yang tegak lurus dimana segala 
bentuk komando akan secara lebih mudah dipahami jika tidak 
terbagi ke pos-pos dengan jumlah yang banyak. Kalaupun 
kemudian ada beberapa pos yang keluar dari jalur vertikal, 




Struktur Organisasi Model Vertikal 
 
Kelebihan struktur organisasi model vertikal adalah dalam hal 
kemudahan untuk melakukan kontrol terhadap staf yang 
berada pada struktur yang di bawah. Selain itu, struktur 
organisasi model ini juga memudahkan kinerja dan alur kerja 
untuk urusan yang bersifat rahasia. Sementara kelemahan 
struktur organisasi model vertikal adalah ketergantungan 
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sebuah pos jenjang bawah terhadap komando dari pos jenjang 
atas tanpa ruang koordinasi yang luas yang sebaiknya 
dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pos dalam 
sebuah struktur organisasi. 
 
3. Model Kompilasi 
Struktur model kompilasi merupakan struktur gabungan 
antara model lini dan model komando. Struktur model 
kompilasi digunakan di hampir seluruh organisasi penyedia 
layanan, seperti perpustakaan, rumah sakit, bank, asuransi dan 
sebagainya. Struktur model ini digunakan di beberapa 
organisasi tersebut dengan pertimbangan untuk 
mengakomodir dengan menggabungkan antara sebuah sistem 
komando dari pimpinan dengan kinerja koordinasi antara staf. 
 
Gambar 5 
Struktur Organisasi Model Kompilasi 
 
Kelebihan struktur model kompilasi adalah pemisahan pos-pos 
kinerja staf yang sifatnya rutinitas, misalnya untuk alur kerja 
pelayanan, dengan jalur komando langsung yang diberikan oleh 
pimpinan, khususnya dalam urusan yang bersifat internal sebuah 
organisasi. Hal tersebut menyebabkan urusan internal dan urusan 
eksternal, seperti layanan public sebuah organisasi dapat dikelola 
secara terpisah walaupun terdapat dalam sebuah struktur yang 
sama. Sementara kelemahan struktur model kompilasi adalah 
besarnya peran seorang manajer (pimpinan) dalam setiap proses 
pengambilan sebuah keputusan. Jika manajer tersebut dapat 
memaksimalkan fungsi-fungsi manajerial dengan baik maka 
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organisasi dengan struktur model kompilasi juga akan 
menghasilkan sebuah kinerja manajemen yang baik pula. 
Sebaliknya, jika seorang manajer dalam sebuah organisasi yang 
mengaplikasikan struktur organisasi model kompilasi ternyata 
lemah dalam hal leadership (kepemimpinan) maka hal tersebut juga 
akan secara langsung berimplikasi terhadap lemahnya kinerja 
manajemen di organisasi tersebut.   
 
Sebagian besar perpustakaan yang merupakan salah satu 
organisasi penyedia informasi cenderung memilih model struktur 
organisasi kompilasi dalam menjalankan kinerja manajemen perpustakaan. 
Hal tersebut menyebabkan seorang pustakawan yang ditunjuk untuk 
menjadi Kepala Perpustakaan sebaiknya merupakan pustakawan ahli yang 
merupakan alumni dari jenjang pendidikan perpustakaan setingkat 
sarjana, tidak sebatas sebagai pustakawan teknisi.  
Kewajiban setiap organisasi untuk memiliki struktur organisasi 
menyebabkan perpustakaan juga membuat struktur organisasi dengan 
variasi beragam yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing 
perpustakaan. Salah satu contoh struktur perpustakaan adalah 
berdasarkan Keputusan Presiden No.11 tahun 1989 tentang Struktur 
Organisasi Perpustakaan Nasional yang terdiri dari : 
1. Kepala 
2. Sekretariat 
3. Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan 
4. Direktorat Bina Sistem Perpustakaan dan Pengendalian 
5. Pusat Jasa Perpustakaan 
6. Pusat Deposit dan Konservasi 
7. Perpustakaan Daerah 
 
Selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2001 tentang 
Struktur Organisasi sebagai berikut : 
1. Kepala 
2. Sekretariat Utama 
3. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi 





















TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERPUSTAKAAN 
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Apakah kalian Bani Israil, atau pemuka-pemuka agama Yahudi menyuruh orang lain 
yakni kaun musyrikin atau kelompok lain dari orang-orang Yahudi yang seagama 
dengan kamu, atau orang lain siapapun dia melakukan aneka kebajikan, dan kamu 
melupakan diri kamu sendiri, yakni melupakan menyuruh diri kalian melakukan 
kebajikan itu, atau kalian sendiri tidak mengerjakan kebaikan itu? Tindakan demikian 
jelas merupakan perbuatan yang buruk. Kalian melakukan keburukan itu, padahal 
kamu membaca Al kitab yakni Taurat yang mengandung kecaman terhadap mereka 
yang hanya pandai menyuruh tanpa mengamalkan. Tidaklah kamu berakal, yakni 
tidakkah kalian memiliki kendali yang menghalangi diri kalian terjerumus dalam 
dosa dan kesulitan? (Tafsir al-Misbah, QS. al-Baqarah : 44) 
Walaupun ayat di atas mengandung konteks kecaman terhadap 
para penceramah atau pendakwah (agama) yang melakukan hal-hal yang 
bertentangan dengan isi dakwahnya, namun sebetulnya ayat ini berlaku 
secara general kepada seluruh manusia yang melakukan tindakan yang 
sama. Seseorang yang dalam profesi kerjanya memiliki tugas pokok dan 
fungsi juga termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dikecam oleh 
ayat di atas. Tugas pokok merupakan sebuah kewajiban yang bersumber 
dari kesepakatan dan janji dalam bentuk kontrak maupun surat tugas yang 
harus dilaksanakan.  
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Setiap organisasi memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-
beda. Perpustakaan Nasional misalnya memiliki tugas pokok dan fungsi 
yang didasarkan kepada Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional 
Nomor 3 Tahun 2001 pasal 59 dan 60 tentang Susunan Organisasi Dan 
Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bidang Layanan 
Koleksi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan layanan koleksi 
umum. Pada proses pelaksanaan tugas pokok tersebut, Bidang Layanan 
Koleksi Perpustakaan Nasional berfungsi untuk: 
1. Melaksanakan jasa perpustakaan dan informasi 
2. Menyediakan berbagai jenis layanan informasi 
3. Menyediakan berbagai sarana penelusuran bahan pustaka 
4. Menyediakan konsultasi teknis perpustakaan 
5. Menyediakan bahan pustaka 
6. Menyebarkan informasi ilmiah terbaru 
7. Melaksanakan promosi perpustakaan 
8. Menyelenggarakan rujukan. 
 
Tugas pokok dan fungsi perpustakaan Nasional di atas 
selanjutnya menjadi acuan beberapa perpustakaan lanjutan, seperti 
perpustakaan propinsi, kota/kabupaten serta beberapa perpustakaan 
sekolah dan perguruan tinggi untuk membuat tugas pokok dan fungsi 
yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi perpustakaan 
Nasional itu sendiri. Perpustakaan tingkat lanjutan tersebut selanjutnya 
juga melakukan improvisasi atau merujuk kepada visi, misi dan tujuan 
lembaga induknya, misalnya perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki 
tugas pokok dan fungsi yang harus bersinergi dengan tri dharma perguruan 
tinggi itu sendiri. Walaupun memiliki visi, misi dan tujuan yang berbeda, 
secara garis besar perpustakaan memiliki tugas sebagai organisasi 
penyedia layanan temu kembali informasi. Sementara fungsi perpustakaan 
secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:  
a. Fungsi Pendidikan 
Perpustakaan sangat berperan terhadap keberhasilan pendidikan 
secara umum, bahkan beberapa orang berpendapat bahwa 
perpustakaan adalah jantung sebuah lembaga pendidikan. Keberadaan 
perpustakaan memang menjadi sebuah keharusan di seluruh lembaga 
pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. 
Keberadaannya tidak sebatas penyedia sumber literatur bagi siswa, 
guru, dosen, mahasiswa serta staf di lembaga pendidikan, namun 
fungsi pendidikan juga dapat terelisasi melalui upaya ekspansi pihak 
pengelola perpustakaan itu sendiri kepada dunia di luar lembaga 
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pendidikan itu sendiri. Misalnya dengan melaksanakan pameran buku, 
seminar perpustakaan, pendidikan pemustaka secara umum 
b. Fungsi Informatif 
Data yang saling terintegrasi akan membentuk sebuah informasi. Jika 
data tidak terintegrasi atau hanya berdiri sendiri (data tunggal) maka 
data tersebut belum layak untuk disebut sebagai sebuah informasi. 
Perpustakaan yang menyimpan koleksi dalam bentuk data-data yang 
beragam bertugas menjembatani integrasi antar data tersebut agar 
dapat sampai kepada pemustaka sebagai sebuah informasi. 
c. Fungsi Sejarah 
Jika museum sangat identik dengan benda-benda sejarah, maka 
perpustakaan sangat identik dengan data-data sejarah yang tersimpan 
dalam bentuk koleksi yang beragam. Data-data sejarah yang tersimpan 
di hampir seluruh koleksi perpustakaan menyebabkan perpustakaan 
memiliki fungsi sejarah yang sangat vital. Ada ungkapan “jika sebuah 
bangsa hilang sejarahnya akan tetap ada, namun jika sejarah yang 
hilang maka sebuah bangsa pun akan ikut menghilang”. Ungkapan 
tersebut sudah cukup memberi gambaran betapa pentingnya 
keberadaan perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber sejarah. 
d. Fungsi Sosial 
Perpustakaan harus mampu membangun interaksi dengan masyarakat 
sekitarnya. Fungsi sosial menjadi sebuah keharusan dalam hal ini. 
Perpustakaan yang tidak dapat menyatukan keberadaannya dengan 
masyarakat sekitarnya akan ditinggalkan oleh para pemustakanya. 
Kondisi sosial masyarakat yang heterogen harus mampu tereliminasi 
melalui keberadaan sebuah perpustakaan, atau dengan kata lain, 
perpustakaan harus menjadi barometer kondisi sosial masyarakat 
sekitarnya yang berpotensi menjadi pemustaka aktif.   
e. Fungsi Budaya 
Kebudayaan atau tradisi sebuah masyarakat dapat diukur dari tinggi 
rendahnya minat baca masyarakat tersebut. Sejumlah penelitian sudah 
membuktikan tingginya korelasi antara minat baca dan peningkatan 
mutu sebuah kebudayaan. Fungsi budaya perpustakaan salah satunya 
sangat ditentukan kepada berhasil tidaknya sebuah perpustakaan 
untuk menciptakan budaya baca bagi masyarakat sekitarnya. 
Perpustakaan ideal adalah perpustakaan yang memiliki nilai-nilai 
kearifan budaya lokal. Perpustakaan yang mengoleksi banyak data 
tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, tentu tidak akan 
berfungsi dengan baik.  
f. Fungsi Komunikasi 
Perpustakaan juga berfungsi ganda sebagai komunikator dalam 
memberikan data/informasi kepada masyarakat luas. Perpustakaan 
memiliki nilai lebih dibandingkan dengan media massa dalam 
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fungsinya sebagai komunikator, yakni kemampuan perpustakaan 
untuk melayani komunikasi secara interaktif secara langsung dengan 
pemustakanya.  
g. Fungsi Rekreasi 
Beberapa perpustakaan juga sudah melengkapi layanan dan koleksinya 
dengan unsur-unsur hiburan. Bahkan beberapa perpustakaan secara 
spesifik memfokuskan pelayanan dan koleksinya menjadi 
perpustakaan rekreasi, misalnya perpustakaan produk minuman coca-
cola dan perpustakaan kareta api.  
h. Fungsi Pluralitas 
Perpustakaan berfungsi sebagai lembaga yang menjaga keberagaman 
yang dimiliki oleh seluruh manusia yang mengakses jasa layanannya. 
Keberagaman latar belakang para pemustaka menyebabkan 
perpustakaan tidak dapat berlaku secara eksklusif dan terbatas. Unsur 
informasi yang bebas nilai seharusnya dimiliki oleh perpustakaan yang 
menjadi alat paling efektif dalam membangun sebuah perbedaan yang 
berujung kepada terjaga dan lestarinya sebuah peradaban manusia itu 
sendiri.  
i. Fungsi Spiritual 
Perpustakaan berfungsi sebagai sarana spriritual, khususnya dalam hal 
pengadaan koleksi-kolesi keagamaan serta penyediaan sarana ruang 
baca yang tenang untuk membuat para pemustaka menjadi lebih 
khusyuk dalam mendalami bacaan keagamaannya. 
j. Fungsi Meditatif 
Perpustakaan memiliki fungsi pengobatan melalui pengadaan ruang 
dan koleksi yang khusus dalam dunia kesehatan. Fungsi pengobatan 
di perpustakaan semakin berkembang, khususnya  di beberapa 
Negara, setelah beberapa pustakawan melakukan alih-media literatur 
yang berisi tentang diagnosa medik menjadi sebuah sistem elektronik 
yang sudah dapat diakses secara on-line oleh para pemustaka.  
k. Fungsi Konseling 
Perpustakaan dapat juga berfungsi sebagai lembaga konsultan yang 
diharapkan untuk memberikan data maupun informasi yang valid atau 
setidaknya menjadi pusat referal  untuk memberi rujukan terhadap 
kebaradaan sebuah koleksi, data maupun informasi yang tersimpan di 
lembaga atau tempat yang lain.   
 
Seluruh fungsi perpustakaan bertujuan untuk mencapai visi, misi 
dan tujuan perpustakaan itu sendiri. Walaupun visi dan misi perpustakaan 
berbeda-beda dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing 
perpustakaan, secara umum tujuan perpustakaan adalah untuk menjadi 
intermediary (penghubung) yang mentransformasi data/informasi dari 
sumber aslinya kepada pihak pemustaka. Hal tersebut dilakukan untuk 
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menciptakan terjadinya peningkatan persepsi masyarakat yang berujung 








أ ََََّّّّوه ۡكه َّٱإَِله َٰبه َََِّّّلِۡكته ََََّّّّۡۡلهق َِّٱب مِنه يۡهَِّ يهده َّ بهۡيه اَّ ِمه
ل  قّٗاَّ ِ د  صه َٰبَِّٱمح لهۡيهَََِِّّّۖلِۡكته عه ۡيِمنًاَّ هه مح وه
مٱفهَّ ََََّّّّۡحكح له نزه
ه
أ ا َّ بِمه مَّ َّۖۡٱبهيۡنههح ح ََََّّّّّلل  مِنه َّ ا ءهكه جه اَّ م  عه ۡمَّ ا ءههح ۡهوه
ه
أ تهت بِۡعَّ َّ َّله ِ َّٱوه نهاَََّّّۡۡلهق 
لۡ عه جه َّ ٖ
لِكح 
ِِشۡعهَّ ۡمَّ ا ءهََََّّّّةَّّٗمِنكح شه هۡوَّ ل وه َّۡۚ ا اجّٗ ِمۡنهه حَّٱوه هعهَََّّّّلل  ا ََّله مه ِِفَّ ۡمَّ كح هۡبلحوه ِ َل  َِٰكنَّ له وه ةَّّٗ َِٰحده وه َّ ةّٗ م 
ح
أ ۡمَّ لهكح
فهَّ ۡمَّۖۡ وا َّٱءهاتهىَٰكح َِٰت َّٱََّّۡستهبِقح ََََّّّّۡۡلهۡيره َِّٱإَِله فِيهَََِّّّّلل  نتحۡمَّ كح اَّ بِمه مَّ يحنهب ِئحكح فه اَّ ِيعّٗ َجه ۡمَّ رِۡجعحكح مه
َّ ونه ۡتهلِفح  ٤٨ََّته
 
Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Kitab dengan haq, membenarkan apa yang 
sebelumnya, dari kitab-kitab dan batu ujian terhadapnya; maka putuskanlah 
(perkara) di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah 
engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan kebenaran) yang telah 
datang kepadamu. Bagi masing-masing, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), 
tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap yang telah diberikan-Nya kepadamu, 
maka berlomba-lombalah berbuat aneka kebajikan. Hanya kepada Allah-lah 
kembali kamu semua, lalu Dia memberitahukan kepada kamu apa yang telah telah 
berselisih dalam menghadapinya (Tafsir al-Misbah, QS. Al-Maaidah : 48). 
Peraturan yang dibuat dan dilaksanakan dengan baik merupakan 
sumber menuju sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Peraturan yang baik 
dalam surah al-Maaidah ayat 48 di atas diistilahkan sebagau jalan yang 
terang untuk mencapai sebuah kesuksesan. Organisasi yang baik tentu lahir 
dari sebuah aturan dengan pelaksanaan yang konsisten. Setiap organisasi 
memiliki peraturan (kebijakan) yang berbeda-beda yang disesuaikan 
dengan kebutuhab organisasi itu sendiri. 
Belum ada kesepakatan umum yang berlaku standar mengenai 
kapan pertama kali ada aturan baku tentang perpustakaan di dunia. 
Sejarah perpustakaan yang simetris dengan peradaban manusia itu sendiri 
menyebabkan kesulitan untuk menentukan hal tersebut. Namun, berbagai 
penelitian menunjukkan setidaknya ada beberapa aturan tentang 
perpustakaan di dunia yang selanjutnya menjadi acuan pembuatan 
Undang-Undang Perpustakaan yang selanjutnya. Perkembangan aturan 
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atau Undang-Undang Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah 
berdirinya perpustakaan itu sendiri.  
Pada periode awal aturan tentang deposit (simpan) seluruh 
dokumen tercetak adalah berupa himbauan Raja Mesir kuno Ptolemi I (323 
SM) yang  mengharuskan seluruh dokumen tercetak yang asli untuk 
disimpan di Bibliotheca Alexandrina Egypt (Perpustakaan Iskandariah) dan 
dijadikan sebagai koleksi miliki istana. Raja juga mengeluarkan perintah 
untuk menggeledah setiap kapal yang berlabuh di Mesir untuk mencari 
naskah (dokumen) asli yang ada. Jika ditemukan dokumen tercetak, maka 
Raja Mesir akan menyita dan menagkap penulis atau orang yang 
membawa dokumen tersebut lalu meminta mereka untuk menyalinnya. 
Setelah salinan selesai barulah para tawanan tersebut dibebaskan dengan 
membawa naskah hasil salinannya, sementara naskah atau buku yang asli 
dianggap menjadi milik kerajaan. Aturan yang dibuat oleh Ptolemi I 
tersebut awal munculnya Undang-Undang tentang perpustakaan. 
Pada tahun 1898-1932 di Bulgaria (Nabatova, 1983) diterbitkan 
Undang-Undang Perpustakaan. Saat itu sebuah desa di Negara tersebut 
memiliki sebuah perpustakaan dengan 2000 judul koleksi bahan pustaka. 
Koleksi tersebut ditaksir memiliki rasio sebesar 1:24 atau setiap 1 judul 
buku diakses oleh 24 orang penduduk. Selain rasio ketersediaan jumlah 
dan judul bahan pustaka yang sangat rendah, tingkat keterkunjungan 
perpustakaan tersebut hanya 0,6% per hari dari total seluruh penduduk 
desa tersebut.  
Saat ini terdapat sejumlah peraturan tentang perpustakaan di 
Indonesia yang antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Keputusan Presiden RI No. 166 tahun 2000 ten tang 
Perpustakaan Nasional, sebagaimana telah tiga kali diubah 
terakhir dengan Keputusan Presiden IU No. 103 tahun 2001 
2. Keputusan Presiden RI No. 178 tahun 2000 ten tang Susunan 
Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden RI No. 110 tahun 2001 
3. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 03 tahun 
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan 
Nasional RI 
4. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No.3 Tahun 
2001 Pasal 27 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pusat J asa 
Perpustakaan dan Informasi 
5. Daftar Isian Proyek (DIP) No. 004/LVIl/I/2002 
6. Keputusan Pemimpin Proyek Pembinaan dan Pen gem bang 
an Perpustakaan Nasional No. 02/Pro/PPPN/I/2002 dan 
03/Pro/PPN/I/2002 tentang penunjukan Penanggungjawab 
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Kegiatan proyek Pembinaan dan Pengembangan 
Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2002. 
 
Berbagai aturan juga dibuat oleh perpustakaan lain yang 
disesuaikan dengan kebutuhan visi, misi dan tujuan perpustakaan yang 
berbeda-beda. Perbedaan yang paling signifikan sebetulnya hanya terjadi 
di beberapa perpustakaan khusus, sebab kekhususan yang dimiliki oleh 
perpustakaan tersebut menyebabkan tugas pokok dan fungsi yang juga 





َِٰهَََِّّّإَوذَّۡ إِبۡره َّ عح ََّّۧيهۡرفه وهاِعدهَّٱمح ََََّّّّلۡقه ََََّّّّۡۡلهۡيِتَّٱمِنه نته
ه
أ َّ إِن كه مِن ا َّۖۡ ب ۡلَّ تهقه ب نهاَّ ره َّ َٰعِيلح ِميعحَّٱِإَوۡسمه َّلس 
١٢٧َََّّّلۡعهلِيمحَّٱ
 
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, 
Tuhan Kami terimalah daripada Kami! Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
mendengar lagi Maha Mengetahui" (Tafsir al-Misbah, QS. al-Baqarah : 127). 
 
Ayat di atas menjelaskan gambaran kecil tentang sebuah 
kerjasama yang dilakukan oleh nabi Ibrahim as. dan putranya Ismail as. 
ketika meninggikan dasar-dasar Ka’bah di Mekkah. Ka’bah sendiri sudah 
ada sebelum periode Nabi Ibrahim as. Kerjasama untuk meninggikan 
dasar-dasar Ka’bah merupakan salah satu konsep rekonstruksi untuk 
membuat sebuah bangunan menjadi lebih kokoh. Setiap organisasi 
sebagai salah satu bentuk non-fisik dari sebuah bangunan juga harus 
dilandasi dengan prinsip kerjasama. Tanpa kerjasama organisasi akan 
menjadi lemah, baik secara internal  maupun eksternal. Kerjasama yang 
baik secara langsung juga akan meningkatkan perspektif masyarakat 
terhadap eksistensi organisasi itu sendiri.   
Jaringan kerjasama merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh 
sebuah organisasi. Selain sebagai sebuah unsur pokok, jaringan kerjasama 
juga menjadi indicator terhadap eksistensi maupun kapabilitas sebuah 
organisasi. Jika sebuah organisasi hanya memiliki sedikit jaringan 
kerjasama, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi tersebut lemah 
secara struktur. Sebaliknya, organisasi yang memiliki cukup banyak 
jaringan kerjasama akan dapat disimpulkan sebagai organisasi yang capabel 
dan kuat secara struktur. 
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Jaringan kerjasama juga harus dilandasi kepada beberapa nilai 
pokok, seperti kejujuran (honestly), hubungan antar pribadi (unterpersonal), 
saling percaya (trusty), pemberdayaan (empowerment) dan kemitraan 
(alignment). Prinsip dasar kerjasama adalah saling menguntungkan. 
Kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi dengan semangat 
berkeadilan akan sangat efektif dalam upaya untuk mengembangkan 
masing-masing organisasi yang terlibat dalam sebuah kegiatan kerjasama. 
Kerjasama dapat dilakukan dengan organisasi sejenis maupun yang tidak 
sejenis (lintas bidang). Hal tersebut juga sangat dimungkinkan dalam 
kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh perpustakaan. Posisi 
perpustakaan sebagai organisasi menjadi penyedia layanan informasi 
menyebabkan perpustakaan harus mampu membuat jaringan kerjasama 
yang luas dengan berbagai organisasi sejenis, khususnya yang bergerak 
dalam bidang informasi dan dokumentasi lainnya, misalnya badan Arsip, 
bank data, media cetak/elektronik, dan lain sebagainya. Organisasi 
perpustakaan yang juga berposisi sebagai pengolah dan pengelola 
beragam koleksi dokumentasi yang bersifat interdisipliner (lintas 
disiplin)juga sangat membutuhkan kerjasama dengan organisasi yang tidak 
sejenis, misalnya pertambangan, pariwisata, rumah sakit, bank, dan 
sebagainya.  
Jaringan kerjasama adalah sebuah kegiatan dalam upaya 
membangun dan mengelola hubungan-hubungan untuk peningkatan 
mutu produk atau layanan. Jaringan kerjasama digambarkan oleh Wayre 
E. Bakri, dalam (Wahjusumidjo, 2000) sebagai sebuah hubungan yang 
luas, kokoh, baik personal maupun organisasi. Sementara aplikasinya 
dalam organisasi adalah sebagai sebuah proses atau kegiatan untuk 
memelihara (nurture), mengintegrasikan (integrate), empat hal yang terpilih, 
yaitu kemampuan (capability), bakat (talents), hubungan (relationship), dan 
mitra kerja (partners) demi peningkatan kinerja organisasi. Definisi 
Wahjusumidjo (2000) tersebut selanjutnya menghasilkan konsep dasar 
jaringan kerjasama sebagai berikut: 
1. Pola dasar jaringan kerjasama, yang terdiri dari: 
a. Memelihara (nurture) 
b. Menggali (cultivate) 
c. Mengintegrasikan (integrate) 
 
2. Tahapan jaringan kerjasama 
a. Mengadakan seleksi (selecting) 
b. Mengadakan penggalian (cultivating) 
c. Mengadakan mitra kerja (partnering) 
3. Model jaringan kerjasama 
a. kemampuan (capability) 
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b. bakat (talents) 
c. hubungan (relationship) 
d. mitra kerja (partners) 
 
4. Karakter dasar jaringan kerjasama 
a. Sebagai pengembang (developmer) 
b. Sebagai orang yang belajar seumur hidup (life long learner) 
c. Sebagai pencipta hubungan kerjasama atau kemitraan (relationship 
builder) 
Pada prinsipnya sebuah jaringan kerjasama bertujuan untuk saling 
melengkapi segala keterbatasan yang pasti dimiliki oleh setiap organisasi. 
Beberapa tujuan pokok kerjasama adala sebagai berikut: 
1. Menghubungkan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya 
2. Memenuhi kebutuhan organisasi 
3. Pengembangan kemampuan organisasi 
4. Pengembangan sumber daya manusia 
5. Pencapaian tujuan bersama 
 
Sebuah organisasi baru dapat disebut mapan jika organisasi 
tersebut memiliki jaringan kerjasama, baik yang sejenis maupun yang 
tidak sejenis. Sebagai sebuah organisasi, perpustakaan telah memiliki 
berbagai bentuk jaringan kerjasama, seperti pinjam antar perpustakaan, 
silang layan, resource sharing (penggunaan koleksi secara bersama) serta 
sejumlah kerjasama lain, baik yang bersifat lokal, nasional, regional 
maupun internasional. Beberapa perpustakaan kini juga telah dilengkapi 
dengan jaringan LAN (Local Area Network) yang mampu memfasilitasi 
dalam melakukan akses terhadap katalog secara cepat dari berbagai 
tempat dalam lingkungan yang satu area. Model silang layan antar 
perpustakaan juga telah dilakukan, baik dalam maupun luar negeri. 
Selain itu, berbagai jenis layanan yang diberikan oleh 
perpustakaan, seperti layanan peminjaman bahan pustaka, layanan 
penelusuran informasi ilmiah, layanan pelatihan, layanan konsultasi dan 
bimbingan, magang, dan jasa internet menyebabkan jaringan kerjasama 
perpustakaan pun menjadi semakin luas. Periode awal perkembangan 
kegiatan kerjasama perpustakaan ditandai pula dengan inter library loan 
dimana kerjasama antar perpustakaan tidak lagi dilakukan dalam satu area 
yang sama, namun lebih meluas kepada area regional dan internasional. 
Jaringan kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik melalui sebuah 
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kinerja profesionalitas tenaga pustakawan yang dibantu oleh beberapa 
tenaga administrasi di masing-masing perpustakaan. 
Melalui jaringan kerjasama perpustakaan diharapkan akan 
menghasilkan beberapa keuntungan yang antara lain adalah sebagai 
berikut : 
1. Memperluas kuantitas dan kualitas koleksi yang dimiliki oleh sesama 
anggota jaringan kerjasama 
2. Memperluas aksesibilitas sumber-sumber informasi 
3. Mengefisiensikan anggaran pengolahan dan pengelolaan perpustakaan 
4. Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber informasi 
 
Salah satu poin penting terhadap perkembangan kerjasama antar 
perpustakaan adalah kegiatan pertemuan seluruh Perpustakaan Perguruan 
Tinggi Negeri di Ujungpandang (sekarang Makassar) pada tahun 1975. 
Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Pembantu Rektor I (bidang 
Akademik) tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang berujung 
kepada terbentuknya sebuah jaringan kerjasama perpustakaan dengan 
nama Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Timur 
(BKS PTN INTIM) pada tahun 1976 yang selanjutnya diikuti dengan 
kerjasama perpustakaan IAIN dan beberapa perpustakaan perguruan 
tinggi swasta.  
 
Tabel 2 
Daftar Peserta BKS PTN INTIM 





















Universitas Lambung Mangkurat 
Universitas Mulawarman 
Universitas Mataram 















Salah satu kegiatan yang menjadi sangat trend saat itu adalah 
tersedianya fasilitas teknologi komunikasi di UNHAS yang 
memungkinkan pustakawan se-Indonesia Timur untuk melakukan 
komunikasi jarak jauh. Kerjasama BKS PTN INTIM tersebut selanjutnya 
mendorong sejumlah perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia bagian 
Barat (sebutan pada saat itu) untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 
1985, sebelas perguruan tinggi di wilayah Indonesia bagian Barat juga 
melakukan kegiatan kerjasama yang dikenal dengan nama Badan 
Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Barat (BKS PTN B). 
 
Tabel 3 
Daftar Peserta BKS PTN B 












Universitas Syiah Kuala 






















Pada perkembangan selanjutnya, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) yang kini sebagian sudah terkonversi menjadi Universitas Islam 
Negeri (UIN) selanjutnya juga membentuk jaringan kerjasama se-
Indonesia pada tahun 1989. Pada periode awal jaringan kerjasama ini 
diikuti oleh 13 IAIN se-Indonesia. Kerjasama yang dilakukan lebih 
terfokus kepada kerjasama pertukaran daftar bahan pustaka serta 




Daftar peserta jaringan kerjasama IAIN se-Indonesia 
 
















IAIN Sunan Kalijaga 
IAIN Syarif Hidayatullah 
IAIN Raden Fatah 
IAIN Alauddin 
IAIN Sunan Ampel 
IAIN Sultan Thaha Saifuddin 
IAIN Imam Bonjol 
IAIN ar-Raniry 
IAIN Antasari 
IAIN Sunan Gunung Jati 
IAIN Raden Intan 
IAIN Walisongo 















Jaringan kerjasama yang dirintis oleh BKS PTN INTIM yang 
selanjutnya diikuti oleh BKS PTN B serta jaringan kerjasama antar 
seluruh IAIN se-Indonesia tersebut selanjutnya melahirkan jaringn-
jaringan kerjasama sejenis, baik oleh perguruan tinggi negeri maupun 
swasta di Indonesia. Beberapa kegiatan kerjasama perpustakaan 
perguruan tinggi tersebut selanjutnya menjadi bahan rujukan pada 
kegiatan-kegiatan kerjasama antar perpustakaan lainnya di Indonesia. 
Kegiatan kerjasama tersebut antara lain adalah: 
1. Pembuatan Katalog Induk 
2. Penyediaan fasilitas 
3. Layanan silang antar perpustakaan 
4. Jasa Penelusuran 
5. Pelatihan tenaga pustakawan 
6. Pengembangan pangkalan data 
7. Standarisasi layanan 
8. Pemusatan penyimpanan dan pengadaan bahan pustaka 
 
Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan pemustaka yang 
semakin meningkat menjadi faktor dominan dalam merumuskan sebuah 
kegiatan kerjasama perpustakaan. Kerjasama selanjutnya dilakukan tidak 
saja sebatas kerjasama antar perpustakaan, namun juga dilakukan dengan 
organisasi-organisasi di luar bidang perpustakaan, seperti media massa, 
rumah ibadah, organisasi transportasi, industri, bank, rumah sakit, 
lembaga penelitian dan sebagainya. 
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Heterogenitas pemustaka beserta segala macam kebutuhan 
informasinya memang “memaksa” perpustakaan untuk membentuk 
jaringan kerjasama yang beragam. Konsep sederhana sebuah kerjasama 
yang dilandasi oleh kepentingan yang sama dan saling menguntungkan 
menjadi pertimbangan perpustakaan dalam menentukan jenis dan dengan 
siapa perpustakaan tersebut membentuk jaringan kerjasamanya. Faktor 
geografis, dana yang tersedia, kebutuhan pemustaka, sumber daya 
manusia, kebijakan pemerintah, politik, budaya dan sebagainya sangat 
menentukan berhasil tidaknya sebuah jaringan kerjasama yang dibentuk.   
Setiap perpustakaan memiliki model jaringan kerjasama yang 
berbeda-beda. Namun, pada prinsipnya jaringan kerjasama perpustakaan 
terbagi atas 3, yakni : 
1. Model Sentralisasi 
Jaringan kerjasama perpustakaan dengan model sentralisasi 
merupakan sebuah bentuk jaringan yang menempatkan salah satu 
perpustakaan sebagai sentral dari jaringan kerjasama tersebut. 
 
Gambar 7 
Jaringan Kerjasama Perpustakaan Model Sentralisasi 
 
 
2. Model Desentralisasi 
Jaringan kerjasama perpustakaan model desentralisasi merupakan 
sebuah bentuk jaringan kerjasama yang menempatkan seluruh 
anggota jaringan pada posisi yang sama  
 
Gambar 8 




3. Model Kompilasi 
Jaringan kerjasama perpustakaan model kompilasi merupakan 
gabungan antar model sentralisasi dan desentralisasi. 
 
Gambar 9 




ِيٱذهاََََّّّّم ن َََََّّّّّل  ۡقرِضح هَّٱيح هحَّقهَََّّّّلل  َٰعِفه يحضه فه اَّ نّٗ سه حه حَََّّّۥۡرًضاَّ وهَََّّّۥ َّله َّۡۚ ثرِيهةّٗ كه اَّ افّٗ ۡضعه
ه
حَّٱَّأ َََّّّّلل  ۡقبِضح يه
َّ عحونه ۡهَِّتحرۡجه َِّإَوَله طح ح يهۡبص  ٢٤٥ََّّوه
 
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka 
Allah akan melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan 
Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan (Tafsir al-Misbah, QS. Al-Baqarah : 245). 
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Anggaran harus dirancang serasional mungkin. Kemudian dari 
setiap anggaran yang dibuat sebaiknya mengikuti kaidah-kaidah yang 
dikandung oleh ayat di atas. Hampir seluruh organisasi belum atau 
bahkan tidak mencantumkan anggaran zakat maal (harta) dari setiap asset 
yang dimilikinya. Padahal hal tersebut merupakan sebuah asset terbesar 
yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Salah satu tokoh ekonomi, yakni H. 
Kalla (ayahanda mantan Wakil  Presiden RI, Jusuf Kalla) pernah 
menerapkan hal tersebut dalam kinerja dan anggaran organisasinya. 
Prinsip kerja yang dilakukan adalah; jika pendapatan menurun maka 
anggaran sedekah harus ditingkatkan. Prinsip tersebut tentu agak bertolak 
belakang dengan realita organisasi-organisasi profit yang ada saat ini. 
Anggaran yang disusun dengan mencantumkan unsur sedekah dan zakat 
merupakan sebuah cara penentuan pembuatan anggaran yang islami. 
Anggaran merupakan implementasi dari perencanaan yang telah 
ditetapkan. Penetapan anggaran adalah proses operasional perencanaan 
dengan cara mengkuantifikasi kebutuhan dan sumber dana yang tersedia. 
Anggaran merupakan rencana yang disusun secara kuantitatif dalam satu 
periode tertentu. Anggaran sebuah organisasi memilik karakteristik yang 
berbeda-beda, antara lain adalah: 
1. Anggaran untuk mengestimasi  tingkat laba potensial dari suatu 
unit usaha  
2. Anggaran yang memperlihatkan jumlah produksi 
3. Anggaran dibuat dalam kurun waktu tertentu  
4. Anggaran yang merupakan komitmen manajemen  
5. Anggaran yang dibuat untuk kepentingan kondisi yang khusus  
6. Anggaran yang merupakan selisih anggaran sebelumnya dengan 
rencana anggaran selanjutnya.  
 
Beberapa keuntungan dalam perencanaan dan penetapan 
anggaran secara baik dan benar adalah untuk terciptanya efektifitas dan 
efisiensi kerja. Selain itu anggaran juga memiliki sejumlah kegunaan lain, 
seperti: 
1. Mendeskripsikan rencana strategi secara detail  
2. Membantu koordinasi antar bagian dalam satu organisasi  
3. Menjadi salah satu bentuk pelimpahan tanggung jawab kepada 
manajer  
4. Menjadi bahan evaluasi pihak manajemen untuk mengantisipasi 
resiko kinerja ke depan 
5. Membantu untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja 
manajemen 




Selanjutnya, anggaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 
yang antara lain adalah: 
1. Anggaran pra produksi, meliputi perencanaan, promosi, 
pembelian sarana dan pra sarana serta training para staf.  
2. Anggaran produksi, meliputi penjualan, upah kerja, sirkulasi, 
administrasi serta perawatan sarana dan pra sarana 
3. Anggaran pasca produksi, meliputi pengembangan produksi, 
pengembangan sarana dan pra sarana, peningkatan jumlah staf, 
perluasan jaringan kerja dan evaluasi. 
 
Perpustakaan sebagai sebuah organisasi seharusnya membuat 
standard proses dalam menyusun anggaran. Proses penyusunan anggaran 
perpustakaan dapat dilakukan dengan cara:  
1. Membuat proposal yang disesuaikan dengan pedoman standard 
penyusunan anggaran  
2. Melakukan kajian terbatas untuk menentukan anggaran yang akan 
diusulkan  
3. Melakukan analisis manfaat dan dampak lingkungan terhadap 
proposal yang akan dibuat  
4. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pemustaka dan 
pustakawan yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang 
dimiliki  
 
Sampai saat ini di Indonesia, belum satupun perpustakaan yang 
mampu mengelola anggaran dan mendanai seluruh kegiatan operasional 
organisasinya secara mandiri. Seluruh perpustakaan di Indonesia, mulai 
dari perpustakaan dengan skala kecil sampai ke tingkat perpustakaan 
Nasional, masih merupakan organisasi non-profit (tidak mencari 
keuntungan) yang hanya dapat menjalankan manajemen organisasinya 
melalui anggaran yang berasal dari bantuan atau subsidi. Perpustakaan di 
Indonesia masih terpaku kepada model hubungan “tradisional” antara 
perencanaan dengan anggaran sehinggan sebagiab besar proses penentuan 
dan strategi untuk mendapatkan anggaran masih menggunakan cara-cara 
perpustakaan sebelumnya yang mayoritas anggarannya adalah merupakan 
bantuan maupun subsidi pemerintah. Anggaran perpustakaan pun 
menjadi sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah. Salah satu 
kebijakan pemerintah adalah dengan tersalurkannya subsidi pemerintah 
kepada perpustakaan dengan jumlah yang sebetulnya masih sangat minim. 
Perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi misalnya, sampai saat ini 
hanya memperoleh bantuan yang tak lebih dari 5% dari total anggaran 
yang diberikan kepada sekolah dan perguruan tinggi itu sendiri. Kondisi 
tersebut semakin diperparah dengan ketidakmampuan perpustakaan 
untuk melakukan profitisasi terhadap layanan yang diberikannya. 
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Seharusnya perpustakaan dapat lebih mandiri dalam hal anggaran jika 
para stakeholder mampu merumuskan metode, strategi dan pendekatan 
untuk lebih mengkomersialkan layanan yang diberikannya.  
Krisis kemampuan untuk mengolah dan mengelola anggaran 
secara mandiri menyebabkan sebagain besar perpustakaan masih 
melakukan “cara lama” dalam upaya untuk mendapatkan anggaran 
operasional perpustakaan, misalnya dengan cara membuat proposal lalu 
mengajukan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Jika proposal 
tersebut selanjutnya tidak diterima (ditolak) maka sebagian besar 
perpustakaan akan menjadi terpaku dan kebingungan dalam melanjutkan 
kinerjanya ke depan. 
Perpustakaan saat ini sebetulnya punya potensi untuk menjadi 
organisasi profit dengan cara mengidentifikasi produk lalu menentukan 
strategi penjualannya. Produk perpustakaan adalah layanan yang diberikan 
kepada pemustaka. Layanan yang baik adalah layanan bermutu dan 
bergaransi. Layanan yang baik adalah produk unggulan yang punya nilai 
jual tinggi. Kemampuan untuk mengolah dan mengelola layanan adalah 
cara paling efektif untuk menentukan strategi dan harga jual dari layanan 
itu sendiri. Kecepatan dan ketepatan merupakan 2 hal yang membuat 
layanan perpustakaan sebetulnya punya potensi  sebagai produk yang 
bernilai jual. Sayangnya hal tersebut masih kurang disadari dan difahami 
oleh para pengelola dan stakeholder dalam ruang lingkup perpustakaan.   
Anggaran perpustakaan yang dikelola secara mandiri dapat 
dilakukan dengan menjual kecepatan dan ketepatan informasi yang 
dibutuhkan oeh para pemustaka. Mobilitas serta semakin kompleksnya 
berbagai persoalan kehidupan menyebabkan pemustaka lebih 
mengutamakan efisiensi, efektifitas serta kenyamanan dalam memperoleh 
informasi yang sedang ditelusurinya. Keberadaan warnet (warung 
internet) serta lokasi penyedia jaringan internet (hotspot) merupakan 
contoh kecil ketidakmampuan perpustakaan merespon potensi profit yang 
seharusnya menjadi bahan kajian dasar dalam dunia perpustakaan itu 
sendiri. Sudah waktunya para stakeholder dan pemerhati dalam bidang 
perpustakaan untuk mencoba merumuskan strategi penjualan produk 
(layanan) mereka, sebab segala sesuatu yang non-profit (gratis) ternyata 
memang adalah produk murahan atau bahkan tidak punya nilai (harga) 
sama sekali.  
 
 
KODE ETIK PROFESI 
 







Ini tidak lain hanyalah kebohongan orang-orang dahulu (QS. 026. Asy-Syu'ara' : 
137). 
 
Kata khuluk dalam ayat di atas bermakna etika atau kebiasaan 
yang digunakan sebuah komunitas untuk menentukan perilaku satuan 
individu dalam komunitas tersebut. Etika atau ethics berasal dari kata etos 
(bahasa Yunani) yang berarti kebiasaan. Pada perkembangan selanjutnya 
etika dipandang sebagai ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan 
buruk berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam sebuah komunitas. 
Sifatnya yang merupakan sebuah kebiasaan menyebabkan etika hanya 
berlaku secara moral tanpa ada ganjaran maupun imbalan bagi yang 
melaksanakan atau tidak melaksanakan sebuah etika.  
Hal tersebut selanjutnya melahirkan sebuah etiket yang dianggap 
sebagai alat ukur untuk menentukan baik atau tidaknya etika satuan 
individu dalam sebuah komunitas. Etiket juga digunakan untuk 
memberikan ganjaran atau imbalan terhadap etika yang dilakukan 
maupun yang tidak dilakukan, namun etiket merupakan standar penilaian 
yang bersifat lisan secara tuun temurun. Etiket bukan merupakan standar 
penilaian dalam bentuk tertulis sehingga masih sangat dipengaruhi oleh 
subjektifitas satuan individu yang melakukan penilaian. Etiket merupakan 
sesuatu yang dikenal, diketahui, diulang, serta menjadi suatu kebiasaan 
didalam suatu masyarakat, baik berupa kata-kata atau suatu bentuk 
perbuatan yang nyata dalam bentuk tradisi lisan, bukan merupakan 
sebuah pedoman tertulis. 
Kode etik kemudian lahir sebagai bentuk etiket yang tertulis. Kode 
etik merupakan sebuah pedoman tertulis yang disepakati oleh seluruh 
komunitas. Hal inilah yang mendorong lahirnya kode etik profesi yang 
merupakan bagian dari etika kerja yang menerapkan nilai etika terhadap 
bidang kerja itu sendiri. Kode etik pustakawan Indonesia telah disusun 
oleh IPI (Ikatan Pustakawan ndonesia) yang mengatur tentang hak dan 
kewajiban beserta sanksi untuk setiap pelanggaran yang dilakukan dalam 
profesi pustakawan di Indonesia. Kode etik pustakawan bertujuan untuk 
mengatur kinerja pustakawan, hubungan antar pustakawan, hubungan 
dengan pemustaka serta sejumlah unsur yang berhubungan dengan 
profesi pustakawan itu sendiri. Kode etik merupakan pedoman atau 
standar kinerja pustakawan dalam memberikan layanan di perpustakaan 
yang akan sulit dievaluasi jika pedoman tersebut hanya dalam bentuk 
satuan moral tanpa ada kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan 
disepakati oleh seluruh anggota komunitas.  
Kode etik pustakawan dibuat dengan dilandasi oleh beberapa 




2. Kepentingan pustakawan dan pemustaka 
3. Keadilan 
4. Kebebasan yang bertanggungjawab 
5. Humanisme, dan  
6. Kejujuran  
 
Setiap organisasi wajib memiliki kode etik profesi yang berfungsi 
sebagai acuan standar dalam melaksanakan pekerjaannya. Organisasi 
perpustakaan telah memiliki kode etik pustakawan yang berhubungan 
dengan dunia kepustakawanan itu sendiri. Kode etik pustakawan secara 
lebih detail adalah sebagai berikut: 
Bab I : Pengertian Pustakawan 
Pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan fungsi 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan jalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang 
lingkup tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan 




Bab II : Kewajiban Umum 
Setiap pustakawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa 
profesi pustakawan adalah profesi yang terutama mengemban 
tugas pelayanan, pendidikan dan penelitian. 
 
Setiap pustakawan Indonesia dalam menjalankan profesinya 
diwajibkan menjaga tindakan, martabat dan moral serta 
mengutamakan pengabdian pada Negara dan bangsa 
 
Setiap pustakawan Indonesia menghargai dan mencintai 
kepribadian dan kebudayaan Indonesia 
 
Setiap pustakawan Indonesia mengamalkan ilmu pengetahuannya 
untuk kepentingan sesame manusia, masyarakat, bangsa dan 
agama 
 
Setiap pustakawan Indonesia menjaga kerahasiaan informasi yang 
bersifat pribadi yang diperoleh dari masyarakat yang dilayani. 
 
Bab III : Kewajiban Kepada Organisasi dan Profesi 
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Setiap pustakawan Indonesia menjadikan Ikatan Pustakawan 
Indonesia sebagai forum kerjasama, tempat konsultasi dan tempat 
penggemblengan pribadi guna meningkatkan ilmu dalam 
pengembangan profesi antar sesame pustakawan 
 
Setiap pustakawan Indonesia memberikan sumbangan tenaga, 
pikiran, dan dana kepada organisasi untuk kepentingan 
pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia 
 
Setiap pustakawan Indonesia menjauhkan diri dari perbuatan dan 
ucapan serta sikap dan tingkah laku yang merugikan organisasi 
dan profesi, dengan cara menjunjung tinggi nama baik Ikatan 
Pustakawan Indonesia 
 
Setiap pustakawan Indonesia berusaha mengembangkan 
Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia dengan jalan selalu 
berpartisipasi dalam setiap kegiatan di bidang perpustakan dan 
yang berkaitan dengannya 
 
Bab IV : Kewajiban Antar Sesama Pustakawan 
Setiap pustakawan Indonesia berusaha memelihara hubungan 
persaudaraan dengan mempererat rasa solidaritas antara 
pustakawan 
 
Setiap pustakawan Indonesia saling membantu dalam berbuat 
kebajikan dalam mengembangkan profesi dan dalam 
melaksanakan tugas 
 
Setipa pustakawan Indonesia saling menasehati dengan penuh 
kebijaksanaan demi kebenaran dan kepentingan pribadi, 
organisasi dan masyarakat 
 
Setiap pustakawan Indonesia saling menghargai pendapat dan 
sikap masing-masing meskipun berbeda 
 
 
Bab V : Kewajiban Terhadap Diri Sendiri   
Setiap pustakawan Indonesia selalu mengikuti ilmu pengetahuan, 
terutama ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi 
 
Setiap pustakawan Indonesia memelihara akhlak dan 





Setiap pustakawan Indonesia selalu meningkatkan pengetahuan 
serta keterampilannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam 
pergaulan masyarakat 
 
Bab VI : Pelaksanaan Kode Etik 
Setiap pustakawan Indonesia mempunyai tanggungjawab moral 








ِِفََََّّّّأ ۡمَّ َٰهح ن  ك  م  قهۡرٖنَّ ِنَّ م  ۡبلِهِمَّ قه مِنَّ ۡهلهۡكنهاَّ
ه
أ ۡمَّ ۡوا َّكه ۡرِضَّٱيهره
ه
اََََّّّّۡۡل ۡمَّمه ل كح نَّ ِ نحمهك  هۡمَّ ل
لۡنهاَّ رۡسه
ه
أ ا ءهَّٱوه مه لۡنهاََّّلس  عه اَّوهجه ارّٗ ِۡدره لهۡيهِمَّم  َٰرهَّٱعه نۡهه
ه








أ ََّّن َّوه ِرينه ٦ََّّبهۡعِدهِۡمَّقهۡرنًاَّءهاخه
    
 
Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami 
binasakan sebelum mereka, padahal Kami teguhkan mereka di muka bumi, yaitu 
keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepada kamu, dan Kami curahkan 
hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah 
mereka, lalu Kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan Kami 
ciptakan sesudah mereka generasi yang lain (Tafsir al-Misbah, QS. al-An’am : 
6). 
Kedudukan dan jabatan merupakan sebuah ujian yang harus 
dihadapi oleh manusia dan dijalankan dengan baik dan benar. Beberapa 
contoh fungsi kedudukan dan jabatan yang disalahgunakan atau 
dilaksanakan dengan niat dan tindakan yang buruk, justru menghasilkan 
kisah-kisah binasanya kaum-kaum terdahulu. Penyelewengan pangkat dan 
jabatan yang berujung kepada terjadiya mis-manajemen dalam sebuah 
komunitas yang berujung kepada sebuah kehancuran komunitas tersebut.  
Pangkat dan jabatan yang merupakan sebuah ujian seharusnya 
menjadi sebuah tanggungjawab profesi yang dilaksanakan dengan baik. 
Tanggungawab tersebut biasanya dituangkan ke dalam bentuk kebijakan 
atau aturan yang dimiliki oleh berbagai profesi yang beragam. Pangkat 
dan jabatan fungsional Pustakawan misalnya, secara detail tertuang dalam 




KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA NOMOR: 132/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA 
KREDITNYA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
Menimbang        :     
bahwa  dengan  berlakunya  Keputusan  Presiden  Nomor 87 Tahun 1999 
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang 
perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 33/MENPAN/1998 tentang Jabatan 
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya 
bahwa   untuk  maksud  tersebut  pada  huruf  a  di  atas, dipandang perlu 
menetapkan kembali Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka 
Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.  
Mengingat       : 
Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 
43 Tahun 1999; 
Undang-undang    Nomor    2  Tahun  1989   tentang  Sistem Pendidikan 
Nasional; 
Undang-undang Nomor 22  Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi; 




Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil; 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2000  tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000  tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 
Peraturan   Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang Pendidikan 
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;  
Memperhatikan : 
Usul  Kepala  Perpustakaan Nasional RI dalam surat Nomor 
1792/1/cc/9.2002 tanggal 30 September 2002 
Pertimbangan  Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya 




Menetapkan   :  
KEPUTUSAN  MENTERI   PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 
DAN ANGKA KREDITNYA 
 BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 
Pejabat fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu 
lainnya 
Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi.  
Unit Perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah unit kerja yang 
memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan    koleksi   bahan   
pustaka   sekurang-kurangnya   terdiri  dari 1.000  judul  dari  berbagai  
disiplin  ilmu  yang  sesuai  dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan 
dan dikelola menurut sistem tertentu. 
Pustakawan tingkat terampil adalah Pustakawan yang memiliki dasar 
pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya 
Diploma II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Diploma 
bidang lain yang disetarakan. 
Pustakawan tingkat ahli adalah Pustakawan yang memiliki dasar 
pendidlkan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana 
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Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain yang 
disetarakan. 
Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam 
penetapan angka kredit Pustakawan. 
Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas 
prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pustakawan dalam mengerjakan 
butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk 
pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan. 
Pekerjaan kepustakawanan adalah kegiatan utama dalam lingkungan unit 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang meliputi kegiatan 
pengadaan, pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka/sumber 
informasi, pendayagunaan dan pemasyarakatan informasi baik dalam 
bentuk karya cetak, karya rekam maupun multi media, serta kegiatan 
pengkajian atau kegiatan lain untuk pengembangan perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi, termasuk pengembangan profesi.  
BAB II 
RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN 
TUGAS POKOK 
Pasal 2 
(1). Jabatan  Fungsional  Pustakawan  termasuk dalam rumpun arsiparis, 
pustakawan dan yang berkaitan 
(2). Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan tingkat 
terampil dan Pustakawan tingkat ahli. 
(3). Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan adalah 




Pasal 3  
(1). Pustakawan, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai 
pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah..  
(2). Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan karier yang hanya 
dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai 
Negeri Sipil.  
  
Pasal 4 
(1). Tugas pokok pejabat fungsional Pustakawan tingkat terampil meliputi 
pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber 
informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.  
(2). Tugas pokok Pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan 
pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian 
pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.  
  
BAB III  
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 
Pasal 5 
Unsur dan sub unsur kegiatan Pustakawan yang dapat dinilai angka 
kreditnya, adalah:  
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a. Pendidikan, meliputi :  
1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepustakawanan serta 
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau 
sertifikat. 
  
b. Pengorganisasian  dan  pendayagunaan koleksi bahan pustaka/  
sumber informasi, meliputi:  
1. Pengembangan koleksi;  
2. Pengolahan bahan pustaka;  
3. Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;  
4. Pelayanan informasi. 
  
c. Pemasyarakatan  perpustakaan,  dokumentasi dan informasi, meliputi:  
1. Penyuluhan;  
2. Publisitas;  
3. Pameran.  
  
d. Pengkajian dan  pengembangan  perpustakaan, dokumentasi dan 
informasi, meliputi:  
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1. Pengkajian;  
2. Pengembangan perpustakaan;  
3. Analisis/kritik karya kepustakawanan;  
4. Penelaahan    pengembangan     di bidang    perpustakaan, dokumentasi 
dan informasi;  
  
e.  Pengembangan profesi, meliputi:  
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah  di bidang perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi;  
2. Menyusun   pedoman/petunjuk   teknis   perpustakaan, dokumentasi 
dan informasi;  
3. Menerjemahkan/menyadur  buku   dan   bahan-bahan   lain  di bidang 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi;  
4. Melakukan   tugas   sebagai   Ketua  Kelompok/Koordinator 
Pustakawan atau memimpin unit perpustakaan;  
5. Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan;  
6. Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep. 
  
 
f.  Penunjang tugas Pustakawan, meliputi:  
1.  Mengajar;  
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2.  Melatih;  
3.  Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi 
yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi;  
4.  Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi;  
5.  Mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan bidang kepustakawanan;  
6.  Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan;  
7.  Melakukan lomba kepustakawanan;  
8.  Memperoleh penghargaan/tanda jasa;  
9.  Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;  
10. Menyunting risalah pertemuan ilmiah; 
11. Keikutsertaan dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan  
 
BAB IV 
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT  
Pasal 6  
(1) Jenjang Jabatan Pustakawan tingkat terampil dari yang terendah 
sampai dengan yang tertinggi, adalah : 
a.  Pustakawan Pelaksana.  
b.  Pustakawan Pelaksana Lanjutan.  
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c.  Pustakawan Penyelia.  
  
(2) Jenjang pangkat Pustakawan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai 
jenjang jabatan, adalah : 
a.  Pustakawan Pelaksana :  
1.  Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.  
2.  Pengatur,  golongan ruang II/c. 
3.  Pengatur Tingkat I, Golongan ruang II/d 
  
b.  Pustakawan Pelaksana Lanjutan :  
1.  Penata Muda, golongan ruang III/a.  
2.  Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.  
  
c.  Pustakawan Penyelia :  
1.  Penata, golongan ruang III/c.  
2.  Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 
  
(3) Jenjang jabatan Pustakawan tingkat ahli dari yang terendah sampai 
dengan yang tertinggi, adalah :  
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a.  Pustakawan Pertama.  
b.  Pustakawan Muda.  
c.  Pustakawan Madya.   
d.  Pustakawan Utama. 
  
(4) Jenjang pangkat Pustakawan sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai 
jenjang jabatan, adalah :  
a.  Pustakawan Pertama :  
1.  Penata Muda, golongan III/a.  
2.  Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 
  
b.  Pustakawan Muda :  
1.  Penata, golongan III/c.  
2.  Penata Tingkat I, golongan ruang III/d 
  
c.  Pustakawan Madya :  
1.  Pembina, golongan IV/a.  
2.  Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.  




d.  Pustakawan Utama :  
1.  Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.  
2.  Pembina Utama, golongan ruang IV/e  
   
BAB V 
RINCIAN KEGIATAN DAN  UNSUR  YANG  DINILAI   DALAM 
PEMBERIAN ANGKA KREDIT 
 Pasal 7 
 (1) Rincian kegiatan Pustakawan tingkat terampil sesuai dengan jenjang 
jabatan, sebagai berikut :  
a.  Pustakawan Pelaksana, yaitu:  
1.   Menghimpun alat seleksi bahan pustaka;  
2.   Melakukan survei bahan pustaka;  
3.   Membuat dan menyusun desiderata;  
4.   Meregistrasi bahan pustaka;  
5.   Melakukan verifikasi data bibliografi;  
6.   Melakukan katalogisasi sederhana; 
7.   Melakukan katalogisasi salinan;  
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8.   Mengalihkan data bibliografi secara manual;  
9.   Mengalihkan data bibliografi secara elektronis;  
10. Membuat kelengkapan bahan pustaka;  
11. Mengelola jajaran bahan pustaka;  
12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/ preventif;  
13. Merawat bahan pustaka dalam rangka penanganan/ treatment; 
14. Melakukan layanan sirkulasi;  
15. Melakukan layanan perpustakaan keliling;  
16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat; 
17. Mengumpulkan data untuk statistik;   
18. Melakukan publisitas.  
  
b.  Pustakawan Pelaksana Lanjutan. yaitu:  
1.   Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengembangan koleksi; 
2.   Mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai;  
3.   Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka penyiangan bahan 
pustaka;  
4.   Mengelola hasil penyiangan;  
5.   Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional 
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pengolahan bahan pustaka;  
6.   Melakukan klasifikasi sederhana;  
7.   Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog; 
8.   Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data; 
9.   Menyusun daftar tambahan pustaka;  
10. Membuat kliping;  
11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional 
penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; 
12. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka penyimpanan dan 
pelestarian;  
13. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu;  
14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku;  
15. Mengumpulkan  data  dalam  rangka  menyusun  rencana operasional 
layanan informasi;  
16. Melakukan layanan bahan pandang dengar;  
17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan;  
18. Melakukan bimbingan membaca;  
19. Melakukan cerita pada anak-anak;  
20. Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan;  
21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis;  
87 
 
22. Mengolah dan menyusun data statistik;  
23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional 
penyuluhan; 
24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional 
publisitas;  
25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur dan 
leaflet;  
26. Menyusun  materi  publisitas berbentuk poster/gambar peraga;  
27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pameran;  
28. Menyiapkan materi dan penataan pameran;   
29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran.  
 
c.  Pustakawan Penyelia, yaitu:   
1.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengembangan koleksi;  
2.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengolahan bahan pustaka;  
3.  Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;  
4.  Membuat anotasi;  
5.  Menyunting data bibliografi;  
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6.  Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;  
7.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;  
8.   Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan 
informasi;  
9.   Melakukan layanan rujukan cepat;  
10.  Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;  
11.  Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;  
12.  Membina kelompok pembaca;  
13.  Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas;  
14.  Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas;  
15.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
penyuluhan;  
16.  Melaksanakan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat 
bantu audio-visual tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi kepada pemakai perpustakaan;  
17.  Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu tentang kegunaan 
dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada 
pemakai perpustakaan;  
18.  Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang 
kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi 
kepada pemakai;  
19.  Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang pengembangan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada penyelenggara dan 
89 
 
pengelola perpustakaan tingkat kelompok;  
20.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
publisitas;  
21.  Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang dengar;  
22.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pameran;  
23.  Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran. 
   
(2)  Rincian  kegiatan  Pustakawan tingkat ahli sesuai dengan jenjang 
jabatan sebagai berikut :  
 a.   Pustakawan Pertama, yaitu :  
1.  Mengumpul data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengembangan koleksi;  
2.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengembangan koleksi;  
3.  Mengumpul data dalam rangka survei minat pemakai;  
4.  Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka evaluasi dan penyiangan 
koleksi;  
5.  Mengumpul data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengolahan bahan pustaka;  
6.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengolahan bahan pustaka;  
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7.  Melakukan klasifikasi yang bersifat sederhana;  
8.  Menentukan kata kunci;  
9.  Membuat sari karangan indikatif;  
10. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;  
11. Mengumpul data dalam rangka menyusun rencana operasional 
penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; 
12. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;  
13. Mengumpul data dalam rangka menyusun rencana operasional 
layanan informasi;  
14. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan 
informasi;  
15. Melakukan layanan rujukan cepat;  
16. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;  
17. Melakukan bimbingan membaca;  
18. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;  
19. Menyebarkan informasi terbaru/kjlat berbentuk lembar lepas;  
20. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas;  
21. Mengumpul data untuk dibuat analisis kepustakaan;  
22. Mengumpul data untuk informasi teknis;  
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23. Mengolah dan menyusun data statistik;  
24. Mengumpul data dalam rangka menyusun rencana operasional 
penyuluhan; 
25. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
penyuluhan;  
26. Menyusun materi penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi;  
27. Melakukan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat bantu 
audio visual;  
28. Melakukan penyuluhan massal tanpa alat bantu; 
29. Melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok;  
30. Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola 
perpustakaan tingkat kelompok;  
31. Mengumpul data dalam rangka menyusun rencana operasional 
publisitas;  
32. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
publisitas;  
33. Menyusun materi publisitas berbentuk cerpen, skenario, artikel;  
34. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur, leaflet ;  
35. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pameran;  




37. Menjadi pemandu dalam penyelenggaraan pameran;  
38. Mengumpul data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengkajian;  
39. Mengumpul data  untuk  pengkajian  yang bersifat sederhana;  
40. Mengumpul  data  hasil  penelitian  dalam  rangka menyusun rencana 
operasional pengembangan perpustakaan;  
41. Membuat prototip/model. 
   
b.  Pustakawan Muda, yaitu:  
1.  Menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan 
koleksi;  
2.  Membuat instrumen dalam rangka survei minat pemakai;  
3.  Mengolah dan menganalisis data dalam rangka survei minat pemakai;  
4.  Menyeleksi bahan pustaka;  
5.  Menetapkan hasil evaluasi dan penyiangan koleksi;  
6.  Menganalisis dan menyusun rencana operasional pengolahan bahan 
pustaka;  
7.  Menentukan tajuk subyek;  
8.  Melakukan klasifikasi yang bersifat kompleks;  
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9.  Membuat sari karangan informatif;  
10. Menyunting data bibliografi;  
11. Menganalisis dan menyusun rencana operasional penyimpanan dan 
pelestarian bahan pustaka;  
12. Menganalisis dan menyusun rencana operasional layanan informasi;  
13. Melakukan bimbingan pemakai sumber rujukan;  
14. Melakukan penelusuran literatur untuk penelitian dan atau penulisan 
ilmiah;  
15. Membina kelompok pembaca;  
16. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk paket informasi;  
17. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk paket informasi;  
18. Membuat resensi/tinjauan buku;  
19. Menyusun/menganalisis informasi teknis;  
20. Menganalisis dan menyusun rencana operasional penyuluhan;  
21. Melakukan identifikasi potensi wilayah dalam rangka penyuluhan;  
22. Mengolah hasil identifikasi potensi wilayah dalam rangka penyuluhan;  
23. Menyusun materi penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi;  
24. Melakukan penyuluhan masal tentang kegunaan dan pemanfaatan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai dengan cara 
memberikan penjelasan melalui TV dan radio;  
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25.  Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola tingkat 
Kabupaten;  
26.  Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang kegunaan dan 
pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat 
Kabupaten;  
27.  Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang  pengembangan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat Kabupaten;  
28.  Menganalisis dan menyusun rencana operasional publisitas;  
29.  Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang dengar;  
30.  Melakukan evaluasi paska publisitas;  
31.  Menganalisis dan menyusun rencana operasional pameran;  
32.  Membuat rancangan desain pameran;  
33.  Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pameran;  
34.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengkajian;  
35.  Menyusun instrumen dalam rangka pengkajian yang bersifat 
sederhana;  
36.  Mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana;  
37.  Menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat sederhana;  
38.  Mengumpul data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;  
39.  Mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;  
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40.  Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional 
pengembangan perpustakaan;  
41.  Melakukan uji coba prototip/model.  
  
c.  Pustakawan Madya, yaitu:  
1.  Menyusun tinjauan kepustakaan (review);  
2.  Menjadi penanggung jawab/editor dalam pemberian informasi teknis;  
3.  Menyusun program intervensi pengembangan perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi;  
4.  Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola tingkat 
Propinsi;  
5.  Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang kegunaan dan 
pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat Propinsi;  
6.  Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang pengembangan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat Propinsi;  
7.  Melakukan evaluasi paska pameran;  
8.  Menganalisis dan menyusun rencana operasional dalam rangka 
pelaksanaan pengkajian;  
9.  Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat 
sederhana;  




11. Menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat kompleks;  
12. Menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan 
perpustakaan;  
13. Menyusun desain prototip/model;  
14. Mengevaluasi dan menyempurnakan prototip/model;  
15. Membuat analisis/kritik karya kepustakawanan;  
  
d.  Pustakawan Utama, yaitu:  
1.   Menjadi penanggung jawab dalam pembuatan tinjauan kepustakaan 
(review);  
2.   Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola 
perpustakaan tingkat Nasional;  
3.   Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang kegunaan dan 
pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat. Nasional;  
4.   Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang pengembangan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat Nasional;  
5.   Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat 
kompleks;  
6.   Menyempurnakan karya dalam rangka membuat analisis/kritik 
terhadap kepustakawanan;  





(3) Pustakawan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan 
penunjang tugas Pustakawan diberikan nilai angka kredit sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran I bagi Pustakawan tingkat terampil dan 
Lampiran II bagi Pustakawan tingkat ahli.  
Pasal 8 
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Pustakawan 
yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
dan (2), Pustakawan yang satu tingkat di atas .atau satu tingkat di bawah 
jenjang jabatan dimaksud dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan 
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.  
Pasal  9 
Penilaian angka kredit Pustakawan yang melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa! 8, ditetapkan sebagai berikut: 
a.      Pustakawan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, 
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh 
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan II .  
b.      Pustakawan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, 
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari 
setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II  
   
Pasal 10  




a.   Unsur utama.  
b.   Unsur penunjang.  
  
(2)  Unsur utama terdiri dari .  
a.   Pendidikan.  
b.   Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber 
informasi.  
c.   Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.  
d.   Pengkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan 
informasi.  
e.   Pengembangan profesi.  
  
(3) Unsur  penunjang,  adalah  kegiatan yang mendukung pelaksanaan 
tugas Pustakawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f. 
(4)   Rincian  kegiatan  Pustakawan dan angka kredit dari masing- masing 
unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut 
pada : 
a.   Pustakawan tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran I 






(1).    Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh 
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan 
kenaikan jabatan/pangkat Pustakawan tingkat terampil adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan bagi Pustakawan tingkat 
ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan ketentuan 
:  
a.  Sekurang - kurangnya 80% (delapan puluh persen ) angka kredit 
berasal dari unsur utama.  
b.  Sebanyak - banyaknya 20% ( dua puluh persen ) angka kredit berasal 
dari unsur penunjang.  
  
(2).    Pustakawan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pustakawan Utama, 
golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi. 
(3).    Pustakawan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang 
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, 
kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat berikutnya. 
(4).    Pustakawan yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan 
jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang 
didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka 
kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh) persen dari jumlah angka 
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat 
lebih tinggi berasal dari kegiatan kepustakawanan dan/atau 
pengembangan profesi. 
(5).    Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 
Ill/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan 
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mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari 
kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi.  
(6).    Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, 
setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan 
mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari 
kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi.  
  
Pasal 12 
 (1)  Pustakawan   yang   secara  bersama-sama  membuat karya 
tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan, pembagian angka kreditnya 
ditetapkan sebagai berikut :  
a.  60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama  
b.  40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. 
 
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.  
  
BAB  VI 
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 
Pasal 13 
 (1).    Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap 
Pustakawan diwajibkan mencatat atau menginventarisasi seluruh kegiatan 
yang dilakukan.  
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(2).    Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah 
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara 
hirarkhi Pustakawan dapat  mengajukan usul penilaian dan penetapan 
angka kredit. 
(3).    Penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan dilakukan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) 
bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.  
  
Pasal 14 
(1)      Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :  
a.      Kepala Perpustakaan Nasional RI bagi Pustakawan Madya dan 
Pustakawan Utama di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dan Instansi 
lainnya. 
b.      Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen atau pejabat lain satu tingkat lebih rendah yang ditunjuk 
olehnya, bagi Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia 
dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda di lingkungan 
instansi masing-masing.  
c.      Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau pejabat lain satu tingkat 
lebih rendah yang ditunjuk olehnya, bagi Pustakawan Pelaksana sampai 
dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan 
Pustakawan Muda di lingkungan Pemerintah Propinsi.  
d.      Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain 
satu tingkat lebih rendah yang ditunjuk olehnya, bagi Pustakawan 
Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama 




e.      Rektor, Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik atau 
pejabat lain satu tingkat lebih rendah yang ditunjuk olehnya, bagi 
Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan 
Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda di lingkungan 
Perguruan Tinggi. 
  
(2).    Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dibantu oleh :  
a.      Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Pusat bagi Kepala 
Perpustakaan Nasional RI yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.  
 b.      Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Instansi bagi Menteri/Jaksa 
Agung/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.  
c.      Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Propinsi bagi Gubernur 
Kepala Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.  
 d.      Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Kabupaten/Kota bagi 
Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya 
disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.  
 e.      Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Universitas/lnstitut, Sekolah 
Tinggi/Akademi/Politeknik bagi Rektor, Ketua Sekolah Tinggi/Direktur 






 (1)  Anggota  Tim  Penilai  Jabatan  Pustakawan adalah Pustakawan 
dengan susunan sebagai berikut:  
a.      Seorang Ketua merangkap anggota.  
b.      Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.  
c.      Seorang Sekretaris merangkap anggota.  
d.      Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.  
 
(2)  Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh :  
a.      Kepala Perpustakaan Nasional RI untuk Tim Penilai Pusat.  
b.      Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 
Tertinggi/ Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen untuk Tim Penilai Instansi.  
c.      Gubernur Kepala Daerah Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.  
d.      Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim 
Penilai Kabupaten/Kota.  
e.      Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/ Direktur Akademi/ Politeknik 
untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi.  
  
(3).    Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Pustakawan, adalah:  
a.      Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ 
pangkat Pustakawan yang dinilai.  
b.      Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja 
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Pustakawan; dan  
c.      Dapat aktif melakukan penilaian.  
  
(4).    Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) 
tidak dapat dipenuhi dari Pustakawan, maka anggota Tim Penilai dapat 
diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk 
menilai prestasi kerja Pustakawan.  
(5).    Masa jabatan Tim Penilai, adalah 3 (tiga) tahun.  
(6).    Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena ketentuan 
anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit 
Pustakawan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai 
Kabupaten/Kota, Tim Penilai Perguruan Tinggi yang terdekat atau 
kepada Tim Penilai di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.  
  
Pasal 16 
(1).    Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai daiam 
2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah 
melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.  
(2).    Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim 
Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.  
 
Pasal 17 
Tata  Kerja  dan  tata  cara penilaian Tim Penilai Pustakawan ditetapkan 
oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI selaku Pimpinan Instansi Pembina 
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Jabatan Pustakawan.  
  
Pasal 18 
Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :  
a.         Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk 
olehnya kepada Kepala  Perpustakaan  Nasional RI untuk penetapan 
angka kredit Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama.  
  
b.         Sekretaris Jenderal Departemen, Jaksa Agung Muda Bidang 
Pembinaan pada Kejaksaan Agung, Kepala unit kerja setingkat eselon II 
yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian pada Lembaga 
Pemerintah Non Departemen atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya 
kepada Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk 
penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan 
Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan 
Pustakawan Muda di lingkungan masing-masing.  
  
c.         Kepala unit kerja setingkat eselon II yang bertanggung jawab di 
bidang kepegawaian kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi untuk 
penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan 
Pustakawan Penyelia dan  Pustakawan  Pertama sampai dengan 
Pustakawan Muda di lingkungan masing-masing.  
  
d.         Kepala unit kerja minimal setingkat eselon III yang bertanggung 
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jawab di bidang kepegawaian kepada Bupati/Walikota untuk penetapan 
angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia 




a.         Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, 
digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat 
Pustakawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b.         Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Pustakawan yang 
bersangkutan.  
 
BAB  VII 
PEJABAT  YANG  BERWENANG  MENGANGKAT  DAN 
MEMBERHENTIKAN  DALAM  DAN  DARI  JABATAN 
Pasal 20 
Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan:: Pegawai 
Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pustakawarl adalah Pejabat Pembina 
Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
  
BAB  VIII 




(1)     Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan tingkat 
terampil, adalah : 
a.      Berijazah serendah-rendahnya Diploma II Perpustakaan 
Dokumentasi dan Informasi atau Diploma bidang lain;  
b.      Bagi Diploma II bidang lain harus mengikuti pelatihan 
kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan 
Nasional RI; 
c.      Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, 
golongan ruang Il/b; 
d.      Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi 
sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;  
e.      Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.  
  
(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan tingkat 
ahli, adalah :  
a.      Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1) Perpustakaan, 
Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain;  
b.      Bagi Sarjana bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan 
dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI.  
c.      Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan 
ruang III/a;  
d.      Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi 
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sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;  
e.      Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.  
  
(3) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Pustakawan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala 
Perpustakaan Nasional RI.  
  
Pasal 22 
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan 
dalam jabatan Pustakawan harus pula:  
a.      Berdasarkan kepada formasi jabatan Pustakawan yang ditetapkan 
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; dan  
b.      Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk 
jenjang iabatan/pangkatnva.  
  
Pasal 23 
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan 
Pustakawan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :  
a.      Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 
22;  
b.      Memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan sekurang - 
kurangnya 2 (dua) tahun; dan  
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c.      Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia 
pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.  
  
(2)  Pangkat    yang    ditetapkan    bagi   Pegawai   Negeri   Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang 
dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka 
kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.  
  
Pasal 24 
Pustakawan tingkat terampil yang memperoleh ijasah  Sarjana/Diploma 
IV dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan tingkat ahli, apabila :  
a.         Ijasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan 
untuk jabatan Pustakawan tingkat ahli;  
b.         Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk 
Pustakawan tingkat ahli; dan  
c.         Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk 
jabatan/pangkat yang didudukinya.  
  
BAB  IX 
PEMBEBASAN  SEMENTARA,  PENGANGKATAN  KEMBALI  
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 
Pasal 25 
(1).       Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, 
golongan ruang Il/b sampai dengan Pustakawan Penyelia pangkat Penata, 
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golongan ruang III/c dan Pustakawan Pertama, pangkat Penata Muda, 
golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Utama, pangkat 
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari 
jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki 
jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk 
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 
(2).       Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 
III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam  setiap tahun 
sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan 
kepustakawanan dan atau pengembangan profesi.  
(3).       Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang 
IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam setiap tahun 
sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan 
kepustakawanan dan atau pengembangan profesi.  
(4).       Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat 
(1) ayat (2), dan ayat (3), Pustakawan juga dibebaskan sementara dari 
jabatannya, apabila :  
a.      Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa 
penurunan pangkat;  
b.      Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;  
c.      Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pustakawan;  
d.      Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau  





(1).       Pustakawan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam 
jabatan Pustakawan.   
(2).       Pengangkatan kembali dalam jabatan Pustakawan  sebagaimana 
dimaksud ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang 
dimilikinya dan dari prestasi di bidang kepustakawanan yang diperoleh 
selama tidak menduduki jabatan Pustakawan.   
 
Pasal 27 
Pustakawan diberhentikan dari jabatannya, apabila :  
a.         Dalam  jangka  waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara  
dari  jabatannya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 25 ayat (1), tidak 
dapat mengumpulkan  angka  kredit yang ditentukan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;  
b.         Dalam  jangka  waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara  
dari  jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  ayat (2) dan ayat 
(3), tidak dapat mengumpulkan angka  kredit  yang  ditentukan;  atau  
c.         Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai 








Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, 
membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan 
Pustakawan yang ditetapkan sebeium Keputusan ini ditetapkan, 
dinyatakan tetap berlaku.  
  
Pasal  29 
Prestasi kerja Pustakawan yang telah dilakukan Pustakawan sampai 
dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai 
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 33/MENPAN/1998.  
  
BAB XI 
KETENTUAN LAIN - LAIN 
Pasal 30 
(1).       Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang 
jabatan Pustakawan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33/MENPAN/1998, 
disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.  
(2).       Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan 
kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir.  
  
Pasal 31 
Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah 
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pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pustakawan dapat 
dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang 
memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.  
 
Pasal 32 
Pustakawan yang mendapat penghargaan sebagai Pustakawan Teladan, 
diberi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan 
sebagai berikut :  
a.            50 % (lima puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan 
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang dihargai sepenuhnya sebagai 
angka kredit dari unsur penunjang bagi Pustakawan Teladan Tingkat 
Nasional juara I; 
b.            37,5 % (tiga puluh tujuh setengah persen ) dari angka kredit 
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang dihargai 
sepenuhnya sebagai angka kredit dari unsur penunjang bagi Pustakawan 
Teladan Tingkat Propinsi Juara I;  
c.            25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit untuk kenaikan 
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang dihargai sepenuhnya sebagai 
angka kredit dari unsur penunjang bagi Pustakawan Teladan Tingkat 
Kabupaten/Kota Juara I.  
  
BAB  XII 
P E N U T U P 
Pasal 33 
Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok 
kepustakawanan sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai 
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lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.  
 
Pasal 34 
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33/MENPAN/1998 tentang, 
Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku.  
 
Pasal 35 
Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.  
  
Pasal 36 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di  :   J a k a r t a  




Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang dalam pengertian 
sederhana dapat dimaknai sebagai dokumen tercetak yang berisi tulisan 
lalu dijilid menjadi satu kitab atau mushaf. Sebagian orang menyebutkan 
bahwa sebuah dokumen tercetak dapat disebut sebagai bahan pustaka jika 
minimal memiliki 48 jumlah. Kata pustaka sendiri berasal dari bahasa 
Sansekerta yang merupakan terjemahan dari kata kitab (Arab) dan bible 
(Yunani). Kepustakaan adalah seluruh bahan tercetak maupun tidak 
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tercetak yang digunakan untuk menyusun sebuah karya tulis, seperti 
makalah, jurnal, skripsi, tesis, desertasi dan lain sebagainya. Pustakawan 
adalah profesi dalam bidang perpustakaan yang di Indonesia 
dipersyaratkan memiliki ijazah minimal Diploma 2 dalam bidang 
perpustakaan. Sementara kepustakawanan adalah segala hal yang 
berhubungan dengan pengembangan perpustakaan yang dilakukan oleh 
profesi pustakawan itu sendiri. 
Jenis pekerjaan di ruang lingkup perpustakaan masih terdiri dari 
pekerjaan keahlian dan teknisi, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang 
mengharuskan untuk memberi predikat kepada seluruh pekerja yang 
beraktifitas di perpustakaan sebagai pustakawan. Pustakawan ke depan 
harus memilih dan menentukan spesialisasi kinerjanya, apakah berada di 
ruang keahlian atau lebih memilih untuk menjadi tenaga teknis. Jika 
pustakawan cenderung memilih untuk berada pada jalur teknis, maka para 
penentu kebijakan utama di perpustakaan seharusnya bukanlah berasal 
dari profesi pustakawan sebab yang dapat menentukan kebijakan utama 
adalah para tenaga ahli. Sebaliknya, jika para pustakawan selanjutnya lebih 
memilih untuk menjadi tenaga ahli, maka seluruh kegiatan teknis di 
perpustakaan tidak boleh lagi dikerjakan secara langsung oleh para 
pustakawan. Kegiatan teknis tersebut harus dikerjakan oleh profesi-
profesi teknis yang juga berkaitan erat dengan manajemen dan organisasi 
perpustakaan, seperti katalogis, klasifier, Bibliografer, dan lain sebagainya.  
Setiap profesi mutlak memiliki sebuah organisasi profesi yang 
bertugas untuk mengatur standar kerja organisasi profesi itu sendiri. 
Organisasi profesi pustakawan yang pertama lahir di Amerika pada tahun 
1876 dan diberi nama American Library Association (ALA). Kongres 
pertama yang sekaligus sebagai awal pembentukannya (6 Oktober 1876) 
turut dihadiri oleh Kossuth Melville Dewey yang selanjutnya dikenal 
sebagai penemu sistem klasifikasi persepuluhan atau yang lebih familiar 
dengan istilah DDC (Dewey Decimal Classification). Berdirinya ALA 
mendorong lahirnya organisasi-organisasi profesi yang lain di beberapa 
Negara bagian di Amerika, misalnya South East Regional Library Association, 
Music Library Association, Special Library Association, Association of College and 
Research Libraries dan lain sebagainya. Kongres Pustakawan Seluruh 
Indonesia pada tanggal 5-7 Juli 1973 yang bertempat di Ciawi-Bogor 
menghasilkan sebuah keputusan untuk melebur semua organisasi profesi 
dalam bidang perpustakaan menjadi satu lembaga induk dengan nama 
Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Organisasi profesi IPI inilah yang 
sampai hari ini menjadi lembaga induk seluruh pustakawan di Indonesia. 
Setiap organisasi memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, 
namun pada prinsipnya struktur organisasi hanya terdiri dari 3 model saja, 
yakni model horisontal, vertikal dan kompilasi. Sementara secara garis 
besar perpustakaan memiliki tugas pokok sebagai organisasi penyedia 
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layanan temu kembali informasi dan memiliki beberapa fungsi seperti; 
pendidikan, informatif, sejarah, sosial, budaya, komunikasi, rekreasi, 
pluralitas, spiritual, meditative dan konseling. 
Peraturan awal tentang perpustakaan lahir ketika diberlakukannya 
aturan tentang deposit (simpan) seluruh dokumen tercetak berupa 
himbauan Raja Mesir kuno Ptolemi I (323 SM) yang  mengharuskan 
seluruh dokumen tercetak yang asli untuk disimpan di Bibliotheca 
Alexandrina Egypt (Perpustakaan Iskandariah) dan dijadikan sebagai 
koleksi miliki istana. Beberapa peraturan tentang perpustakaan di berbagai 
tempat selanjutnya bermunculan yang disesuaikan dengan kebutuhan visi, 
misi dan tujuan perpustakaan yang berbeda-beda. Perbedaan yang paling 
signifikan sebetulnya hanya terjadi di beberapa perpustakaan khusus, 
sebab kekhususan yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut menyebabkan 
tugas pokok dan fungsi yang juga akan ikut menjadi sesuatu yang khusus 
pula. 
Jaringan kerjasama juga harus dilandasi kepada beberapa nilai 
pokok, seperti kejujuran (honestly), hubungan antar pribadi (unterpersonal), 
saling percaya (trusty), pemberdayaan (empowerment) dan kemitraan 
(alignment). Prinsip dasar kerjasama adalah saling menguntungkan. Pada 
prinsipnya jaringan kerjasama perpustakaan terdiri atas 3 model, yakni 
sentralisasi, desentralisasi dan gabungan. 
Kode etik merupakan sebuah pedoman tertulis yang disepakati 
oleh seluruh komunitas. Kode etik pustakawan Indonesia telah disusun 
dan disepakati oleh IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) adalah aturan 
tentang hak dan kewajiban beserta sanksi untuk setiap pelanggaran yang 
dilakukan dalam profesi pustakawan di Indonesia. Kode etik pustakawan 
bertujuan untuk mengatur kinerja pustakawan, hubungan antar 
pustakawan, hubungan dengan pemustaka serta sejumlah unsur yang 
berhubungan dengan profesi pustakawan itu sendiri. Kode etik 
merupakan pedoman atau standar kinerja pustakawan dalam memberikan 
layanan di perpustakaan yang akan sulit dievaluasi jika pedoman tersebut 
hanya dalam bentuk satuan moral tanpa ada kesepakatan yang dibuat 
secara tertulis dan disepakati oleh seluruh anggota komunitas.  
TES FORMATIF 
1. Jelaskan dengan ringkas tentang perpustakaan dan 
kepustakawanan ? 
2. Mengapa perpustakaan harus memiliki struktur organisasi ? 
3. Sebutkan tugas pokok dan fungsi perpustakaan ? 
4. Untuk apa dibuat aturan hukum dalam ruang lingkup kerja 
perpustakaan ? 
5. Sebutkan berapa model jaringan kerjasama perpustakaan dan 
jelaskan ? 
6. Mengapa pustakawan membutuhkan kode etik ? 
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ل مهَّ ََََّّّّوهعه ا ءهَّٱءهادهمه ۡسمه
ه
مَََّّّۡۡۡل هح رهضه َّعه ثحم  اَّ ََُّّكح هه ه ةِٱَّلَعه َٰٓئِكه له ۢنِبَََّّّلۡمه
ه
أ َّ اله قه إِنَّ حفه َّله ءَِّ َٰٓؤح هه ا ءَِّ ۡسمه
ه
بِأ وِِنَّ
َّ َِٰدقِيه نتحۡمَّصه ٣١ََّّكح
 
Dia mengajar Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya 
kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda 
itu jika kamu! (Tafsir al-Misbah, QS. al-Baqarah : 31). 
Ayat di atas menjelaskan identifikasi benda (koleksi) sudah 
diajarkan kepada Nabi Adam as. sebagai salah satu cara Tuhan untuk 
merespon pertanyaan para malaikat yang sekaligus menjadi eksistensi ke-
khalifahan manusia (Adam as.). Kemampuan menjelaskan benda beserta 
seluruh fungsinya merupakan tradisi manusia yang berlanjut sampai hari 
ini. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap kegemaran manusia untuk 
mengumpulkan berbagai benda sebagai koleksi. 
Semua anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas 
dan layanan perpustakaan. Walaupun di beberapa perpustakaan yang 
menerapkan model layanan terbatas, masyarakat yang non-anggota 
perpustakaan tetap diperkenankan memanfaatkan layanan perpustakaan, 
namun terbatas untuk beberapa layanan saja. Pengguna non-anggota 
tersebut baru dapat menikmati seluruh layanan perpustakaan setelah 
memenuhi syarat administrasi keanggotaan sebuah perpustakaan. 
Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang dapat berfungsi 
secara optimal dalam hal penyediaan berbagai koleksi. Kelengkapan 
koleksi perpustakaan menjadi salah satu kunci tercapainya layanan yang 
bermutu. Sementara perpustakaan yang memiliki koleksi terbatas 
(kurang), akan mengalami persoalan dalam hal peningkatan mutu 
layanannya. Koleksi perpustakaan merupakan salah satu faktor utama 
dalam manajemen layanan perpustakaan. Menurut buku Pedoman 
Pembinaan Koleksi dan Pengetahuan Literature (1998), koleksi 
perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan 
disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan 
pengguna akan informasi. Salah satu contoh koleksi perpustakaan adalah 
koleksi perpustakaan sekolah yang dijelaskan dalam Standar Nasional 
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Indonesia (SNI) 7329:2009 sebagai materi perpustakaan yang 
dikumpulkan, diolah, disimpan, ditemukembali dan didayagunakan bagi 
pemustaka untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pembelajaran.  
 
Secara sederhana, koleksi perpustakaan dapat dibedakan menjadi 
2 jenis, yakni: 
1. Koleksi Umum 
Koleksi ini tersimpan dalam rak secara terbuka dan dapat langsung 
diambil oleh pemustaka untuk dibaca di ruang perpustakaan atau 
dipinjamkan. Bagi sebagian pemustaka yang masih belum mandiri 
dalam melakukan proses penelusuran informasi secara langsung tetap 
dapat meminta proses pendampingan penelusuran kepada 
pustakawan. Koleksi umum sebagian besar berbentuk buku, tersusun 
menurut sistem klasifikasi yang telah ditentukan yang akan 
memudahkan setiap pemustaka melakukan penelusuran kembali 
secara efektif dan efisien. 
2. Koleksi Khusus 
Merupakan koleksi yang mendapat perlakuan khsusus sebab 
dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai lebih dibandingkan 
dengan koleksi lain yang ada di dalam perpustakaan. Koleksi khusus 
tiap-tiap perpustakaan berbeda-beda jenis dan bentuknya. Koleksi 
khusus tidak dibatasi oleh bentuk fisiknya semata, sebab bisa saja 
koleksi khusus di satu perpustakaan justru menjadi koleksi umum di 
perpustakaan yang lainnya. Beberapa contoh koleksi khusus di 
perpustakaan perguruan tinggi, misalnya skripsi, tesis, disertasi, 
laporan penelitian dan beberapa koleksi khusus lainnya. Kekhususan 
koleksi ini menimbulkan konsekuensi penyediaan ruangan khusus di 
perpustakaan yang mengelola koleksi khusus itu sendiri. 
Koleksi perpustakaan juga dapat dibedakan berdasarkan 
perspektif content (isi) dan context (fisik). Dari segi content koleksi 
perpustakaan terbagi atas: 
1. Koleksi tercetak, seperti buku, majalah, karya tulis, jurnal, surat kabar, 
buletin, atlas, brosur, peta dan sebagainya 
2. Koleksi tidak tercetak, seperti CD (compact disc), flashdisk, memory, disket, 
kaset, radio, televisi, Film Slide Projector, Filmstrip Projector, Video 
Tipe Recorder, Overhead Projector serta beberapa alat-alat 




Sementara dari segi context, koleksi perpustakaan dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Bahan fiksi, seperti novel dan komik 
2. Bahan non-fiksi, seperti biografi, kamus, buku referensi, ensiklopedi, 
majalah, jurnal, karya ilmiah dan surat kabar. 
 
Walaupun menurut Surat Keputusan Menpan No. 18 Tahun 
1988, perpustakaan adalah suatu unit kerja yang sekurang-kurangnya 
memiliki 1.000 judul koleksi bahan pustaka atau 2.500 eksamplar dan 
dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang, sampai saat ini 
ketentuan tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh beberapa 
perpustakaan yang memiliki sumber daya dan koleksi yang terbatas. 
Sebagai gambaran pembanding adalah ketentuan yang ditetapkan oleh 
Perpustakaan Nasional (1992) tentang tersedianya koleksi dasar yang 
dibebankan kepada seluruh perpustakaan perpustakaan sekolah dengan 
perbandingan 10 judul buku untuk satu orang siswa. Aturan tentang 
koleksi dasar ini diharapkan untuk dapat disusun dan dievaluasi setiap 5 
tahun sekali. Koleksi dasar perpustakaan sekolah merupakan 50% dari 
jumlah koleksi minimal yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun 
waktu 10 tahun ke depan.  
Setelah menyediakan koleksi dasar, perpustakaan sekolah 
selanjutnya dituntut untuk menyiapkan koleksi tambahan dengan besaran 
yang beragam yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing 
perpustakaan. Tersedianya koleksi dasar dan koleksi tambahan 
diharapkan menjadi bahan evaluasi seluruh perpustakaan untuk mencapai 




PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI 
 
َِِّفََّّ لُّبهكه تهقه ِجِدينهَّٱوه َٰ ٢١٩َََّّّلس 
 
dan kegiatan-kegiatanmu di antara orang-orang yang sujud (Tafsir al-Misbah, QS. 
026. Asy-Syu'ara' : 219). 
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Kata takalluba dalam ayat di atas bermakna kegiatan-kegiatan yang 
identik dengan perubahan gerak. Sebuah perubahan gerak dapat dijadikan 
sebagai simbol perubahan yang lebih besar dalam seluruh konteks 
kehidupan. Perubahan dalam sebuah organisasi penyedia layanan 
informasi seperti perpustakaan dapat juga dimaknai sebagai upaya untuk 
merubah layanan dan koleksi dengan cara pengadaan dan pengembangan. 
Pengadaan koleksi adalah upaya yang dilakukan oleh manajemen 
perpustakaan untuk menyiapkan atau menambah koleksi, baik tercetak 
maupun yang tidak tercetak untuk memenuhi kebutuhan data dan 
informasi para pemustaka. Pengadaan koleksi harus berdasarkan analisis 
kebutuhan pemustaka. Tanpa analisis sebelumnya, maka koleksi yang 
tersedia hanya akan menjadi koleksi pelengkap dengan kuantitas aksesnya 
sangat rendah atau bahkan tidak pernah terakses sama sekali. Analisis 
kebutuhan pemustaka dapat dilakukan dengan cara yang terstruktur 
maupun secara tidak terstruktur. Cara analisis yang terstruktur misalnya 
melalui daftar isian (angket) yang diberikan kepada responden dengan 
cara penarikan sampel dari populasi pemustaka yang dilakukan secara 
baik dan benar. Sementara cara analisis yang tidak terstruktur adalah 
dengan komunikasi secara intens yang dilakukan kepada para pemustaka.  
Proses awal pengadaan koleksi sebaiknya juga 
mempertimbangkan faktor latar belakang pemustaka, seperti budaya, 
persepsi, ekonomi, pendidikan, minat dan sebagainya. Walaupun hasil 
analisis merupakan respon yang berasal dari pemustaka secara langsung, 
namun penentuan akhir pengadaan koleksi tetap akan ditentukan oleh 
penentu kebijakan yakni manajemen perpustakaan yang sangat 
dipengaruhi oleh keputusan kepala perpustakaan itu sendiri. Seorang 
kepala perpustakaan harus memahami konsep manajerial yang baik 
sebelum menentukan kebijakan pengadaan koleksi. Kepala perpustakaan 
sudah harus punya pemahaman yang baik tentang kondisi internal dan 
faktor eksternal yang mungkin dapat menjadi resiko proses pengadaan 
koleksi tersebut.  
Pengadaan koleksi dilakukan dengan mempertimbangkan 
beberapa faktor internal, seperti koleksi yang sudah ada, koleksi yang 
dibutuhkan pemustaka, anggaran perpustakaan, sumber daya manusia, 
serta sarana dan prasarana penunjang lain yang dimiliki oleh perpustakaan 
sekolah. Seorang kepala perpustakaan harus memiliki pengetahuan yang 
cukup untuk mengidentifikasi jenis koleksi, jumlah koleksi, ketersediaan 
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koleksi, alamat penerbit, harga, serta sejumlah hal lain yang berhubungan 
dengan koleksi yang akan diadakan tersebut. 
Setiap proses membutuhkan sebuah perencanaan yang baik. 
Perencanaan pengadaan koleksi sebaiknya dilakukan dengan 
memperhatikan beberapa pendekatan di bawah ini: 
1. Inventarisasi koleksi yang telah tersedia 
2. Membuat skala prioritas koleksi yang akan diadakan 
3. Mencari pedoman tentang tata cara pengadaan koleksi 
4. Mengakses data koleksi ke daftar bibliografi maupun katalog penerbit 
5. Melakukan kerjasama dengan subject specialist 
 
Sebagaimana yang sudah diutarakan di atas, analisis kebutuhan 
pemustaka merupakan faktor paling penting dalam membuat kebijakan 
pengadaan koleksi. Analisis kebutuhan pemustaka melalui metode dan 
alat ukur serta penentuan sampel dari populasi secara baik dan benar 
pulan akan menghasilkan akumulasi kebutuhan pemustaka yang 
berkorelasi tinggi dengan ketersediaan koleksi yang ada di sebuah 
perpustakaan. Korelasi antara kebutuhan pemustaka dengan ketersediaan 
koleksi akan berujung kepada peningkatan mutu layanan perpustakaan. 
Pengembangan koleksi perpustakaan mencakup semua kegiatan 
untuk menambah koleksi perpustakaan, baik secara kuantitas maupun 
kualitas koleksi itu sendiri. Pengembangan koleksi dapat dilakukan 
dengan berbagai metode, strategi dan pendekatan. Pengembangan koleksi 
harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dari koleksi 
yang akan dikembangkan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk 
mencapai tujuan perpustakaan itu sendiri.  
Beberapa contoh pendekatan dalam hal pengembangan koleksi 
antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Mempertimbangkan antara pengembangan content atau context 
2. Mempertimbangkan pengembangan koleksi pada aspek edukatif atau 
rekreatif 
3. Mempertimbangkan kualitas atau kuantitas 
4. Mempertimbangkan kebutuhan pemustaka 
5. Mempertimbangkan aspek budaya lokal 
 
Kebijakan pengembangan koleksi sebaiknya merujuk pada 
prinsip-prinsip pengembangan koleksi, yakni: 
1. Kebutuhan pemustaka 
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2. Kemampuan sumber daya 
3. Ketersediaan anggaran 
4. Ketersediaan sarana penyimpanan 
5. Relevansi 
6. Kelengkapan 
7. Kekinian (trend) 
 
Analisis kebutuhan pemustaka merupakan cara yang paling efektif 
untuk menentukan pengadaan dan pengembangan koleksi perpustakaan. 
Setelah mendapatkan hasil dari analisis kebutuhan pemustaka, pihak 
pengelola perpustakaan harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi 
kelebihan dan kekurangan koleksi yang akan diadakan. Selain itu, seorang 
kepala perpustakaan harus mampu melakukan improvisasi terhadap hasil 
abalisis kebutuhan pemustakanya. Kepala perpustakaan harus 
menindaklanjuti hasil analisis kebutuhan pemustakan dengan melakukan 
berbagai strategi di bawah ini: 
1. Melakukan selektifitas kebutuhan prioritas pemustaka.  
2. Menentukan kebutuhan pemustaka mayoritas 
3. Menentukan sistem pengadaan koleksi (membeli, meminjam atau 
sebagai hadiah) 
4. Memperhatikan faktor kearifan budaya lokal 
5. Mendeteksi jumlah pemustaka pasif dan aktif 
6. Memperhatikan kesesuaian koleksi dengan jenis layanan yang 
diberikan  
7. Mempertimbangkan ketersediaan anggaran perpustakaan 





وهَّ ِيٱََّّهح َََََّّّّّل  عهله َّٱجه ۡمسه وهَََّّّلش  َّ رهَّٱَِّضيها ءّٗ مه هحَََّّّلۡقه ره وهقهد  اَّ دهََََّّّّۥنحورّٗ ده عه وا َّ ِِلهۡعلهمح َّ نهازِله نِيهَّٱمه ِ َّلس 
َّۚۡٱَّوهَّ ابه ََّّۡۡلِسه لهقه اَّخه حَّٱمه َّبََِّّّلل 
َّإَِّل  َٰلِكه ِ َّٱَّذه ََّّۡۡلهق  لح ِ ص  َٰتَِّٱيحفه ََّّٓأۡليه ونه مح
ۡعله ۡومَّٖيه ٥ََّّلِقه
 
Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanNya 
manzilah-manzilah baginya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan 
perhitungan. Allah tidak menciptakan itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan 
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ayat-ayatNya kepada orang-orang yang mengetahui (Tafsir al-Misbah, QS. 
Yunus : 5). 
Sistem perhitungan sudah dianjurkan Tuhan sejak dahulu kala, 
seperti yang tertulis pada ayat di atas. Sebuah kalkulasi dengan cara 
identifikasi angka-angka merupakan sebuah cara yang baik untuk 
dipelajari demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Seluruh ilmu-ilmu 
eksak, pada awalnya merupakan kajian non-eksak yang melahirkan sebuah 
sistem hitungan (kuantifikasi) yang akhirnya menggiring ilmu-ilmu 
tersebut menjadi sebuah yang eksak, dalam kajian manusia. 
Sistem kuantifikasi juga dilakukan dalam dunia perpustakaan 
dengan digunakannya beberapa model klasifikasi sebagai sistem 
identifikasi subjek masing-masing koleksi yang ada dalam sebuah 
perpustakaan. Klasifikasi sendiri merupakan cara pengelompokan koleksi 
yang khas dengan memberi berbagai simbol sebagai identitas dari tiap-tiap 
koleksi yang ada. 
Perpustakaan yang ada di Indonesia saat ini memiliki bentuk dan 
karakteristik gedung yang beragam. Begitu pun dengan variasi dan jumlah 
koleksinya, seperti buku teks, buku rujukan, karya ilmiah, terbitan 
pemerintah, laporan-laporan, jurnal, media audio visual, CD-ROM dan 
sebagainya. Sistem penyusunan koleksi perpustakaan yang lebih dikenal 
dengan istilah klasifikasi juga masih menggunakan cara yang berbeda-
beda, seperti sistem Bliss, Brown atau Ranganathan. 
Klasifikasi berasal dari bahasa latin, yakni classis yang bermakna 
mengelompokkan benda yang sama dan memisahkan yang tidak sama. 
Secara sederhana, klasifikasi dapat dimaknai sebagai cara untuk 
mengelompokkan subjek-subjek tertentu ke dalam masing-masing 
kelompoknya dengan struktur yang tersusun secara sistematis. Klasifikasi 
dibuat untuk memudahkan user dalam mengidentifikasi serta menelusuri 
sebuah subjek yang ingin ditemukannya. 
Dalam konteks ilmu perpustakaan, klasifikasi merupakan sebuah 
penyususnan sistematik terhadap buku dan bahan pustaka lain, atau 
catalog, atau entri indeks berdasarkan subjek, dalam cara yang berguna 
bagi mereka yang membaca atau mencari informasi (Sulistyo-Basuki, 
1991). Artinya, selain berfungsi sebagai aturan penyusunan jajaran buku di 
rak, klasifikasi juga berfungsi sebagai sarana penyusunan entri bibliografis 




Selain bertujuan untuk memudahkan proses penelusuran 
informasi, klasifikasi juga bertujuan untuk mengoptimalkan sistem temu 
kembali informasi. Seluruh pustakawan dan pemustaka tentu akan 
mengalami kesulitan dalam melakukan penyimpanan kembali maupun 
penelusuran kembali jika setiap subjek dari koleksi yang ada tidak diberi 
identitas (penomoran) dalam bentuk klasifikasi. Sistem klasifikasi akan 
melahirkan urutan-urutan koleksi dan lokasi penyimpanan secara tepat 
serta membuat sebuah susunan koleksi menjadi lebih terstruktur dan 
sistematis.    
Dalam bagan klasifikasi akan ditemukan sebuah sistem symbol 
yang digunakan untuk menentukan kelas masing-masing subjek dari 
koleksi yang ada. Simbol yang disebut dengan notasi tersebut berfungsi 
sebagai penghubung antar subjek. Notasi dapat terdiri dari angka, huruf 
maupun simbol-simbol lainnya. Contoh beberapa notasi yang digunakan 
saat ini, misalnya  Library of Congres Classification yang menggunakan 
gabungan angka dan huruf, sementara Dewey Decimal Classification  
menggunakan simbol angka. Beberapa perpustakaan yang lain juga 
menggunakan  beberapa simbol notasi yang lain seperti warna, gambar, 
logo dan sebagainya.  
Sebagian besar perpustakaan di dunia saat ini cenderung masih 
memilih untuk menggunakan sistem Klasifikasi Persepuluhan Dewey 
yang lebih familiar dengan istilah Dewey Decimal Classification (DDC). 
Sistem klasifikasi DDC diatur berdasarkan kelompok subjek bidang 
ilmunya, seperti yang tertera di bawah ini : 
000  KARYA UMUM 
100 FILSAFAT 
200 AGAMA 
300 ILMU-ILMU SOSIAL 
400 BAHASA 
500 ILMU-ILMU MURNI 
600 ILMU-ILMU TERAPAN 
700 KESENIAN 
800 KESUSASTERAAN 
900 GEOGRAFI UMUM DAN SEJARAH 
 
Selanjutnya, sistem klasifikasi yang dibuat oleh Melvil Dewey 
tersebut disebut sebagai kelas utama dengan membagi bidang keilmuan 
menjadi 10 subjek dalam kelas utama. Selanjutnya, kelas utama tersebut 
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dapat dibagi menjadi 10 divisi. Divisi ditandai dengan angka kedua di 




420 BAHASA INGGRIS 
430 BAHASA JERMAN 
440 BAHASA PRANCIS 
450 BAHASA ITALIA 
460 BAHASA-BAHASA SPANYOL 
470 BAHASA LATIN 
480 BAHASA YUNANI KLASIK 
490 BAHASA-BAHASA LAIN 
 
Sistem klasifikasi DDC selanjutnya membagi lagi setiap divisi 
menjadi beberapa seksi, misalnya : 
490 BAHASA-BAHASA LAIN 
491 BAHASA-BAHASA INDO EROPA TIMUR 
492 BAHASA AFRO ASIA 
493 BAHASA HAMITS DAN CHAD 
494 BAHASA-BAHASA URAL ALTAIK, PALEOSIBERIA, 
DRAVIDA,  
495 BAHASA SINO-TIBETAN dan lain-lain dari Timur, ASIA 
TENGGARA 
496 BAHASA- BAHASA AFRIKA 
497 BAHASA-BAHASA PRIBUMI AMERIKA UTARA 
498 BAHASA-BAHASA PRIBUMI AMERIKA SELATAN 
499 BAHASA-BAHASA LAIN 
 
Kemudian setiap seksi dapat diurai menjadi sub seksi, misalnya 
499.221 BAHASA INDONESIA. 
 
Selanjutnya pula, pada setiap sistem klasifikasi DDC dikenal 
istilah indeks relatif yang merupakan sebuah daftar istilah yang tersusu 
secara alphabetical dan mengacu kepada nomor kelas dalam bagan 
klasifikasi. Contoh indeks relative antara lain adalah ; 
370  PENDIDIKAN 
371.2  ADMINISTRASI 
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370.19  ASPEK SOSIAL 
370.1  ETIKA 
 
Selain membagi setiap subjek bidang ilmu pengetahuan ke dalam 
10 kelas utama, DDC juga memiliki sarana lain dalam membagi subjek-
subjek ilmu pengetahuan, yakni tabel. Ada 7 tabel tambahan yang 
berfungsi sebagai mnemonics (angka identitas) dalam sistem klasifikasi 
DDC. Salah satu contoh dari tabel tersebut adalah tabel subdivisi standar, 
seperti yang tertera di bawah ini : 
-01 FILSAFAT DAN TEORI 
-02 BUNGA RAMPAI 
-03 KAMUS, ENSIKLOPEDI 
-04 UMUM KHUSUS 
-05 SENI, PUBLIKASI BERKALA 
-06 ORGANISASI 
-07 STUDI DAN PENGAJARAN 
-08 KUMPULAN KOLEKSI 





دَّۡ لهقه ََّّوه ۡومَّٖيحۡؤِمنحونه َّل ِقه رهۡۡحهةّٗ ىَّوه دّٗ َِّعلٍۡمَّهح َٰ ه َٰهحَّلَعه لۡنه َٰٖبَّفهص  مَّبِِكته َٰهح ٥٢ََِّّجئۡنه
 
 
Dan Sesungguhnya, Kami benar-benar telah mendatangkan kepada mereka sebuah 
Kitab. Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; ia menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman (Tafsir al-Misbah, QS. al-
Araf : 52). 
Kitab dalam ayat di atas adalah kitab suci al-Qur’an. Sebuah kitab, 
baik Kitab suci maupun kitab-kitab lainnya, seperti buku, majalah, jurnal, 
bulletin dan sebagainya, merupakan jenis-jenis koleksi perpustakaan yang 
akan mengalami persoalan dalam hal penelusuran kembali. Sistem 
katalogisasi yang digunakan di  perpustakaan merupakan cara yang cukup 
efektif dalam mereduksi persoalan tersebut. 
Menurut Darmono (2001), secara umum katalog adalah suatu 
daftar sistematis yang berisi informasi tertentu dari benda atau barang 
yang didaftar. Istilah katalogisasi kemudian melekat kepada pekerjaan 
teknis perpustakaan, yakni proses pembuatan kartu catalog itu sendiri. 
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Katalogisasi berasal dari bahasa Inggris, yakni catalog yang berarti daftar. 
Katalog adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis, misalnya 
menurut abjad dan biasanya dibubuhi penjelasan singkat atau ciri yang 
menunjukkan kedudukannya (oxford dictionary). Katalog perpustakaan 
adalah daftar bahan pustaka atau jenis koleksi lain yang dimiliki oleh 
sebuah perpustakaan. Sistematika penyusunan katalog dibuat sedemikan 
rupa agar memudahkan system temu kembali. Katalog berisi keterangan 
dari koleksi dan disajikan dalam bentuk yang spesifik, misalnya dengan 
susunan abjad atau nomor klasifikasi dari subjek sebuah koleksi. 
Keterangan dari koleksi yang dimaksud adalah judul, pengarang, editor, 
penerjemah, keterangan cetakan, imprint, lokasi dan tahun terbit serta lain 
sebagainya. Keterangan dari koleksi harus dicantumkan berdasarkan 
aturan katalogisasi yang standar. 
Katalog berfungsi sebagai salah satu alat penelusuran informasi 
yang dapat digunakan untuk menelusuri keberadaan dan isi koleksi yang 
dimiliki oleh sebuah perpustakaan. Berbeda dengan bibliografi yang 
memiliki cakupan yang lebih luas, katalog lebih terbatas pada koleksi yang 
dimiliki oleh sebuah perpustakaan saja.  Dari segi fisik, katalog secara 
umum dapat dibedakan menjadi ada 3 macam yakni : 
1. Katalog Kartu, terbuat dari bahan kertas karton berukuran 7,5 x 12,5 
cm. memiliki lubang pengikat dibagian tengah bawahnya.  
2. Katalog Berkas, berbentuk lembaran lepas yang terbuat dari bahan 
kertas karton yang dijilid menjadi satu berkas. Ukurannya lebih besar 
dari katalog kartu. Lebih familiar digunakan di beberapa perpustakaan 
khusus dengan sistem layanan terbatas. 
3. Katalog Buku,  berbentuk buku yang berisi uraian dari koleksi 
perpustakaan-perpustakaan tertentu.  
 
Katalog memiliki beberapa unsur di dalamnya, yakni nama 
pengarang atau yang dianggap sebagai pengarang, judul buku, judul 
tambahan, impressum (data terbitan seperti kota terbit, penerbit dan tahun 
terbit), kolasi (berisi jumlah halaman, ukuran buku serta beberapa 
keterangan lainnya), nomor seri (jika ada), anotasi yang berupa catatan 
tanda atau call number (nomor panggil). Penulisan nama pengarang pada 
kartu katalog menjadi sebuah prioritas. Sistem tersebut diistilahkan 
dengan main entry. Sistem ini digunakan sebagai pokok untuk entry-entry 
maupun katalog-katalog yang lain. Penulisan nama orang dibuat 
berdasarkan nama marga, fam atau keluarganya yang umumnya ditulis 
paling akhir. Nama tersebut diberi batas tanda koma kemudian dibalik 
sehinggan nama asli sang pengarang justru berada di bagian belakang. 
Sistem penulisan tersebut tidak berlaku untuk nama orang Tionghoa. 
Penulisannya cukup diberi tanda koma yang membatasi antara nama asli 
dengan nama marganya yang memang sudah terletak di bagian depan dari 
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nama orang Tionghoa. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi orang 
orang Jepang yang meletakkan nama marganya berada pada bagian 
belakang namanya sehingga penulisannya harus dibalik seperti pada 
aturan penulisan yang pertama untuk kasus orang Eropa. Sementara 
untuk penulisan nama orang Indonesia yang tidak memiliki nama marga 
dapat menggunakan opsi garis datar (-) tanpa perlu membalik nama orang 
tersebut. Kasus yang lain adalah warga Tionghoa yang telah berakulturasi 
(beristri/bersuami) dengan orang Eropa, maka nama marga biasanya 




Contoh Penulisan Nama Orang dalam Katalog 
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Jika pengarang lebih dari satu orang, maka nama pengarang 
pertama menjadi tajuk utama sedangkan nama pengarang yang lain 
dicantumkan pada bagian judul tambahan. Jika pengarang adalah seorang 
wanita dan telah menikah maka nama suaminya digunakan sebagai tajuk 
utama. Jika pengarang menggunakan nama samaran, maka yang menjadi 
tajuk utama adalah nama samarannya dan dapat ditambahkan dengan 
keterangan nama aslinya jika pengarang tersebut menginginkannya. 
Penulisan Judul dalam kartu katalog adalah judul harus ditulis 
secara lengkap. Jika judul terlalu panjang maka dapat disingkat dengan 
memberi tiga titik (…) pada kata yang terakhir. Sementara untuk bagian 
impression, tempat terbit diberi tanda titik dua ( : ), penerbit dan tahun 
terbit dibatasi dengan tanda koma ( , ). Pada bagian kolasi, berisi jumlah 
halaman, keterangan gambar, bibliografi, tabel, indeks dan sebagainya. 
Ukuran buku pada bagian kolasi ditulis dengan menggunakan ukuran centi 
meter (cm). 
Jika bahan pustaka merupakan terbitan berseri, maka nama seri 
yang tercatat di halaman judul ditulis setelah kolasi. Penulisan Call number 
(Tanda buku) berupa notasi buku atau nomor klasifikasi, pada bagian 
bawahnya ditambah dengan 3 huruf pertama (huruf kapital) dari nama 
pengarang dan satu huruf pertama (huruf kecil) dari judul pada bagian 
bawah selanjutnya.  
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Karya yang ditulis oleh seorang pengarang (tunggal), tajuknya 
adalah nama pengarang itu sendiri. Karya yang ditulis oleh 2 orang 
(ganda), maka tajuknya adalah nama pengarang pertama.  
Karya editor, maka tajuknya adalah judul karya tersebut. Sementara untuk 
karya kumpulan, maka tajuknya adalah nama pengarang di halaman judul, 
namun jika nama pengarang tidak ada, maka tajuknya pada judul karya 
tersebut. Untuk karya terjemahan, tajuknya ditentukan adalah pengarang 
asli. Selanjutnya, untuk karya saduran, tajuknya adalah nama penyadur. 
Karya anonim, tajuknya adalah judul karya itu sendiri. Karya perundang-
undangan. Tajuknya ditentukan pada nama negara yang mengeluarkan 
undang-undang. Contoh: undang-undang peraturan R.I. Tajuknya, 
Indonesia, undang-undang peraturan. Bentuk tajuk nama orang. Nama 
tunggal, kata utamanya pada nama itu sendiri. 
Nama ganda, yang mempunyai nama keluarga/marga, kata 
utamnya pada nama keluarga/marga.  Sedangkan yang menggunakan 
nama gelar atau sebutan, maka nama gelar disebut dalam tajuk Penentuan 
tajuk badan korporasi Karya yang diterbitkan oleh lembaga atau badan 
pemerintah Tajuknya ditetapkan pada nama negara/badan yang 
bersangkutan. Contoh : departemen agama R.I. tajuknya indonesia, Dep. 
Agama Karya yang diterbitkan oleh badan dan pejabat dalam 
pemerintahan, tajuknya negara tersebut. Kitab  Suci, Tajuknya nama kitab 
suci tersebut. Contohnya: al-Quran, tajuknya pada al-Qur’an. Injil, 
tajuknya, pada injil. 
Katalog berdasarkan sistem penelusuran perpustakaan terbagi atas 
4 jenis, yakni: 
1. Katalog pengarang  
2. Katalog judul 
3. Katalog subjek 
4. Katalog shelflist, berdasarkan nomor klasifikasi atau susunan buku 
dirak, catalog jenis ini biasanya digunakan untuk melakukan 
pengecekan koleksi untuk kebutuhan dan keperluan administrasi.  
 
 
Format pengetikan kartu katalog terbagi atas 2 indensi, yang 
pertama adalah 10 ketukan dari tepi kiri kartu dan indensi kedua adalah 12 
ketukan dari tepi kiri kartu katalog.  
Kemudian call number (nomor buku) diketik pada sudut kiri kartu dengan 
format dua spasi dan tiga baris vertikal dari atas. Selanjutnya di bagian 
bawahnya diketik 3 huruf pertama dari nama pengarang dengan 
menggunakan huruf kapital (besar). Pengetikan 3 huruf pertama dari 
nama pengarang diutamakan menggunakan nama fam atau keluarga 
kecuali jika nama pengarang tidak memiliki nama fam atau keluarga 
tersebut. Kemudian di bawahnya diketik 1 satu huruf pertama dari judul 
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buku yang diketik dengan menggunakan huruf kecil. Jika ada keterangan 
jumlah salinan koleksi maka diketik pada baris selanjutnya. Selanjutnya, 
judul buku diketik pada indensi yang kedua dengan 10 ketukan dari sebelah 
kiri kartu katalog. Jika ada sub judul maka dibatasi dengan tanda titik dua 
( : ). Jika penulisan judul tidak cukup dalam satu baris dapat diteruskan 
pada baris selanjutnya dan diketik pada indensi pertama. Jika judul terlalu 
panjang maka dapat disingkat dengan menggunakan 3 titik (…) di akhir 
penulisan judul, namun tanda 3 titik (…) tersebut hanya digunakan pada 
katalog judul. 
Pada pengetikan kartu catalog juga dikenal istilah imprint atau 
inpresum yang diketik setelah nama judul dan edisi. Imprint dicantumkan 
sebelum tempat atau kota terbit dengan menggunakan tanda koma dan 
garis datar (,–). Kemudian nama penerbit yang didahului dengan tanda 
titik dua (:) dan tahun terbit yang didahului dengan tanda koma (,) yang 
diakhiri dengan pemberian tanda titik (.) di akhir tulisan. Selanjutnya kolasi 
diketik pada indensi kedua setelah baris berikutnya. Jika kolasi tidak cukup 
satu baris maka dapat disambung pada baris berikutnya yang dimulai 
tetap pada indensi kedua. Jika sebuah koleksi memiliki annotasi maka 
diketik pada indensi kedua setelah ketikan kolasi. Jika annotasi tidak cukup 
dalam satu baris maka dapat dilanjutkan pada baris berikutnya dan 
dimulai pada indensi kedua. Pada bagian akhir pengetikan kartu katalog, 
dibuat tracing pada indensi kedua yang diketik setelah kolasi dan annotasi.  
Sistem pengetikan kartu katalog dibuat untuk memudahkan 
pemustaka dan pustakawan dalam melakukan penelusuran kembali 
sebuah koleksi yang ada di sebuah perpustakaan. Dalam perkembangan 
selanjutnya, penggunaan katalog yang berbentuk kartu mulai tergantikan 
oleh kartu-kartu katalog elektronik. Salah satu contoh yang paling familiar 
di bidang perpustakaan adalah penggunaan Online Public Acces Catalogue 
(OPAC). Walaupun menggunakan istilah online, penggunaan OPAC pada 
awalnya hanya berlaku secara local area network (LAN), namun pada 
perkembangan selanjutnya OPAC pun mulai diintegrasikan ke beberapa 
jaringan kerjasama perpustakaan yang terhubung melalui channel internet 
sehingga OPAC pun kini dapat diakses secara online. Format pengetikan 
kartu katalog manual dengan OPAC secara garis besar tidak memiliki 
perbedaan yang signifikan. Perubahan terbesar hanya pada format media 
yang awalnya menggunakan kartu berbahan kertas karton yang 








لهََّّ َّنهز  لهۡيكه َّٱَّعه َٰبه ََِّّلِۡكته ََّّۡۡلهق َِّٱب له نزه
ه
أ يۡهَِّوه َّيهده اَّبهۡيه اَّل ِمه قّٗ ِ د  صه َٰةهَّٱمح ى جنِيلهَّٱَّوهََِّّل ۡوره ٣َََّّّۡۡلِ
 
Dia telah menurunkan kepadamu al-Kitab dengan haq; membenarkan kitab yang 
telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil (Tafsir al-Misbah, 
QS. Ali Imran : 3). 
Kata al-Kitab atau Kitab yang dalam bahasa Yunani dan Mesir 
kuno disebut bible, adalah sebuah istilah yang digunakan untuk 
mengidentifikasi sebuah dokumen tercetak (tertulis) yang selanjutnya 
terjilid menjadi sebuah mushaf (buku). Istilah tersebut berkembang 
menjadi bibliografi yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu alat 
penelusuran, yakni  berbentuk daftar seluruh buku atau terbitan sejenis 
yang terbit dalam sebuah lokal tertentu, misalnya propinsi, Negara, benua 
dan sebagainya. 
Secara sederhana bibliografi dapat diterjemahkan dengan 
penulisan buku, sebab bibliografi berasal dari bahasa Yunani dengan akar 
kata biblion yang berarti buku dan graphein yang berarti menulis. Namun 
secara defenisi bibliografi merupakan sebuah kegiatan teknis dengan cara 
membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis maupun pustaka yang 
telah diterbitkan.  Bibliografi dapat disusun berdasarkan aturan yang 
dikehendaki selama penyusunannya dilakukan secara sistemik dan 
konsisten. Bibliofrafi bertujuan untuk mengetahui buku atau bahan 
pustaka lainnya yang pernah terbit dalam kurun waktu tertentu di sebuah 
wilayah, misalnya dalam satu Negara.  
Bibliografi meliputi beberapa unsur yang antara lain adalah 
sebagai berikut :   
a. Nama Pengarang 
b. Judul dan sub judul buku, majalah atau jenis pustaka yang lain 
c. Data Publikasi: penerbit, tempat terbit, tahun terbit, edisi, nomor 
buku,  jumlah halaman, judul artikel (khusus untuk artikel) dan 
sebagainya’ 
 
Perbedaan kebijakan di banyak organisasi penyedia layanan 
informasi menyebabkan munculnya beragam model penyusunan 
bibliografi. Namun secara umum, prinsip utama bibliografi adalah 
ketersusunan daftar pustaka secara konsisten dengan menggunakan 
beberapa pilihan sistematika penyusunan sebagai berikut  : 
a. Alfabetical (berdasarkan susunan abjad) 
b. Numerical (berdasarkan susunan angka) 
c. Periodical (berdasarkan susunan waktu penyetoran pustaka), dan  




Selain hal tersebut, bibliografi juga terdiri dari beberapa jenis. 
Pembuatan bibliografi sangat dipengaruhi jenis pustaka yang akan 
didaftar. Jika yang dibuat adalah daftar deskripsi katalog buku maka daftar 
tersebut dibuat dalam bentuk daftar katalog, sementara jika yang akan 
dibuat adalah daftar yang disusun berdasarkan judul artikel sebuah 
terbitan berseri seperti Koran atau majalah, maka daftar tersebut dibuat 
dalam bentuk daftar isi. Berdasarkan cara penyajian serta uraian 
deskripsinya, bibliografi dapat dibagi menjadi: 
1. Bibliogrfi deskriptif, berisi deskripsi singkat tentang gambaran fisik yang 
tercantum di dalam seluruh bahan pustaka, misalnya judul, nama 
pengarang, impressium (data terbitan), kolasi, kata kunci dan abstrak. 
2. Bibliografi evaluatif, berisi evaluasi terhadap bahan pustaka yang 
mencakup penilaian terhadap isi buku maupun artikel. 
 
Selain perbedaan dari segi penyajiannya, bibliografi juga dapat 
dibedakan berdasarkan cakupannya seperti yang tertera di bawah ini : 
1. Bibliografi retrospektif, berisi daftar bahan pustaka yang telah diterbitkan 
pada masa yang telah lampau, misalnya bibliografi dinasti Abbasiyah, 
bibiografi perang Salib dan sebagainya. 
2. Bibliografi current (terkini), berisi daftar terbitan yang sedang atau masih 
terbit saat ini, misalnya Ulrich’s International Periodicals Directory. 
 
 
PRESERVASI DAN KONSERVASI 
 
 
َّ ِينهَّٱََّّإَِّل  وا َّوهََََّّّّل  ۡصلهحح
ه
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َِّفهأ ۡمَّّلِل  وا َّدِينههح ۡخلهصح
ه
أ َّۖۡٱوه ۡؤِمنِيه َّلۡمح




Kecuali yang telah bertaubat dan telah mengadakan perbaikan serta berpegang teguh 
pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. 
Maka mereka itu bersama-sama orang mukmin dan kelak Allah akan memberikan 
kepada orang-orang mukmin pahala yang besar (Tafsir al-Misbah, QS. an-Nisaa 
: 146). 
Perbaikan dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang dianjurkan 
dalam al-Qur’an. Sebuah kaum yang melakukan perbaikan dan berpegang 
teguh pada agama Allah dan dilandasi dengan semangat keikhlasan 
merupakan orang-orang mukmin yang dijanjikan pahala yang besar oleh 
Allah swt. Perbaikan yang dilakukan adalah salah satu konsep perubahan 
fisik maupun non-fisik dalam segala bentuk aktifitas manusia. 
134 
 
Preservasi dan konservasi adalah upaya yang dilakukan oleh pihak 
pengelola perpustakaan untuk melestarikan setiap koleksi yang ada. 
Pelestarian koleksi diatur dalam UU.. tentang.  
Preservasi adalah upaya pelestarian yang sifatnya menjaga koleksi 
untuk tetap utuh seperti kondisinya saat ini. Koleksi yang rusak dalam 
kebijakan preservasi tidak akan diperbaiki, namun hanya sampai kepada 
upaya menjaga agar kerusakan koleksi tersebut tidak semakin bertambah. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan preservasi, antara lain 
adalah : 
1. Kebijakan Pimpinan  
2. Jenis/nilai koleksi 
3. Ketersediaan koleksi 
4. Keterbatasan anggaran 
5. Keterbatasan ruang dan waktu 
6. Keterbatasan sumber daya manusia 
7. Jangka waktu penyimpanan koleksi 
 
Konservasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak 
pengelola perpustakaan untuk melestarikan setiap koleksinya dengan cara 
melakukan perbaikan ulang terhadap kerusakan yang ada. Kebijakan 
konservasi terhadap koleksi yang rusak dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yang antara lain adalah: 
1. Kebijakan Pimpinan 
2. Kebutuhan pemustaka 
3. Kelangkaan koleksi 
4. Nilai guna koleksi 
5. Anggaran yang tersedia 
6. Ruang dan waktu yang tersedia 





Salah satu contoh koleksi perpustakaan adalah koleksi 
perpustakaan sekolah yang dijelaskan dalam Standar Nasional Indonesia 
(SNI) 7329:2009 sebagai materi perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, 
disimpan, ditemukembali dan didayagunakan bagi pemustaka untuk 
memenuhi kebutuhan informasi untuk pembelajaran. Secara sederhana, 
koleksi perpustakaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni; Koleksi 
Umum idan Koleksi Khusus. Koleksi perpustakaan juga dapat dibedakan 
berdasarkan perspektif content (isi) dan context (fisik). Dari segi content 
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koleksi perpustakaan terbagi atas Koleksi tercetak dan Koleksi tidak tercetak, 
sementara dari segi context, koleksi perpustakaan dapat diuraikan menjadi 
bahan fiksi dan bahan non-fiksi.  
Menurut Surat Keputusan Menpan No. 18 Tahun 1988, 
perpustakaan adalah suatu unit kerja yang sekurang-kurangnya memiliki 
1.000 judul koleksi bahan pustaka atau 2.500 eksamplar dan dibentuk 
dengan keputusan pejabat yang berwenang. Namun, sampai saat ini 
ketentuan tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh beberapa 
perpustakaan yang memiliki sumber daya dan koleksi yang terbatas. 
Keterbatasan tersebut dapat direduksi dengan melakukan pengadaan dan 
pengembangan koleksi yang merupakan upaya untuk menyiapkan atau 
menambah koleksi, baik tercetak maupun yang tidak tercetak untuk 
memenuhi kebutuhan data dan informasi para pemustaka. Pengadaan dan 
pengembangan koleksi harus berdasarkan analisis kebutuhan pemustaka. 
Tanpa analisis sebelumnya, maka koleksi yang tersedia hanya akan 
menjadi koleksi pelengkap dengan kuantitas aksesnya sangat rendah atau 
bahkan tidak pernah terakses sama sekali. Analisis kebutuhan pemustaka 
dapat dilakukan dengan cara yang terstruktur maupun secara tidak 
terstruktur. Cara analisis yang terstruktur misalnya melalui daftar isian 
(angket) yang diberikan kepada responden dengan cara penarikan sampel 
dari populasi pemustaka yang dilakukan secara baik dan benar. Sementara 
cara analisis yang tidak terstruktur adalah dengan komunikasi secara 
intens yang dilakukan kepada para pemustaka.  
Pengembangan koleksi perpustakaan mencakup semua kegiatan 
untuk menambah koleksi perpustakaan, baik secara kuantitas maupun 
kualitas koleksi itu sendiri. Pengembangan koleksi dapat dilakukan 
dengan berbagai metode, strategi dan pendekatan. Pengembangan koleksi 
harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dari koleksi 
yang akan dikembangkan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk 
mencapai tujuan perpustakaan itu sendiri. Kebijakan pengembangan 
koleksi sebaiknya merujuk pada prinsip-prinsip pengembangan koleksi 
dengan menempatkan kebutuhan pemustaka sebagai faktor yang paling 
utama. 
Perpustakaan yang ada di Indonesia saat ini memiliki bentuk dan 
karakteristik gedung yang beragam. Begitu pun dengan variasi dan jumlah 
koleksinya, seperti buku teks, buku rujukan, karya ilmiah, terbitan 
pemerintah, laporan-laporan, jurnal, media audio visual, CD-ROM dan 
sebagainya. Sistem penyusunan koleksi perpustakaan yang lebih dikenal 
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dengan istilah klasifikasi juga masih menggunakan cara yang berbeda-
beda, seperti sistem Bliss, Brown atau Ranganathan. 
Klasifikasi dibuat untuk memudahkan pemustaka dalam 
mengidentifikasi serta menelusuri sebuah subjek yang ingin 
ditemukannya. Dalam konteks ilmu perpustakaan, klasifikasi merupakan 
sebuah penyususnan sistematik terhadap buku dan bahan pustaka lain, 
atau catalog, atau entri indeks berdasarkan subjek untuk menelusuri letak 
atau posisi sebuah koleksi. Selain bertujuan untuk memudahkan proses 
penelusuran informasi, klasifikasi juga bertujuan untuk mengoptimalkan 
sistem temu kembali informasi. Seluruh pustakawan dan pemustaka tentu 
akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyimpanan kembali 
maupun penelusuran kembali jika setiap subjek dari koleksi yang ada tidak 
diberi identitas (penomoran) dalam bentuk klasifikasi. Sistem klasifikasi 
akan melahirkan urutan-urutan koleksi dan lokasi penyimpanan secara 
tepat serta membuat sebuah susunan koleksi menjadi lebih terstruktur 
dan sistematis.  Dewey Decimal Classification merupakan sistem klasifikasi 
yang paling banyak digunakan oleh berbagai perpustakaan di dunia. 
Sistem klasifikasi DDC diatur berdasarkan kelompok subjek bidang 
ilmunya, seperti yang tertera di bawah ini : 
000  KARYA UMUM 
100 FILSAFAT 
200 AGAMA 
300 ILMU-ILMU SOSIAL 
400 BAHASA 
500 ILMU-ILMU MURNI 
600 ILMU-ILMU TERAPAN 
700 KESENIAN 
800 KESUSASTERAAN 
900 GEOGRAFI UMUM DAN SEJARAH 
 
Katalog berfungsi sebagai salah satu alat penelusuran informasi 
yang dapat digunakan untuk menelusuri keberadaan dan isi koleksi yang 
dimiliki oleh sebuah perpustakaan. Berbeda dengan bibliografi yang 
memiliki cakupan yang lebih luas, katalog lebih terbatas pada koleksi yang 
dimiliki oleh sebuah perpustakaan saja.  Dari segi fisik, katalog secara 
umum dapat dibedakan menjadi ada 3 macam yakni, katalog kartu, 
katalog berkas dan katalog buku.  
Katalog memiliki beberapa unsur di dalamnya, yakni nama 
pengarang atau yang dianggap sebagai pengarang, judul buku, judul 
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tambahan, impressum (data terbitan seperti kota terbit, penerbit dan tahun 
terbit), kolasi (berisi jumlah halaman, ukuran buku serta beberapa 
keterangan lainnya), nomor seri (jika ada), anotasi yang berupa catatan 
tanda atau call number (nomor panggil). Penulisan nama pengarang pada 
kartu katalog menjadi sebuah prioritas. Sistem tersebut diistilahkan 
dengan main entry. Sistem ini digunakan sebagai pokok untuk entry-entry 
maupun katalog-katalog yang lain. Penulisan nama orang dibuat 
berdasarkan nama marga, fam atau keluarganya yang umumnya ditulis 
paling akhir.  
Selanjutnya, bibliografi adalah sebuah kegiatan teknis dengan cara 
membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis maupun pustaka yang 
telah diterbitkan.  Bibliografi dapat disusun berdasarkan aturan yang 
dikehendaki selama penyusunannya dilakukan secara sistemik dan 
konsisten. Bibliofrafi bertujuan untuk mengetahui buku atau bahan 
pustaka lainnya yang pernah terbit dalam kurun waktu tertentu di sebuah 
wilayah, misalnya dalam satu Negara. Bibliografi meliputi beberapa unsur 
yang antara lain adalah sebagai berikut; Nama Pengarang, Judul dan sub 
judul buku, majalah atau jenis pustaka yang lain dan Data Publikasi: 
penerbit, tempat terbit, tahun terbit, edisi, nomor buku,  jumlah halaman, 
judul artikel (khusus untuk artikel) dan sebagainya. Berdasarkan cara 
penyajian serta uraian deskripsinya, bibliografi dapat dibagi menjadi 
bibliogrfi deskriptif dan bibliografi evaluative.i Selain perbedaan dari segi 
penyajiannya, bibliografi juga dapat dibedakan berdasarkan cakupannya, 
yakni Bibliografi retrospektif dan Bibliografi current (terkini). 
Preservasi merupakan upaya pelestarian yang sifatnya menjaga 
koleksi untuk tetap utuh seperti kondisinya saat ini. Koleksi yang rusak 
dalam kebijakan preservasi tidak akan diperbaiki, namun hanya sampai 
kepada upaya menjaga agar kerusakan koleksi tersebut tidak semakin 
bertambah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan preservasi, 
antara lain adalah; kebijakan Pimpinan, jenis/nilai koleksi, ketersediaan 
koleksi, keterbatasan anggaran, keterbatasan ruang dan waktu, 
keterbatasan sumber daya manusia serta jangka waktu penyimpanan 
koleksi. Sementara konservasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak 
pengelola perpustakaan untuk melestarikan setiap koleksinya dengan cara 




1. Sebutkan jenis-jenis koleksi di perpustakaan ? 
2. Sebutkan kebijakan pengadaan dan pengembangan koleksi ? 
3. Sebutkan pembagian persepuluhan Dewey Decimal Classification ? 
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4. Jelaskan perbedaan antara katalog manual dengan katalog 
elektronik ? 
5. Jelaskan pengertian bibliografi  
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi 
dan Nasrani sebagai auliya’; sebahagian mereka adalah auliya’ bagi sebagian yang 
lain. Barangsiapa diantara kamu menjadikan mereka auliya’, maka sesungguhnya 
dia termasuk sebagian mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang zalim (Tafsir al-Misbah, QS. al-Maidah : 51). 
Kata  auliya’ dalam ayat di atas berarti pemimpin. Pengalaman 
sejarah selanjutnya melahirkan ayat di atas yang menganjurkan untuk 
tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin 
sebuah kelompok, selain kelompok mereka sendiri. Konsep tersebut 
sebetulnya menjadi sebuah kesulitan tersendiri dalam konteks kehidupan 
pluralis yang ada saat ini. Sebagian besar dari kita tidak lagi menjadikan 
latar belakang pemimpin sebagai hal prioritas dalam memutuskan untuk 
bergabung ke dalam sebuah organisasi.   
Kepemimpinan (leadership) merupakan sebuah topik yang sangat 
menarik untuk diteliti. Sampai saat ini, setidak telah lahir ratusan definisi 
tentang kepemimpinan. Richard L Draft (1999) mengatakan bahwa 
kepemimpinan merupakan salah satu fenomena yang paling mudah di 
observasi tetapi menjadi salah satu hal yang paling sulit dipahami. 
Perkembangan ilmu dan pengetahuan tentang organisasi dan manajemen 
telah membawa perubahan paradigm terhadap kepemimpinan ke arah 
perspektif yang lebih baik. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang 
saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang 
menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya 
(Joseph C. Rost.,1993).  
Sifat dasar manusia adalah suka dengan kondisi yang selalu 
berubah. Hal tersebut menyebabkan satuan individu yang berada dalam 
sebuah wadah organisasi juga cenderung menginginkan sebuah 
perubahan. Manajer diharapkan mampu menciptakan perubahan bukan 
mempertahankan status quo. Sebaliknya, perubahan tersebut tidak 
selamanya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh manajer. Beberapa 
contoh lain dari teori kepemimpinan adalah sebagai berikut: 
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1. Kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok 
Mumfrrord (1906-1907): “kepemimpinan adalah keunggulan seseorang 
atau beberapa individu dalam kelompok, dalam mengontrol gejala-
gejala sosial“. Cooley (1902): “pemimpin selalu merupakan inti dari 
tendensi dan di lain pihak, seluruk gerakan sosial bila diuji secara teliti 
akan terdiri atas berbagai tendensi yang mempunyai inti tersebut”. 
Redl (1942): “pemimpin adalah figur sentral yang mempersatukan 
kelompok”. Brown (1936): “pemimpin tidak dapat dipisahkan dari 
kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan 
potensi tinggi di lapangan”. Knickerbocker (1948): “kepemimpinan 
adalah fungsi dari kebutuhan yang muncul pada situasi tertentu dan 
terdiri atas hubungan antara individu dengan kelompoknya. 
2. Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya 
Bowden (1926), mempersamakan kepemimpinan dengan kekuatan 
kepribadian. Tead (1929), kepemimpinan sebagai perpaduan dari 
berbagai sifat yang memungkinkan individu mempengaruhi orang lain 
untuk mengerjakan beberapa tugas tertentu. Bogarus (1928), 
kepemimpinan sebagai bentukan dan keadaan pola tingkah laku yang 
dapat membuat orang lain berada di bawah pengaruhnya. 3. 
Kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain. Munson (1921): 
”kepemimpinan sebagai kemampuan menghendle orang lain untuk 
memperoleh hasil maksimal dengan friksi sedikit mungkin dan kerja 
sama yang besar. Kepemimpinan adalah kekuatan semangat/moral 
yang kreatif dan terarah”. Stuart: “kepemimpinan sebagai kemampuan 
yang memberi kesan tentang keinginan pemimpin, sehingga dapat 
menimbulkan kepatuhan, rasa hormat, loyalitas dan kerjasama”. 
Bundel (1930):  “memandang kepemimpinan sebagai seni untuk 
mempengaruhi orang lain mengerjakan apa yang diharapkan supaya 
orang lain mengerjakan”. Philips (1939): “kepemimpinan adalah 
pembenahan, pemeliharaan dan pengarahan dari kesatuan moral 
untuk mencapai tujuan akhir”.  
3. Kepemimpinan sebagai penggunaan pengaruh 
Shartle (1951): “pemimpin dapat dianggap sebagi seorang individu 
yang menggunakan pengaruh positif melalui tindakannya terhadap 
orang lain”. Tannenbaum, Weschler dan Massank (1961): “kepemimpinan 
sebagai pengaruh interpersonal, dipraktekan dalam suatu situasi dan 
diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan. 
4. Kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku  
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Hemphill (1949): “kepemimpinan didefinisikan sebagi tingkah laku 
seorang individu yang mengatakan aktivitas kelompok”. 
5. Kepemimpinan sebagai bentuk persuasi 
Schenk (1928): “kepemimpinan adalah pengelolaan manusia melalui 
persuasi dan interprestasi dari pada melalui pemaksaan langsung”. 
Meson (1934) : “kepemimpinan mengindikasikan adanya kemampuan 
mempengaruhi manusia dan menghasilkan rasa aman dengan melalui 
pendekatan secara emosional dari pada melalui penggunaan otoriter”. 
Copeland (1942): “kepemimpinan adalah seni berhubungan dengan 
orang lain, merupakan seni mempengaruhi orang melalui persuasi 
dengan contoh konkrit”. 
6. Kepemimpinan sebagai hubungan kekuasaan 
Janda (1960): “kepemimpinan sebagai tipe hubungan kekuasaan yang 
berciri persepsi anggota kelompok tentang hak anggota kelompok 
untuk menentukan pola tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas 
kelompok”. Warriner (1955): “kepemimpinan sebagai bentuk 
hubungan antara manusia/individu yang mempersyaratkan 
konformitas dengan tindakan masing-masing individu”. 
7. Kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan 
Cowley (1928): “pemimpin adalah individu yang memiliki program, 
rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai 
tujuan dengan cara yang pasti”. Bellow (1959): “kepemimpinan sebagai 
proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok, 
termasuk pemimpin dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil 
maksimal dlam waktu yang singkat.  
8. Kepemimpinan sebagai akibat dari interaksi 
Borgardus (1929): “kepemimpinan tidak sebagi penyebab atau 
pengendali, melainkan sebagai akibat dari tindakan kelompok”.  
9. Kepemimpinan sebagai pembedaan peran 
Sherif (1956): “menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan peranan 
di dalam suatu skema hubungan dan ditentukan oleh harapan timbal-
balik antara pemimpin dengan anggota lainnya”. 
10. Kepemimpinan sebaga inisiasi struktur 
Stogdill (1955): “kepemimpinan sebagai permulaan dan pemeliharaan 
struktur harapan dan interaksi”. 
 
Pada prinsipnya pemimpin yang ideal adalah kolaborasi antara 
bakat dan kemampuan seseorang. Bakat merupakan sesuatu yang bersifat 
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alamiah sehingga menjadi satu kesatuan dengan si pemilik bakat itu 
sendiri. Sementara kemampuan merupakan sesuatu yang berasal dari 
pengasahan keterampilan melalui sejumlah media-media pendidikan yang 
ada. Hampir setiap waktu, organisasi melakukan suksesi kepemimpinan. 
Proses pemilihan pemimpin tentu akan berdampak langsung terhadap 
kinerja organisasi. Beberapa kriteria pemimpin dalam berbagai perspektif 
pun bermunculan. Akhlak, kapabilitas, kejujuran, wibawa, keberanian, 
kemampuan berkerjasama, merupakan sebagian dari kriteria-kriteria yang 
dipandang sebagai sebuah keharusan untuk dimiliki oleh para pemimpin 
organisasi. Beberapa teori kepemimpinan dirangkum sebagai berikut: 
1. Teori orang-orang terkemuka 
Bernard, Bingham, Tead dan Kilbourne menerangkan kepemimpinan 
berkenaan dengan sifat-sifat dasar kepribadian dan karakter. 
2. Teori lingkungan 
Mumtord, menyatakan bahwa pemimpin muncul oleh kemampuan 
dan keterampilan yang memungkinkan dia memecahkan masalah 
sosial dalam keadaan tertekan, perubahan dan adaptasi. Sedangkan 
Murphy, menyatakan kepemimpinan tidak terletak dalam dari 
individu melainkan merupakan fungsi dari suatu peristiwa. 
3. Teori personal situasional  
Case (1933) menyatakan bahwa kepemimpinan dihasilkan dari 
rangkaian tiga faktor, yaitu sifat kepribadian pemimpin, sifat dasar 
kelompok dan anggotanya serta peristiwa yang diharapkan kepada 
kelompok. 
4. Teori interaksi harapan  
Homan (1950) menyatakan semakin tinggi kedudukan individu dalam 
kelompok maka aktivitasnya semakin meluas dan semakin banyak 
anggota kelompok yang berhasil diajak berinteraksi. 
5. Teori humanistic 
Likert (1961) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses 
yang saling berhubungan dimana seseorang pemimpin harus 
memperhitungkan harapan-harapan, nilai-nilai dan keterampilan 
individual dari mereka yang terlibat dalam interaksi yang berlangsung. 
6. Teori pertukaran 
Blau (1964) menyatakan pengangkatan seseorang anggota untuk 
menempati status yang cukup tinggi merupakan manfaat yang besar 
bagi dirinya. Pemimpin cenderung akan kehilangan kekuasaaanya bila 





Para kepala perpustakaan harus mampu merumuskan program 
kerja yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan organisasi perpustakaan itu 
sendiri. Sistem manajerial selanjutnyadiharapkan mampu menjadi kontrol 
dari kinerja kepala perpustakaan itu sendiri. Organisasi perpustakaan yang 
baik adalah yang memiliki sistem manajerial yang mampu melakukan 
kontrol terhadap seluruh tingkatan kerja, mulai dari atas, menengah 
sampai ke level terbawah. Jika organisasi memiliki sistem yang sangat 
tergantung kepada seorang manajer, maka organisasi tersebut secara 
struktur dan fungsi sebetulnya sedang mengalami masalah. Program 
peningkatan mutu layanan (eksternal) maupun peningkatan produktifitas 
kerja (internal) merupakan  2 poin penting yang harus dirumuskan dengan 
baik oleh seorang kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan juga dituntut 
untuk secara berkala mengunjungi berbagai tempat dan kegiatan yang 
berada dalam naungan kerjanya.  
Salah satu pertanyaan yang menarik untuk dijawab adalah “untuk 
apa ada pemimpin?”, jawaban sederhananya adalah mengatur kinerja 
sebuah organisasi, sementara jawaban tidak sederhananya adalah bahwa 
seorang pemimpin merupakan manajer, organisator dan administrator 
dalam struktur organisasi. Pemimpin dituntut menjadi manajer yang 
menjadi miniatur kinerja organisasi dalam lingkup wilayah organisasinya. 
Seorang pemimpin merupakan organisator yang menentukan model 
sistem kerja yang akan digunakan oleh organisasi. Pemimpin sekaligus 
berfungsi sebagai administrator yang menjadi penentu strategi, 
pendekatan dan evaluasi sistem manajemen yang sedang berjalan.  
Seorang pemimpin harus mampu menentukan program kerja 
yang menunjang tercapainya tujuan organisasi. Kepala perpustakaan harus 
mampu mengidentifikasi beberapa model manajemen informasi 
kemudian menentukan sebuah sistem yang akan digunakan. Beberapa hal 
yang berhubungan dengan manajemen dan organisasi perpustakaan, 
misalnya konsep dan jenis layanan, peningkatan mutu layanan, 
kesejahteraan staf, humanisme, keamanan, keadilan serta sejumlah aspek 
lainnya harus mampu dikelola oleh seorang keala perpustakaan untuk 
menjadi potensi organisasi itu sendiri. Restrukturisasi organisasi 
merupakan salah satu solusi, jika tidak ingin terjebak dalam minor system 
yang mungkin saja ditinggalkan oleh kepala perpustakaan yang 
sebelumnya.  
Persoalan yang biasanya muncul dalam  penentuan kepala 
perpustakaan di Indonesia adalah tata cara penentuan kepala 
perpustakaan denagn sistem pemilihan langsung, baik oleh para staf 
maupun perwakilan suara sesuai dengan mekanisme organisasi yang 
mengadopsi tata cara pemilihan dalam dunia politik. Sistem pemilihan 
langsung menyebabkan program kerja yang ditawarkan bukanlah menjadi 
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prioritas calon pemilih dalam tradisi di negeri ini, sebab kontrak politik 
dan kedekatan secara emosional merupakan faktor yang paling 
menentukan dalam hal penentuan kepala perpustakaan. Kepala 
perpustakaan di beberapa organisasi milik pemerintah misalnya, 
cenderung mengabaikan rasa berkeadilan dalam hal pembagian kerja, 
mengingat terdapat kontrak-kontrak politik pada periode pemilihan 
kepala perpustakaan.  
Seorang kepala perpustakaan seharusnya menjadi pemimpin yang 
memiliki kriteria jujur, sabar, ikhlas dan berani agar mampu 
menggerakkan roda organisasinya dengan baik dan benar. Program-
program kerja yang baik dan terukur seharusnya menjadi prioritas 
dibandingkan kontrak-kontrak politik masa kampanye. Program kerja 
tersebut antara lain adalah: 
1. Layanan yang bermutu dan halal 
2. Peningkatan sumber daya manusia 
3. Administrasi yang baik 
4. Anggaran yang proporsional 
5. Melakukan kerjasama, serta 
6. Menciptakan iklim kerja yang sehat dan nyaman 
 
Kepala perpustakaan juga dituntut untuk menjadi entrepreneur agar 
organisasinya dapat berjalan secara dinamis. Jika seorang kepala 
perpustakaan hanya mampu melanjutkan konsep yang sudah berjalan, 
maka konsep kinerja pemimpin tersebut sebetulnya tidak lebih baik dari 
konsep kepala perpustakaan yang sebelumnya. Hal demikian akan 
menimbulkan rasa bosan para staf dan sangat berkonstribusi terhadap 
menurunnya produktifitas kerja. Seorang pemimpin harus memiliki 
“resep-resep rahasia” yang menjadi andalan dalam setiap program kerja 
yang berhubungan dengan visi dan misi organisasi yang akan 
dipimpinnya. Program kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk yang dapat 
diukur oleh para staf agar menjadi bahan evaluasi manajemen organisasi 
itu sendiri. Program-program yang sulit diukur akan menyulitkan dalam 
hal evaluasi sebab manajemen  memerlukan alat ukur tersendiri yang 
belum tentu pihak mampu untuk menggunakannya.  
Seorang kepala perpustakaan harus mampu menentukan 
bagaimana program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan 
baik. Pada tingkatan inilah para staf akan dapat membedakan antara 
kepala perpustakaan yang handal atau tidak. Seorang kepala perpustakaan 
harus mampu membuat para pustakawan dan pemustaka merasa nyaman 
saling berinteraksi di perpustakaan dalam ruang kerja layanan informasi. 
Cara pemberian rasa nyaman tersebut dapat dilakukan dengan 















    
 
Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. jika di antara 
kamu 20 orang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200. Dan jika ada di 
antara kamu 100, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir, 
disebabkan karena mereka kaum yang tidak mengerti (Tafsir al-Misbah, QS. al-
Anfal : 65). 
Ayat di atas menjelaskan perintah untuk mengobarkan semangat 
perang melalui cara motivasi. Seorang pemimpin, seperti Nabi dalam ayat 
di atas, dituntut dapat menjadi motivator yang dapat memompa semangat 
(kinerja) para anggota kelompoknya. 
Motif dapat diartikan sebagai tenaga penggerak dalam diri 
seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan untuk 
mencapai tujuannya. Motivasi merupakan sebuah proses dimana 
seseorang bertindak dengan segala macam cara untuk mencapai tujuan 
dan kebutuhan. Antara motif, tujuan dan tindakan adalah merupakan 













Ada 3 aspek penting dalam sebuah proses motivasi, yakni: 
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1. Kondisi termotivasi (motivating state) yang terdapat dalam diri setiap 
individu 
2. Tindakan yang muncul akibat pengaruh dari sebuah keadaan 
3. Tujuan ke arah mana tindakan yang dilakukan 
 
Maslow menyebutkan teori tentang motivasi sebagai tata tingkat 
kebutuhan (the hierarchy of needs). Teori Maslow ini digambarkan dengan 
skema anak tangga sebagai berikut: 
 
Gambar 11 









Teori di atas dijelaskan secara detail sebagai berikut: 
1. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan pokok manusia dalam 
mempertahankan kehidupannya, misalnya sandang, pangan dan 
papan.  
2. Kebutuhan keamanan adalah kebutuhan akan rasa tentram dan nyaman 
tanpa gangguan dari luar 
3. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan seseorang untuk merasa saling 
memiliki 
4. Kebutuhan harga diri adalah kebutuhan sesorang untuk menerima 
penghargaan dari orang lain 
5. Kebutuhan realisasi diri adalah kebutuhan untuk mengeksploitasi 
kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 
 
Teori lain tentang motivasi dikemukakan oleh Frederick Herzberg 
yang menyebut torinya dengan istilah Motivation Hygiene. Teori ini 
memfokuskan untuk memperhatikan faktor-faktor yang akan sangat 
menentukan tinggi rendahnya motivasi seseorang dalam bekerja, yakni: 
1. Motivators factor, faktor-faktor yang dapat membawa seseorang kepada 
sikap positif, misalnya; 
a. Achievement, keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan 
b. Recognition, pengakuan terhadap keberhasilan orang lain 
c. Advancement, sifat dari pekerjaan itu sendiri 




e. Responsibility, tanggungjawab 
f. The possibility for personal growth, peluang untuk pengembangan diri 
2. Hygiene factors, faktor-faktor yang dapat mencegah timbulnya 
ketidakpuasan seseorang, misalnya: 
a. Kebijakan organisasi 
b. Supervisi 
c. Hubungan antar staf dalam organisasi 
d. Kondisi pekerjaan 
e. Gaji 
f. Status, dan 
g. Keamanan kerja  
 
Jika hygiene factors tidak diperhatikan, maka para staf akan 
mengalami rasa tidak puas yang akan secara langsung berkonstribusi 
terhadap menurunnya produktifitas kerja. Hygiene factors  seharusnya 
dijadikan sebagai upaya preventif untuk mencegah menurunnya 
produktifitas kerja tersebut. Namun hygiene factors tidak dapat dijadikan 
sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kerja sebab sifatnya yang 
sebatas upaya prefentif. Jika sebuah organisasi ingin meningkatkan 
produktifitas kerja, maka yang seharusnya digunakan adalah teori 
motivators factor.  
Beberapa hal yang berhubungan dengan motivasi kerja adalah 
dengan mempertimbangkan beberapa prinsi di bawah ini: 
1. Partisipasi, motivasi kerja staf akan semakin bertambah jika semakin 
sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam 
sebuah organisasi 
2. Komunikasi yang baik dengan pemilihan kalimat dan sikap yang benar 
akan sangat berdampak dalam hal pemberian tugas kepada para staf 
3. Pengakuan terhadap para staf merupakan sebuah penghargaan yang 
paling murah dan efektif dalam meningkatkan motivasi kerja 
4. Pendelegasian wewenang merupakan cara yang efektif untuk mengurangi 
kesenjangan kerja antara satu staf dengan staf yang lainnya 
5. Perhatian adalah bentuk sikap seorang manajer dalam upaya 
memanusiakan para stafnya.   
 
Seorang kepala perpustakaan harus memiliki kemampuan 
manajerial yang baik dalam upaya untuk memotivasi para stafnya. 
Layanan yang merupakan produk utama organisasi perpustakaan 
mengharuskan setiap pustakawan untuk memiliki motivasi kerja yang 
tinggi sebab sifat pekerjaan layanan yang lebih didominasi pada bentuk 
face to face. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya resiko menurunnya 
motivasi kerja yang diakibatkan frekuensi tatap muka yang cukup tinggi 
dengan pemustaka yang memiliki karakter dan kemauan yang sangat 
148 
 
beragam. Hal tersebut akan dapat tereduksi jika para kepala perpustakaan 
mengasah kemampuan manjaerialnya dengan cara melatih untuk 








Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar Itulah yang melakukannya, 
Maka Tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara" (QS. al-
Anbiya : 63). 
Budaya adalah pandangan hidup sebuah komunitas. Sebagian ahli 
menyamakan antara budaya dan agama, sebagian lagi mengartikan sebagai 
sebuah akulturasi antar budaya dan agama. Budaya yang dapat tumbuh 
dengan baik adalah budaya yang mampu melakukan komunikasi dengan 
budaya atau agama di luar budaya itu sendiri. Nabi Ibrahim as. telah 
memberi contoh cara melakukan komunikasi antar budaya dengan 
strategi yang persuasif. Jika Nabi Ibrahim as. melakukan komunikasi 
dengan tidak mempertimbangkan strategi yang dia gunakan, maka 
komunikasi yang akan disampaikannya berupa perintah untuk 
menghentikan untuk menyembah berhala akan menjadi tidak efektif dan 
efisien. 
Berbagai konstitusi bernegara selalu menempatkan bangsa 
(masyarakat) dengan keanekaragaman budayanya pada posisi dan 
perlakuan yang sama. Istilah persamaan hak bagi segenap bangsa dari 
sebuah negara merupakan sebuah pernyataan yang berkaitan langsung 
dengan persoalan hubungan antar budaya di dalam sebuah negara. 
Namun, pernyataan tentang persamaan hak warga negara tersebut 
ternyata lebih mendekati sebuah penggambaran teoritis, sementara dari 
sisi dunia praktis, persoalan komunikasi antar budaya yang terjadi dalam 
sebuah bangsa. Komunikasi antar budaya, khususnya yang berkaitan erat 
dengan pengaruh dan kekuasaan ternyata tidak sesederhana yang 
dibayangkan. Realita komunikasi antar budaya di banyak negara telah 
membuktikan bahwa persamaan hak antar budaya ternyata masih tetap 
menjadi sebuah persoalan tersendiri sampai hari ini. 
Komunitas budaya mayor dalam sebuah negara, misalnya yang 
lebih banyak, lebih mapan atau lebih berpengaruh, akan selalu berada 
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pada posisi yang lebih kuat pula. Sementara komunitas budaya minor 
terkadang menjadi kelompok yang sebaliknya, yakni kurang jumlah dan 
pengaruh. Persoalan komunikasi mayor-minor antar budaya tersebut 
selanjutnya berdampak terhadap munculnya bentuk-bentuk perlawanan 
dari kelompok budaya minor. Komunitas budaya minor selanjutnya akan 
mencoba untuk survive dan melakukan berbagai improvisasi sebagai wujud 
untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka.  
Beberapa wilayah di Timur Tengah, umat Nasrani 
memformulasikan komunikasi budaya mereka dengan budaya umat Islam 
dalam pengertian oposisi. Begitu pun halnya dengan umat Islam Filipina, 
mereka memperlihatkan konsep komunikasi antar budaya yang sama. 
Konflik dan situasi minoritas dapat berarti suatu oposisi yang umum 
antara umat Islam dan Nasrani. Persoalannya adalah kapan dan dimana 
situasi oposisi itu bisa berkembang (Waardenburg, 1997). Persoalan 
etnisitas dan status sosial juga menyebabkan pemeluk suatu agama 
tertentu selanjutnya diidentifikasikan dengan kelompoknya, entah 
termasuk dalam strata sosial atas atau bawah (Hodges, 1974). Persoalan 
ini selanjutnya mempengaruhi komunikasi antara mayoritas Nasrani dan 
minoritas Muslim di Filipina serta antara mayoritas Muslim dan minoritas 
Nasrani di Pakistan. Sementara di negara-negara seperti Lebanon dan 
Malaysia hal tersebut tidak terjadi sebab tidak ada komunitas yang benar-
benar dominan, maka yang terjadi adalah adanya kompetisi dan koalisi di 
antara mereka. 
Posisi hubungan antara komunitas Muslim dan Nasrani pada 
masyarakat yang komposisinya seimbang bahkan menjadi lebih rumit 
(Michel , 1997). Persoalan komunikasi minor-mayor antar budaya dalam 
skala kecil juga terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, misalnya hubungan 
antara komunitas muslim mayoritas dengan komunitas Kristen di hampir 
seluruh Kabupaten dan Kota berbanding terbalik dengan kondisi di 
kabupaten Toraja dan Toraja Utara di mana komunitas Kristen justru 
menjadi mayoritas dibandingkan dengan komunitas muslim yang 
minoritas dari segi jumlahnya. Sementara, posisi hubungan setara yang 
disebabkan oleh jumlah yang relatif berimbang juga terjadi di beberapa 
wilayah kecil di Sulawesi Selatan, misalnya di beberapa desa yang 
berbatasan langsung dengan dengan kabupaten Toraja, Toraja Utara 
maupun sebagian desa di wilayah Luwu Utara yang berbatasan langsung 
dengan propinsi Sulawesi Tengah. 
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Posisi komunikasi dalam porsi komunitas yang hampir seimbang 
antara komunitas Muslim dan Nasrani yang oleh Michael disebutkan 
sebagai sebuah kerumitan juga menjadi sebuah persoalan tersendiri yang 
dihadapi oleh bangsa-bangsa yang heterogen, termasuk Indonesia. Kasus 
Ambon, Sampit, Poso serta sejumlah kasus-kasus konflik antar agama dan 
etnik menjadi contoh betapa rumitnya mengelola sebuah wilayah dengan 
porsi keberadaan 2 komunitas budaya yang agak berimbang. 
Kajian tentang komunikasi minor-mayor antar budaya sebetulnya 
tidak harus serta merta dipandang dari persoalan lebih atau kurang, sebab 
dalam sejumlah kasus tertentu istilah minor-mayor  terkadang berada pada 
posisi yang sama atau bahkan terbalik dimana minor justru “lebih” 
dibandingkan dengan mayor. Hal tersebut menyebabkan hubungan minor-
mayor dapat diklasifikasi kepada 3 bentuk tingkatan, yakni : 
1. Minor yang kurang dibandingkan dengan mayor, misalnya jumlah 
kuantitas sebuah komunitas. 
2. Minor yang seimbang dengan mayor, misalnya nada-nada minor dalam 
not musik atau partitur tentu akan sama atau sebanding jumlahnya 
dengan nada mayor. 
3. Minor yang lebih dibandingkan dengan mayor, misalnya prajurit yang 
dari struktur kepangkatan dalam dunia ketentaraan seharusnya berada 
pada posisi minor justru lebih banyak dari segi jumlah dibandingkan 
para tentara yang berpangkat mayor.  
 
Budaya minoritas dan minoritas budaya adalah 2 istilah yang 
memiliki makna yang berbeda. Pengejaan 2 kata secara terbalik 
selanjutnya akan memunculkan 2 makna yang berbeda. Pengejaan 2 kata 
secara terbalik tersebut juga dapat ditemukan dalam sistem klasifikasi 
Dewey Decimal Classification (DDC) yang merupakan sebuah sistem 
penentuan subjek bidang-bidang ilmu dan pengetahuan yang digunakan 
oleh sebagian besar perpustakaan di dunia. Sistem DDC (versi bahasa 
Indonesia) cenderung menempatkan kata ke-2 sebagai subjek dari setiap 
tajuk kalimat yang terdiri dari 2 kata, misalnya matematika menjadi subjek 
dalam tajuk sejarah matematika, sementara sejarah menjadi subjek dalam 
tajuk matematika sejarah. 
Berdasarkan pemaparan di atas, posisi kata budaya yang 
merupakan kata ke-2 dalam tajuk minoritas budaya menjadikannya sentral 
persoalan dalam tajuk itu sendiri. Budaya dalam pengertian sederhana 
oleh Deddi Mulyana diartikan sebagai suatu pola hidup menyeluruh yang 
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bersifat kompleks, abstrak dan luas dimana unsur-unsurnya meliputi 
banyak kegiatan sosial manusia (2006). Sementara kata minoritas 
merupakan sebuah istilah yang cukup sering ditemukan di dalam 
kehidupan keseharian manusia. Minoritas terkadang diidentikkan sebagai 
sesuatu yang kecil atau kurang, namun sebenarnya minoritas pun terkadang 
berada pada posisi-posisi yang justru tidak kecil dan kurang seperti yang 
telah dijelaskan pada bagian pendahuluan makalah ini. Posisi Minor yang 
merupakan lawan kata dari mayor menyebabkan hampir seluruh penafsiran 
berujung kepada pendekatan besar-kecil maupun banyak-kurang. 
Sederhananya minor selalu berada pada posisi di bawah mayor.  
Komunikasi minor-mayor antar budaya yang berada dalam satu 
wilayah atau komunitas tertentu memang selalu ditandai oleh persoalan 
ketidakseimbangan. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh status 
hubungan dari segi jumlah, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik. 
Beragam data tentang posisi komunikasi minor-mayor antar budaya 
selanjutnya akan sangat berdampak terhadap komunikasi antar manusia di 
dalam setiap unsur kehidupannya, termasuk pada kinerja layanan yang 
diberikan oleh perpustakaan. Beberapa kaum muslim minoritas misalnya, 
tidak mendapatkan akses layanan perpustakaan yang seimbang di 
beberapa Negara Eropa Timur. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 
kebijakan politik yang sangat tidak berpihak kepada kaum muslim 
minoritas tersebut. 
Minoritas Muslim oleh Kettani (2005) dijelaskan sebagai bagian 
penduduk yang berbeda dengan penduduk lainnya karena anggotanya 
mengakui Muhammad SAW, putra Abdullah, menjadi utusan Allah yang 
terakhir dan meyakini bahwa ajarannya adalah benar, dan yang sering 
mendapat perlakuan berbeda dari orang-orang yang tidak mempunyai 
keyakinan seperti itu. Pendapat Kettani tersebut menempatkan istilah 
minoritas tidak sebatas pada persoalan jumlah atau kuantitasnya semata. 
Istilah berbeda selanjutnya menempatkan minoritas Muslim yang ternyata 
juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk minoritas yang lain, 
misalnya perbedaan budaya. Hal ini pula yang menyebabkan penulis 
menempatkan tajuk minoritas budaya berbeda dengan tajuk budaya 
minoritas dalam konteks ejaan bahasa Indonesia, sebab jika yang menjadi 
subjek adalah jumlah atau kuantitas, maka tajuknya adalah budaya 
minoritas atau dapat juga didefenisikan dengan “komunitas budaya 
dengan jumlah kuantitas yang kurang (minor)”. Sementara jika yang 
menjadi subjek adalah hal-hal yang tidak bersifat kuantitas, misalnya 
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pengaruh atau persepsi yang berbeda, maka tajuknya adalah minoritas 
budaya yang secara sederhana dapat pula didefenisikan dengan “segala 
sesuatu hal yang kurang dari komunitas sebuah budaya”. 
Paragraf di atas menekankan bahwa penyebutan budaya minoritas 
lebih tepat digunakan untuk mengkalkulasi jumlah atau kuantitas orang-
orang yang meyakini dan menjalankan sebuah tradisi yang lazim disebut 
dengan budaya, sementara hal-hal yang bersifat ukuran kualitatif dari 
persoalan minoritas sebuah komunitas lebih tepat untuk diberi tajuk 
minoritas budaya. Tajuk minoritas budaya menempatkan kata budaya 
sebagai subjek dari tajuk itu sendiri. Artinya keberadaan komunitas dari 
sebuah budaya yang berbeda menjadi pokok persoalan dari tajuk itu 
sendiri. Keberadaannya yang berbeda dari komunitas lainnya selanjutnya 
menempatkan budaya tersebut berada pada posisi yang minoritas.  
Perbedaan non-kuantitas dalam sebuah komunitas budaya 
ternyata tidak hanya terjadi dari sisi eksternal komunitas tersebut. 
Perbedaan yang selanjutnya menempatkan komunitas sebuah budaya 
pada posisi yang lain, misalnya melalui sejumlah fakta hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa di beberapa Negara terdapat diskriminasi 
pemberian layanan perpustakaan untuk komunitas yang minoritas. 
Persoalan yang mendasari diskriminasi layanan tersebut adalah persoalan 
komunikasi antar budaya yang tidak berjalan dengan baik dan benar. 
Fakta yang lain, misalnya ketika orde baru masih berkuasa di Indonesia 
terjadi begitu banyak pelarangan terhadap pengadaan koleksi-koleksi 
“buku kiri” yang dianggap membahayakan posisi pemerintahan pada 
waktu itu.  
Teori komunikasi antar budaya seharusnya menempatkan 
perpustakaan menjadi jembatan utama untuk menghubungkan budaya-
budaya yang berseberangan tersebut. Perpustakaan seharusnya menjadi 
wadah yang bebas nilai dan tidak sekedar menjadi alat legitimasi 
kekuasaan. Komunikasi antar budaya yang bebas nilai seharusnya dimiliki 
oleh setiap perpustakaan agar tujuan untuk memberi informasi seluas 
mungkin dapat terlaksana dengan baik dan objektif. 
Persoalan komunikasi antar budaya tidak terbatas kepada 
persoalan jumlah semata, namun sebagian justru mengarah kepada 
terjadinya sebuah perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang 
lainnya. Perbedaan tersebut selanjutnya melahirkan identitas minoritas di 
antara salah satu kelompok yang berbeda tersebut. Komunikasi antar 
budaya memang tidak pernah terlepas dari hubungan minor-mayor antar 
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komunitas pemilik budaya itu sendiri. Perubahan budaya yang lahir dari 
sebuah inovasi, kesepakatan serta sistem eliminasi secara alamiah sangat 
berpotensi untuk melahirkan sebuah persoalan dalam hubungan antar 
budaya tersebut. Keberadaan agama sebagai bagian dari perubahan 
budaya juga kini juga menjadi sebuah persoalan tersendiri dalam 
hubungan antar budaya itu sendiri. 
Agama yang merupakan sesuatu yang terintegrasi dengan sebuah 
kebudayaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sejarah 
peradaban manusia. Islam sebagai salah satu agama besar telah memberi 
pengaruh dan perubahan kehidupan manusia. Keberadaan agama Islam 
sebagai sebuah sistem kepercayaan menempatkannya menjadi bagian dari 
budaya-budaya baru yang dihasilkan oleh akulturasi budaya-budaya 
sebelumnya. Hingga saat ini setidaknya 1,5 milyar penduduk dunia 
menmeluk agama Islam. Hal tersebut selanjutnya menjadi persoalan 
tersendiri, baik yang bersifat kuantitas maupun kualitas, dalam 
hubungannya dengan agama-agama non-Islam serta budaya-budaya yang 
lain. Kini, persoalan hubungan tersebut cenderung lebih mengerucut 
kepada persoalan hegemoni yang justru menjadikan persoalan hubungan 
lebih terkuantifikasi kepada persoalan mayor-minornya sebuah hubungan 
antar agama atau budaya yang lain. Sejumlah kasus pembakaran lembaga 
dokumentasi dan perpustakaan merupakan sebuah persoalan dari 




Kepemimpinan adalah sebagai fokus proses-proses kelompok. 
Kepemimpinan merupakan suatu kepribadian dan akibatnya. 
Kepemimpinan merupakan penggunaan pengaruh. Kepemimpinan 
merupakan bentuk tindakan atau tingkah laku. Kepemimpinan adalah 
bentuk persuasi. Kepemimpinan merupakan hubungan kekuasaan. 
Kepemimpinan adalah alat untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan 
merupakan akibat dari interaksi. Kepemimpinan adalah pembedaan 
peran. Kepemimpinan merupakan inisiasi struktur. 
Pada prinsipnya pemimpin yang ideal adalah kolaborasi antara 
bakat dan kemampuan seseorang. Bakat merupakan sesuatu yang bersifat 
alamiah sehingga menjadi satu kesatuan dengan si pemilik bakat itu 
sendiri. Sementara kemampuan merupakan sesuatu yang berasal dari 
pengasahan keterampilan melalui sejumlah media-media pendidikan yang 
ada. Hampir setiap waktu, organisasi melakukan suksesi kepemimpinan. 
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Proses pemilihan pemimpin tentu akan berdampak langsung terhadap 
kinerja organisasi. Beberapa kriteria pemimpin dalam berbagai perspektif 
pun bermunculan. Akhlak, kapabilitas, kejujuran, wibawa, keberanian, 
kemampuan berkerjasama, merupakan sebagian dari kriteria-kriteria yang 
dipandang 
Beberapa hal yang berhubungan dengan motivasi kerja adalah; (1) 
Partisipasi, motivasi kerja staf akan semakin bertambah jika semakin sering 
dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam sebuah 
organisasi, (2) Komunikasi yang baik dengan pemilihan kalimat dan sikap 
yang benar akan sangat berdampak dalam hal pemberian tugas kepada 
para staf, (3) Pengakuan terhadap para staf merupakan sebuah 
penghargaan yang paling murah dan efektif dalam meningkatkan motivasi 
kerja, (4) Pendelegasian wewenang merupakan cara yang efektif untuk 
mengurangi kesenjangan kerja antara satu staf dengan staf yang lainnya, 
dan (5) Perhatian adalah bentuk sikap seorang manajer dalam upaya 
memanusiakan para stafnya.   
Seorang kepala perpustakaan harus memiliki kemampuan 
manajerial yang baik dalam upaya untuk memotivasi para stafnya. 
Layanan yang merupakan produk utama organisasi perpustakaan 
mengharuskan setiap pustakawan untuk memiliki motivasi kerja yang 
tinggi sebab sifat pekerjaan layanan yang lebih didominasi pada bentuk 
face to face. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya resiko menurunnya 
motivasi kerja yang diakibatkan frekuensi tatap muka yang cukup tinggi 
dengan pemustaka yang memiliki karakter dan kemauan yang sangat 
beragam. Hal tersebut akan dapat tereduksi jika para kepala perpustakaan 
mengasah kemampuan manjaerialnya dengan cara melatih untuk 
memberikan motivasi kepada para stafnya. 
Teori komunikasi antar budaya seharusnya menempatkan 
perpustakaan menjadi jembatan utama untuk menghubungkan budaya-
budaya para pemustaka yang beragam. Perpustakaan seharusnya menjadi 
wadah yang bebas nilai dan tidak sekedar menjadi alat legitimasi 
kekuasaan. Komunikasi antar budaya yang bebas nilai seharusnya dimiliki 
oleh setiap perpustakaan agar tujuan untuk memberi informasi seluas 
mungkin dapat terlaksana dengan baik dan objektif.  
Persoalan komunikasi antar budaya tidak terbatas kepada 
persoalan jumlah semata, namun sebagian justru mengarah kepada 
terjadinya sebuah perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang 
lainnya. Perbedaan tersebut selanjutnya melahirkan identitas minoritas di 
antara salah satu kelompok yang berbeda tersebut. Komunikasi antar 
budaya memang tidak pernah terlepas dari hubungan minor-mayor antar 
komunitas pemilik budaya itu sendiri. Perubahan budaya yang lahir dari 
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sebuah inovasi, kesepakatan serta sistem eliminasi secara alamiah sangat 
berpotensi untuk melahirkan sebuah persoalan dalam hubungan antar 
budaya tersebut. Keberadaan agama sebagai bagian dari perubahan 
budaya juga kini juga menjadi sebuah persoalan tersendiri dalam 





1. Jelaskan  model kepemimpinan yang ideal di perpustakaan ? 
2. Mengapa pemimpin harus menjadi motivator bagi para stafnya ? 











Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki, dan 
orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali 
yaitu: sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian kamu di tengah 
hari dan sesudah sholat Isya'. Tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan 
tidak (pula) atas mereka sesudahnya. Mereka berkeliling melayani kamu, sebagian 
kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi 
kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Tafsir al-Misbah, 
QS. an-Nur : 58). 
Ayat di atas menunjukkan pentingnya sebuah norma sosial dalam 
sebuah kelompok. Norma sosial tersebut meliputi kewibawaan, 
kehormatan dan etika yang haarus tetap dipelihara dalam membangun 
sebuah hubungan dalam kegiatan pelayanan. Antara pelayan dan yang 
dilayani memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati 
oleh kedua pihak tersebut. Konsep hubungan dan kedudukan yang setara 
antara yang memberi dan yang menerima layanan merupakan sebuah 
konsep ayat al-qur’an surah an-Nur ayat 58 yang sangat menganjurkan 
sebuah layanan prima atau bermutu dengan azas berkeadilan. 
Mutu atau sering juga disebut dengan kualitas merupakan suatu 
proses penilaian dengan standar yang sudah ditetapkan untuk menilai 
hasil dari suatu kegiatan. Kesulitan yang kemudian muncul adalah 
menentukan standar penilaian itu sendiri. Salah satu cara yang dilakukan 
untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan jalan mencari persamaan 
beberapa elemen mutu. Tjiptono (1996) menjelaskan mengenai 
persamaan mutu tersebut sebagai berikut : 
1. Meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 
2. Mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 
3. Merupakan kondisi yang selalu berubah (sesuatu yang bermutu saat 
ini dapat tidak bermutu di masa yang akan datang). 
 
Selanjutnya Tjiptono (1996) merasa perlu untuk 
mempertimbangkan mengenai 5 dimensi pokok mutu, yaitu: 
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1. Bukti, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana 
komunikasi 
2. Keandalan, yaitu kemampuan memberikan layanan yang cepat, akurat 
dan memuaskan 
3. Daya tanggap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para 
pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap 
4. Jaminan, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat 
dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau 
keragu-raguan 
5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. 
 
Mutu juga didefinisikan oleh Juran (1995) sebagai layanan yang 
memiliki keistimewaan yang memenuhi harapan pemakai. Mutu 
merupakan kinerja kepemimpinan dalam memenuhi kebutuhan pemakai 
dengan melakukan sesuatu yang benar sejak awal layanan dibutuhkan. 
Mutu juga merupakan usaha pemenuhan harapan pemakai dimana proses 
perbaikan mutu merupakan serangkaian prinsip, kebijakan, struktur 
pendukung dan penerapannya untuk terus menerus ditingkatkan efisiensi 
dan efektivitasnya (Hunt, 1993). 
Pada saat ini muncul pengertian modern dari konsep mutu. 
Konsep tersebut disebut dengan sistem kualitas (mutu) modern (Gasperz, 
2002). Sistem mutu modern tersebut pada dasarnya bercirikan lima 
karakteristik sebagai berikut: 
1. Berorientasi kepada pelanggan 
2. Partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak 
3. Pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk 
kualitas 
4. Berorientasi kepada tindakan pencegahan kerusakan. 
 
Selanjutnya Gasperz (2002) juga mengemukakan mengenai sistem 
kualitas (mutu) modern yang pada dasarnya terdiri dari: 
1. Kualitas (mutu) desain 
2. Kualitas (mutu) konformans 
3. Kualitas (mutu) pemasaran dan pelayanan purna jual. 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu 
adalah suatu proses penilaian dengan standar yang sudah ditetapkan 
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untuk menilai hasil dari suatu kegiatan. Dalam lingkup organisasi jasa 
layanan seperti perpustakaan proses tersebut dilakukan dengan 
menentukan persamaan beberapa elemen mutu seperti bukti, keandalan, 
daya tanggap, jaminan dan empati. 
Selanjutnya ditarik pula kesimpulan mengenai pengertian dari 
konsep mutu, yakni: berorientasi kepada pengguna atau pelanggan, 
partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak, pemahaman dari 
setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas, berorientasi 
kepada tindakan pencegahan kerusakan. 
Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai mutu layanan 
perpustakaan, perlu pula dipahami lebih dahulu mengenai apa yang 
dimaksud dengan layanan itu sendiri. Layanan perpustakaan bukan 
sekedar bertujuan untuk memberikan informasi mengenai koleksi yang 
ada. Lebih dari itu, layanan perpustakaan memiliki arti yang sangat luas 
meliputi fungsi layanan, sistem layanan maupun jenis layanan yang 
diberikan. 
Seluruh tuntutan di atas berkaitan dengan layanan yang diberikan 
oleh perpustakaan. Layanan merupakan sarana penghubung antara jasa 
yang ditawarkan oleh pengelola perpustakaan dengan perlakuan yang 
diterima oleh pemustaka. Artinya salah satu titik hubung terpenting antara 
pengelola dan pemakai jasa perpustakaan adalah layanan itu sendiri. 
Layanan perpustakaan memiliki beberapa indikator yang bertautan 
dengan mutu. Tingkat apresiasi pemustaka akan senantiasa mengarah 
pada mutu layanan yang diberikan oleh pihak pengelola perpustakaan itu 
sendiri. 
Model layanan perpustakaan terbagi atas 3, yakni pertama layanan 
terbuka yang merupakan model layanan dengan memberi kebebasan 
kepada pemustaka untuk melakukan penelusuran secara langsung ke rak-
rak koleksi perpustakaan. Model layanan terbuka biasanya dilakukan 
dengan pertimbangan kemandirian pemustaka yang telah cukup paham 
dengan sistem penelusuran informasi di perpustakaan, baik melalui 
pendidikan pemustaka maupun yang terlatih secara otodidak dengan 
seringnya si pemustaka mengunjungi sebuah perpustakaan. Model layanan 
terbuka lebih familiar digunakan di beberapa perpustakaan dengan tingkat 
pendidikan dan persepsi pemustakanya yang sudah agak tinggi, seperti 
perpustakaan perguruan tinggi. Walaupun sangat menguntungkan dalam 
hal efektifitas dan efisiensi kinerja para pustakawan, model layanan 
terbuka memiliki salah satu kelemahan, yakni faktor kerusakan dan 
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kehilangan koleksi yang diakibatkan sangat terbukanya para pemustaka 
untuk melakukan penelusuran informasi ke koleksi-koleksi secara 
langsung tanpa perlu didampingi oleh para pustakawan. 
Model yang kedua adalah layanan terbatas. Awalnya layanan ini 
lebih identik dengan istilah layanan tertutup, namun setelah menyadari 
bahwa sebuah layanan tertutup juga dapat berkonotasi sebagai layanan 
yang sudah tutup atau tidak ada layanan, maka istilah tertutup kini diganti 
dengan kata terbatas. Sesuai dengan namanya, layanan terbatas 
merupakan layanan yang diberikan secara terbatas pula. Hal ini dilakukan 
dengan berbagai pertimbangan, antara lain untuk menjaga kelestarian 
koleksi sebab perpustakaan yang menerapkan model layanan terbatas 
umumnya adalah perpustakaan-perpustakaan khusus dengan koleksi yang 
khusus pula, misalnya perpustakaan departemen, instansi, penelitian, 
militer dan beberapa perpustakaan dengan koleksi-koleksi khusus lainnya. 
Model ketiga adalah layanan kompilasi. Layanan ini merupakan 
gabungan antara layanan terbuka dengan layana terbatas. Layanan ini 
diberikan dengan pertimbangan heterogenitas pemustaka. Bervariasinya 
tingkat pendidikan dan persepsi pemustaka terhada sistem penelusuran 
informasi perpustakaan menyebabkan hampir seluruh perpustakaan 
umum, baik pusat maupun daerah, selanjutnya memberikan 2 opsi 
penelusuran kepada pemustakanya. Pemustaka yang sudah mampu untuk 
melakukan penelusuran mandiri dapat melakukan penelusuran secara 
langsung seperti dalam model layanan terbuka. Sementara pemustaka 
yang masih rendah atau bahkan tidak familiar dengan sistem penelusuran 
informasi perpustakaan akan mendapatkan bantuan konsultasi atau 
bantuan pendampingan penelusuran seperti yang dilakukan dalam model 
layanan terbatas.  
Secara umum layanan yang akan didapatkan oleh para pemustaka 
di perpustakaan, antara lain adalah: 
1. Layanan Peminjaman, yakni layanan yang diberikan oleh 
perpustakaan untuk memberi kemudahan dan waktu yang lebih 
banyak bagi para pemustaka untuk menyelesaikan bacaannya dengan 
cara meminjam.  
2. Layanan Ruang Baca, yakni layanan penyediaan ruang baca bagi 
pemustaka yang memilih untuk menelusur dan membaca secara 
langsung informasi yang dibutuhkan di ruang baca perpustakaan. 
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3. Layanan Konseling, yakni layanan interaktif antara pemustaka dengan 
pustakawan yang membutuhkan bimbingan tata cara pemanfaatan 
layanan perpustakaan secara baik dan benar. 
4. Layanan Dokumentasi, yakni layanan yang diberikan oleh pihak 
pengelola perpustakaan untuk melakukan proses pendokumentasi 
sebuah peristiwa, baik dalam bentuk tercetak maupun terekam. 
5. Layanan Informasi, yakni layanan penyediaan sumber-sumber 
informasi, baik primer maupun sekunder. 
 
Beberapa aspek yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya akan 
mengarahkan tulisan ini kepada sebuah kajian, yakni mutu layanan 
perpustakaan. Secara umum mutu perpustakaan memiliki beberapa 
indikator yang dapat dijadikan sebagai layanan perpustakaan secara 
spesifik. Ukuran mutu dapat ditunjukkan melalui dimensi interaksi sosial 
ataupun ketersediaan beberapa sarana dan prasarana fisik.  
Mutu juga berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas kinerja yang 
ditawarkan oleh pengelola perpustakaan. Selain itu, layanan memiliki 
keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pemakai jasa atau layanan 
tersebut. Parameter mutu layanan selanjutnya akan dipaparkan lebih jauh 
pada bagian lain tulisan ini. Roesma (1991) mengemukakan bahwa 
perpustakaan pada umumnya memiliki beberapa kategori layanan, yakni 
layanan administrasi, layanan teknis dan layanan pemakai. Sementara 
Trimo (1987) mengatakan bahwa diperlukan pengetauan yang cukup 
mengenai para pemakai jasa layanan informasi dengan tujuan untuk 
mengantisipasi jenis dan tingkatan informasi yang dibutuhkan pengguna. 
Selanjutnya oleh Stoker (1992) disebutkan bahwa perpustakaan yang baik 
adalah perpustakaan yang koleksinya relevan dengan kebutuhan 
pemakainya. Menurut McCarthy (1992) produk adalah semua bentuk 
layanan yang disediakan perpustakaan. Sedangkan Condous (1983) 
menambahkan bahwa produk adalah semua bentuk informasi yang 
disediakan perpustakaan.  
Upaya peningkatan pelayanan perpustakaan tidak saja terbatas 
pada layanan peminjaman bahan-bahan pustaka, namun dapat juga 
berupa layanan lain, misalnya penyediaan akomodasi untuk berbagai 
kepentingan seperti seminar, ceramah dan lain-lain (Hadisewono, 1985).
 Pemberian layanan yang bermutu akan sangat berbeda dengan 
menyediakan produk bermutu berupa barang. Peran interpersonal staf 
layanan sangat berpengaruh dalam memberi layanan bermutu dan 
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melakukan perbaikan mutu layanan (Armansyah, 1998). Menurut 
Gaspersz (2002) ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam 
peningkatan mutu layanan, beberapa dimensi atau atribut yang harus 
diperhatikan dalam peningkatan mutu layanan adalah sebagai berikut: 
1. Ketepatan waktu pelayanan 
2. Akurasi pelayanan 
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 
4. Tanggungjawab 
5. Kelengkapan 
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan 
7. Variasi model pelayanan 
8. Pelayanan pribadi 
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, serta 
10. Atribut pendukung pelayanan lainnya 
 
Hakikat layanan perpustakaan tersebut berimplikasi terhadap 
kegiatan perpustakaan itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak 
pengelola perpustakaan selanjutnya perlu mempertimbangkan asas 
layanan sebagaimana yang dikemukakan Darmono (2001) berikut ini : 
1. Berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan pemakai 
perpustakaan 
2. Diberikan atas dasar keseragaman, keadilan, merata, dan memandang 
pemakai perpustakaan sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh dan 
tidak dipandang secara individu 
3. Layanan perpustakaan dilandasi dengan tata aturan yang jelas 
4. Layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor kecepatan, 
ketepatan dan kemudahan dengan didukung oleh administrasi yang 
baik. 
 
Hal di atas merupakan dasar bagi pengelola perpustakaan dalam 
mempersiapkan kegiatan layanan yang berorientasi kepada pemustaka 
agar koleksi yang ada dapat dimanfaatkan oleh para pemustaka secara 
maksimal. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sistem layanan yang 
digunakan.Ada 2 (dua) jenis sistem layanan yang lazim digunakan di 
beberapa perpustakaan, yakni sistem layanan terbuka dan sistem layanan 
tertutup. Sistem layanan terbuka adalah suatu sistem yang dijalankan dimana 
seorang pemustaka dapat langsung ke rak koleksi untuk mengakses atau 
memilih koleksi yang dibutuhkan. Keuntungan layanan ini adalah 
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kebebasan pihak pemustaka dalam melakukan penelusuran secara 
langsung, biasanya dilakukan dengan tujuan agar pemustaka dapat secara 
bebas memilih bahan yang cocok atau dikehendaki (Hyman, 1972). 
Sementara kelemahannya adalah dalam hal kontrol terhadap pemustaka 
itu sendiri ketika melakukan suatu proses penelusuran.  
Sementara, sistem layanan tertutup merupakan suatu sistem yang dijalankan 
dimana seorang pemustaka tidak dapat langsung ke rak koleksi untuk 
mengakses atau memilih koleksi yang dibutuhkan. Namun, layanan ini 
memiliki keuntungan dari sisi kemudahan kontrol terhadap koleksi dan 
pemustakanya. 
Setelah memperoleh masukan mengenai hakikat dan sistem layanan, 
selanjutnya dibutuhkan pemahaman mengenai jenis layanan itu sendiri. 
Ada beberapa jenis layanan dalam dunia perpustakaan. Darmono (2001) 
mengemukakan mengenai jenis layanan perpustakaan sebagai berikut: 
1. Layanan peminjaman bahan pustaka (sirkulasi) 
2. Layanan referensi 
3. Layanan ruang baca 
4. Layanan audio visual (AV) 
5. Layanan jasa dokumentasi (konsultasi) 
6. Layanan terjemahan 
7. Layanan jasa silang layan 
8. Layanan pembendelan dan perbaikan buku 
 
Selanjutnya oleh Gaspersz (2002) dikemukakan mengenai 
sejumlah kriteria yang mencirikan pelayanan sekaligus membedakannya 
dengan barang, yaitu: 
1. Pelayanan merupakan output tak berbentuk 
2. Pelayanan merupakan output variabel, tidak berstandar 
3. Pelayanan tidak dapat disimpan dalam inventori, tetapi dapat 
dikonsumsi dalam produksi 
4. Terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui 
proses pelayanan 
5. Pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan 
6. Keterampilan personel “diserahkan” atau diberikan secara langsung 
kepada pelanggan 
7. Pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal 




9. Perusahaan jasa pada umumnya bersifat padat karya 
10. Fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan 
11. Pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subjektif 
12. Pengendalian kualitas terutama dibatasi pada pengendalian proses, 
dan 
13. Penetapan harga adalah lebih sulit. 
 
Mutu layanan adalah penilaian terhadap proses layanan dalam 
memenuhi tugasnya atau didefinisikan sebagai seberapa baik suatu 
layanan (White, 1995). Mutu layanan merupakan derajat sejauh mana 
perbedaan antara kenyataan dan harapan pemakai atas layanan yang 
mereka terima dan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara 
persepsi pemakai atas layanan yang mereka terima dengan layanan yang 
mereka harapkan (Jebarus, 1997). Chang (1992) menyatakan bahwa dalam 
konteks perpustakaan, mutu layanan usaha untuk memenuhi kebutuhan 
pemakai, dan standar mutu beragam antara satu orang dengan orang lain 
dari satu situasi ke situasi yang lain. Kemudian dia juga menambahkan 
bahwa mutu layanan berarti menyediakan layanan yang efektif dan efisien 
kepada pemakai yang memenuhi permintaan mereka dengan biaya dan 
waktu yang paling efektif. 
Mutu layanan adalah sebentuk sikap yang berhubungan tetapi 
tidak sama dengan kepuasan pemakai, yang merupakan hasil 
perbandingan antara harapan pemakai dengan persepsi pada kinerja 
perpustakaan (White, 1995). Kepuasan pemakai merupakan ukuran 
subjektif yang menggambarkan dimensi mutu layanan atau secara 
kuantitas sebagai pembeda antara nilai rata-rata layanan yang diberikan 
dengan nilai rata-rata harapan yang diharapkan pemakai (Dalton, 1992). 
Pengukuran mutu layanan dapat dilakukan dengan dua perspektif yang 
berbeda, yaitu perspektif internal organisasi dan perspektif pemakai, 
diaman ukuran mutu layanan dari perspektif imternal organisasi dianggap 
sebagai metode pengukuran yang tradisional (Hebert, 1994). Layanan 
bermutu tinggi adalah layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan 
pemakai. Perspektif pemakai dianggap sebagai orientasi terpenting dalam 
mengukur suatu mutu layanan atau dapat juga dikatakan bahwa satu-
satunya kriteria yang diperhitungkan dalam mengevaluasi mutu layanan 
adalah didefinisikan oleh pemakai (Wiyanto, 1997). 
Dalam melakukan pengukuran mutu layanan, perlu dketahui 
bahwa mutu layanan dipengaruhi oleh kualitas teknis dan kualitas 
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fungsional. Kualitas teknis merupakan pengukuran objektif mengenai apa 
yang diterima pemakai saat berinteraksi denga perpustakaan. Sedangkan 
kualitas fungsional adalah pengukuran subjektif mengenai bagaimana 
pemakai menerima layanan. Kualitas teknis meliputi dimensi mesin, 
sistem komputerisasi, pengetahuan dan solusi teknis. Kualitas fungsional 
meliputi dimensi kontak dengan pemakai, sikap, perilaku, hubungan 
internal, kemudahan mendapatkan layanan dan rasa melayani. Kualitas 
fungsional lebih dominan dan berpengaruh daripada kualitas teknis 
(Hutabarat, 1997). 
Kualitas fungsional lebih penting daripada kualitas teknis. Hal ini 
terlihat dari pemakai yang merasa tetap puas dengan layanan 
perpustakaan, meskipun dokumen yang mereka cari tidak ada. Ini 
disebabkan karena keramahan staf, layanan yang cepat, kerelaan staf 
dalam membantu dan staf yang cepat tanggap terhadap kebutuhan 
pemakai. Tetapi, pemakai akan merasa tidak puas dengan layanan 
perpustakaan, walaupun dokumen yang dibutuhkan berhasil ditemukan. 
Hal ini disebabkan karena staf yang tidak ramah dan enggan membantu 
pemakai serta prosedur layanan yang tidak efisien atau cenderung 
birokratis (Hebert, 1994). 
Upaya perkembangan untuk mengukur mutu layanan telah 
menghasilakan beberapa instrumen seperti SerQual (Service Quality) yang 
berpedoman pada konsep kepuasan dan ketidakpuasan pemakai. 
ServQual digunakan untuk mengetahui nilai persepsi pemakai terhadap 
mutu layanan yang diberikan suatu organisasi, dimana uuran perbedaan 
ditentukan berdasarkan perbedaan anatara harapan pemakai dengan 
penilaian mereka terhadap kinerja suatu organisasi (Wiyanto, 1997). 
ServQual merupakan instrumen yang paling banyak digunakan untuk 
mengukur mutu layanan di berbagai organisasi penyedia layanan seperti 
bank, rumah sakit, biro perjalanan, lembaga pendidikan dan lain-lain. 
Dan, belum ada instrumen lain yang telah diuji seteliti dan 
sekomprehensif ServQual (White, 1995). ServQual merupakan kerangka 
dasar bagi seluruh spectrum layanan yang luas, penggunaannya dapat 
dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi layanan 
(Rosjid, 1997). White (1995) mengemukakakn bahwa ServQual 
dikembangkan dari kajian di berbagai industry layanan yang berbeda dan 
instrumen didesain secara umum dengan tingkat validitas dan reliabilitas 
yang tinggi dan dapat diterapkan secara luas. ServQual dapat diterapkan 
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di berbagai jenis organisasi penyedia layaan, hanya dengan sedikit 
memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. 
Selain itu, Amstrong (1994) menjelaskan bahwa mutu layanan 
perpustakaan dapat pula dinilai berdasarkan keseimbangan aspek teknis 
(fasilitas dan peralatan) dan aspek sumber daya manusia (keramahan, 
perhatian, pertimbangan dan kerjasama). Untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan, manajemen kualitas (mutu) jasa modern memfokuskan 
perhatian pada strategi pelayanan 7P, yakni: 
1. Product (produk) 
2. Price (harga) 
3. Place (tempat) 
4. Promotion (promosi) 
5. Physical Evidence (kondisi fisik) 
6. Process design (desain kegiatan), dan 
7. Participants (partisipasi) 
 
Beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam peningkatan 
mutu layanan perpustakaan adalah ; ketepatan waktu pelayanan, akurasi 
pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, 
tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, 
variasi model pelayanan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, 
atribut pendukung pelayanan lainnya. Peningkatan mutu jasa layanan 
modern harus memfoluskan perhatian pada strategi pelayanan 7P 
tersebut di atas. Melalui strategi pelayanan 7P selanjutnya dapat disusun 
suatu jalan menuju manajemen pelayanan kualitas total (total quality service 
management) seperti yang tertera pada gambar berikut ini : 
 
Gambar 12 





Berdasarkan data di atas, layanan perpustakaan dapat secara detail 
didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan pemustaka yang 
berhubungan dengan segala bentuk informasi yang dibutuhkan pemakai 
perpustakaan dan bermanfaat sebagai sarana penelusuran informasi yang 
tersedia di perpustakaan. Sementara asas layanan adalah sebagai berikut ; 
a). Selalu berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan pemakai 
perpustakaan, b). Layanan diberikan atas dasar keseragaman, keadilan, 
merata dan memandang pemakai perpustakaan sebagai suatu kesatuan 
yang menyeluruh dan tidak dipandang secara individu, c). Layanan 
perpustakaan dilandasi dengan tata aturan yang jelas dengan tujuan untuk 
mengoptimalkan fungsi layanan, d). Layanan dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan faktor kecepatan, ketepatan dan kemudahan dengan 
didukung oleh administrasi yang baik. 
Selanjutnya dikemukakan 2 jenis sitem yang lazim yaitu sistem 
layan terbuka dan sistem layanan tertutup. Sementara jenis layanan 
perpustakaan adalah ; a). Layanan peminjaman bahan pustaka (Sirkulasi), 
b). Layananreferensi, c). Layanan ruang baca, d). Layanan Audio Visual 
(AV), e). Layanan bercerita, f). Layanan jasa dokumentasi, g). Layanan 
terjemahan, h). Layanan jasa silang layan, dan i). Layanan pembendelan 
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atau perbaikan buku. Sementara kesimpulan mengenai kriteria yang 
membedakan antara produksi berbentuk barang dengan suatu jasa 
layanan adalah ; pelayanan merupakan output tak berbentuk, pelayanan 
merupakan output variabel yang tidak terstandar, pelayanan tidak dapat 
disimpan dalam inventori tetapi dapat dikonsumsi dalam produksi, 
terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui proses 
pelayanan, pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan, 
keterampilan personel “diserahkan” atau diberikan secara langsung 
kepada pelanggan, pelayanan tidak dapat diproduksi secara missal, 
membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang 
memberikan pelayanan, organisasi jasa pada umumnya bersifat padat 
karya, fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan, pengukuran 
efektivitas pelayanan bersifat subjektif, pengendalian kualitas terutama 
dibatasi pada pengendalian proses dan penetapan harga adalah lebih 
rumit. 
Menurut Kotler (1994) mutu harus dimulai dari kebutuhan 
pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan pula. Berdasarkan hal 
tersebut, ukuran mutu layanan dapat ditentukan melalui efektifitas dan 
efisiensi layanan itu sendiri. Salah satu penilaian layanan mutu 
perpustakaan adalah berdasarkan kecepatan dan ketepatan suatu layanan. 
Kualitas layanan perpustakaan mengacu kepada pemenuhan kebutuhan 
dan harapan pemakainya (Rowley, 1994). Beberapa indikator mutu 
layanan perpustakaan yang dapat ditarik dari beberapa data di atas adalah: 
1. Orientasi pada pengguna 
2. Kondisi perpustakaan 
3. Fasilitas 
4. Efektifitas dan efisiensi layanan 
5. Kinerja staf 
6. Jenis layanan 
7. Asas manfaat 
8. Manajemen dan sistem layanan 
9. Partisipasi pengguna, dan 










Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh 
bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di sekelilingnya. Setiap 
mereka diberi rezki buah-buahan dari surga-surga itu, mereka mengatakan : ‘Inilah 
yang pernah diberikan kepada kami dahulu’. Mereka diberi buah-buahan yang 
serupa dan untuk mereka di dalamnya ada (juga) pasangan-pasangan yang suci, dan 
mereka kekal di dalamnya (Tafsir al-Misbah, QS. al-Baqarah : 25). 
Al-Qur’an memiliki kebiasaan membuat 2 hal yang bertentangan 
sebagai informasi pembanding. Jika ayat sebelumnya (QS. al-Baqarah : 24) 
mengandung informasi (berita) yang bersifat ancaman bagi orang-orang 
kafir, maka ayat di atas memberikan informasi pembanding yang 
merupakan informasi yang merupakan berita gembira bagi orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh. Konteks informasi pembanding yang 
sering muncul dalam ayat-ayat al-Qur’an merupakan salah satu sistem 
temu kembali informasi yang efektif dalam proses penelusuran informasi 
itu sendiri. 
Sistem temu balik informasi yang sering juga diistilahkan dengan 
sebutan information retrieval (IR), yakni sebuah metode penelusuran kembali 
keberadaan data yang baru atau sudah diakses sebelumnya. Salah satu 
apikasi pengembangan sistem IR adalah dengan menggunakan rumus 
recall dan precision. Sejak awal perkembangannya, IR secara terus menerus 
dikaji untuk menemukan format ideal dalam mengukur efektifitas dan 
efisiensi sebuah sistem yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 
informasi pemustaka.  
Istilah recall lazim digunakan dalam ilmu psikologi yang berarti 
proses mengingat yang dilakukan manusia. Padanan kata recall dalam 
bahasa Inggris adalah remember, recollect, remind. Dalam konsep IR, recall 
berarti proses untuk menemukan kembali data atau informasi yang 
tersimpan di dalam sebuah basis data. Hal tersebut selanjutnya 
menjadikan sebagian orang mengartikan recall sebagai “penemuan-
kembali”. 
Sementara, precision secara sederhana pula diartikan dengan 
keserasian antara permintaan informasi dengan feedback (tanggapan balik) 
terhadap permintaan tersebut. Jika seseorang menelusuri informasi dalam 
sistem basis data, keserasian yang berhasil ditemukan oleh orang yang 
menelusur tersebut disebut dengan relevansi yang sangat tergantung 
kepada subjektifitas orang itu sendiri. 
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Recall merupakan proporsi jumlah data yang dapat ditemukan 
kembali dengan menggunakan sistem IR. Rumusnya: Jumlah dokumen 
relevan yang ditemukan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh 
dokumen yang relevan di dalam basis data. Sementara, precision 
merupakan proporsi jumlah dokumen yang ditemukan dan dianggap 
relevan oleh pemustaka dengan membagi jumlah dokumen relevan yang 
ditemukan dengan jumlah semua dokumen yang ditemukan. Seluruh 
ukuran tersebut diberi nilai dalam format persentase, 1 sampai 100%. 
Sebuah sistem informasi dianggap baik jika nilai persentase recall maupun 
precision-nya tinggi. Lancaster selanjutnya merumuskan matriks recall-
precision sebagai berikut: 
 
  Relevan 
Tidak 
Relevan   
TotaDitemukan a (hits) b (noise) a + b 
Tidak 
ditemukan c (misses) d (rejected) c + d 
  a+b c+d a+b+c+d 
 
 
Rumus recall – precision adalah: 
Recall = [a/ (a+c)] x 100 
Precision = [a/ (a+b)] x 100 
 
Sistem basis data yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan 
seharusnya selalu melakukan evaluasi dan meningkatkan nilai recall dengan 
cara memperbesar nilai a atau nilai hits (dalam rumus recall-precision). 
Semakin besar jumlah dokumen yang ditemukan dalam basis data maka 
semakin besar pula nilai a. Namun, jika nilai b atau nilai noise yang 
merupakan jumlah dokumen yang tidak relevan juga besar, berarti nilai 
precision-nya juga menjadi kecil. Nilai recall dan precison ini cenderung 
berlawanan atau berbanding-terbalik. Jika recall tinggi, maka precision 
rendah, sementara jika precision tinggi maka nilai recall yang rendah. 
170 
 
Ukuran recall-precision ini juga sangat bergantung pada persepsi 
pemustaka yang melakukan penelusuran tentang arti sesungguhnya dari 
“dokumen yang relevan”. Walaupun sistem penelususran dilakukan oleh 
sebuah mekanisme yang sistemik, namun ukuran ideal sebuah sistem IR 
sangat sulit untuk mencapai tingkat recall-precision 100%. Subjektifitas 
dan perspektif berbeda para pemustaka atau penelusur informasi serta 
realita bahwa penelusuran  informasi terkadang tidak hanya terfokus 
kepada persoalan relevansi dokumen, melainkan juga pada banyak hal lain 
seperti kecepatan, kemudahan, kenyamanan, keamanan dan sebagainya, 
menyebabkan ukuran ideal recall-precision sangat sulit untuk didapatkan.  
Perbedaan antara mekanisme sistemik IR yang menggunakan 
rumus recall-precision dengan logika dan perspektif pemustaka yang 
beragam selanjutnya menggiring penelitian dan pengembangan sistem IR 
menjadi kajian yang bersifat interdisipliner. Pengembangan sistem IR 
membutuhkan kolaborasi antara tenaga teknisi informatika dengan tenaga 
analisis informatika (pustakawan). Kolaborasi ini selanjutnya menjadi 
jembatan komunikasi yang lebih intensif antara dunia teknologi informasi 
dan perpustakaan. Kolaborasi tersebut selanjutnya akan berakulturasi dan 
menjadi cikal bakal lahirnya perpustakaan digital. 







Maka Tuhan PemeliharaNya menerimanya dengan penerimaan yang baik, dan 
menumbuhkembangkannya (mendidiknya) dengan pendidikan yang baik dan Allah 
menjadikan Zakariyya pemeliharanya. Setiap Zakariyya masuk untuk menemuinya 
di mihrab, dia mendapati rezeki di sisinya. Zakariya bertanya: "Wahai Maryam, 
dari mana engkau memperoleh (rezeki) ini?" Dia menjawab: "Ia dari sisi Allah, 
sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa 
hisab (Tafsir al-Misbah, QS. Ali Imran : 37). 
Konteks ayat di atas memperlihatkan betapa pentingnya sebuah 
pendidikan. Melalui sebuah proses pendidikan yang terstruktur dengan 
baik, Maryam menjadikan Isa as. sebagai seorang Nabi yang dimuliakan. 
Tanpa melalui sebuah proses pendidikan yang terstruktur segala proses 




Pada beberapa acara pertemuan yang membahas mengenai 
Perpustakaan, terkesan bahwa sebagian pemustaka berpersepsi masih 
terlalu sederhana tentang keberadaan sebuah organisasi perpustakaan. 
Perpustakaan hanya dianggap sebagai suatu bentuk organisasi yang 
menawarkan jasa peminjaman dan pengembalian buku. Salah satu contoh 
persepsi sederhana tersebut adalah saat komputerisasi diaplikasikan pada 
sistem pelayanan. Pemustaka yang sebagian besar adalah pelajar dan 
mahasiswa justru merasa agak merasa sulit beradaptasi dengan layanan 
tersebut dan cenderung lebih memilih untuk menggunakan katalog 
manual. 
Persepsi sederhana tersebut bukan hanya menyangkut fungsi 
perpustakaan tetapi juga aspek-aspek organisasi perpustakaan yang lain, 
seperti tujuan, visi, misi, dan strukturnya. Padahal pengetahuan mendalam 
mengenai organisasi perpustakaan akan mengarahkan para pengguna pada 
suatu pemahaman yang lebih luas mengenai mutu layanan yang 
sepatutnya mereka dapatkan dari perpustakaan. Persepsi yang sangat 
sederhana tersebut juga mengakibatkan munculnya asumsi bahwa 
pemustaka memiliki persepsi berbeda tentang organisasi yang bergerak 
dalam bidang jasa yang lain. Kotler (1995) menerangkan mengenai 
beberapa karakteristik organisasi yang bergerak dalam bidang jasa yang 
setara, antara lain adalah perusahaan asuransi, perusahaan penerbangan, 
rumah sakit, bank, dan juga perpustakaan. 
Gasperz (2002) menyatakan bahwa suatu kegiatan yang berfokus 
kepada ketepatan waktu layanan, akurasi pelayanan, kesopanan dalam 
memberikan layanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan 
mendapatkan layanan, variasi model layanan, kenyamanan pengguna atau 
pelanggan, serta kelengkapan infrastruktur merupakan organisasi atau 
perusahaan jasa yang setara. Walaupun memiliki perbedaan, seperti visi, 
misi dan tujuan, perpustakaan sebagai salah satu organisasi penyedia 
layanan juga telah memiliki beberapa karakteristik di atas. Misalnya 
dengan adanya jadwal buka-tutup perpustakaan, tanggung jawab, 
kelangkapan ruangan, model layanan terbuka atau tertutup dan yang 
terpenting adalah perpustakaan juga berfokus kepada penggunanya. 
Upaya peningkatan persepsi pemustaka terhadap organisasi 
perpustakaan yang paling efektif adalah dengan memberikan pendidikan 
kepada pemustaka secara terstruktur. Hal tersebut dilakukan agar 
pemustaka selanjutnya diharapkan dapat dengan lebih mudah memahami 
perpustakaan sebagai organisasi yang sama dengan organisasi-organisasi 
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penyedia layanan lainnya. Atas dasar itu pulalah, pendidikan pemustaka 
menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan mutu 
layanan perpustakaan. 
Persepsi sering juga diistilahkan dengan cara pandang, 
pendekatan, ajaran, tinkauan, model maupun konsepsi. Persepsi adalah 
suatu bentuk penilaian subjektif dari seseorang terhadap suatu hal. Dalam 
hal ini persepsi atau pandangan merupakan sesuatu yang unik dalam diri 
setiap individu. Persepsi adalah sautu proses untuk mengingat atau 
mengidentifikasi sesuatu (Drever, 1986). Persepsi adalah proses mental 
yang menghasilakn bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal 
suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu, baik secara 
indera penglihatan, indera perabaan dan sebagainya sehingga akhirnya 
bayangan itu dapat disadari. Persepsi adalah usaha otak untuk 
menggambarkan objek atau peristiwa di dunia berdasarkan rangsangan 
yang masuk dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya (Bootzin, 1991). 
Persepsi dapat juga diartikan sebagai suatu proses psikologis, ketika 
pikiran menafsirkan dan mengenali apa yang dirasakan oleh tubuh walau 
demikian proses persepsi tidak selalu menyediakan sebuah penafsiran 
yang akurat dari informasi yang diperoleh penerima (Ormrod, 1990). 
Selanjutnya, Adi (1994) mengemukakan bahwa persepsi terbentuk atas 
dasar data-data yang telah diperoleh dari pengolahan ingatan. 
Persepsi ada dua macam yaitu persepsi benda mati dan persepsi 
sosial (Mann, 1969). Persepsi pengguna tentang organisasi perpustakaan 
dalam penelitian ini adalah suatu persepsi sosial. Objek dari persepsi 
sosial adalah hubungan sosial seseorang dengan orang lain termasuk 
persepsinya terhadap kelompok atau institusi sosial (Mann, 1969). 
Persepsi sosial adalah proses pembentukan sebuah kesan mengenai 
karakteristik orang lain (Watson, 1984). Persepsi sosial adalah proses 
kognitif-perseptual dimana orang memproses, mengorganisir dan 
merecall informasi tentag orang lain (Magill, 1993). Persepsi sosial juga 
merupakan persepsi mengenai objek-objek sosial dan sebab akibat atau 
mengapa seseorang atau sekelompok orang melakukan hal-hal tertentu 
(Indriyany, 1995). 
Kearl dan Gordon (1992) menjelaskan mengenai tiga komponen dalam 
persepsi, yaitu pengharapan yang muncul dari keyakinan yang terbentuk 
dari pengalaman dan apa yang kita pikirkan mengenai seseorang, ingatan 
dimana orang cenderung hanya mengingat hal-hal yang memperkuat 
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dugaan mereka serta melupakan hal-hal yang tidak ada dalam pola piker 
mereka dan perhatian untuk mencegah kelebihan pengalaman. 
Hollander (1981) membedakan anatar persepsi sosial dan persepsi 
objek. Perbedaan pertama adalah bahwa persepsi sosial tidak seperti 
benda dimana orang berpersepsi untuk mempunyai motif-motif yang 
akan menentukan tingkah laku mereka. Sementara perbedaan kedua 
adalah bahwa sesuatu (orang) yang dipersepsi mempunyai kemampuan 
yang sama untuk berpersepsi dan akan bereaksi sesuai dengan persepsi 
mereka terhadap orang yang menilainya. Persepsi sosial lebih dipengaruhi 
oleh proses subjektif, sikap, emosi, keinginan, perhatian dan perasaan 
(Mann, 1969). Persepsi seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya 
adalah penting dalam suatu hubungan interpersonal karena merupakan 
faktor penentu bagaimana mereka akan berlaku dan berinteraksi dalam 
situasi tersebut, selain itu, persepsi ini juga dapat merubah karakteristik 
yang tampak pada orang yang dipersepsi (Mann, 1969). Persepsi sosial 
juga berfungsi untuk mengatur seseorang dalam mempersiapkan diri 
dalam menghadapi kehidupan di dunia dan untuk mendefinisikan suatu 
situasi dalam cara yang khusus serta untuk memberikan motivasi bagi 
seseorang untuk bertindak (Hollander, 1981). 
Dalam teori organisasi dikenal adanya bermacam-macam teori 
mengenai persepsi. Sutarto (2002) yang lebih cenderung menyebut kata 
cara pandang berhasil mengumpulkan 15 teori dari bebrapa tokoh yang 
mengemukakan pendapatnya mengenai definisi cara pandang (persepsi) 
tersebut. Dari sejumlah teori yang berhasil dirangkum antara lain adalah: 
persepsi pembuatan keputusan, persepsi biologi, persepsi sistem, persepsi 
antar pribadi, persepsi profesi, persepsi spasialisasi, persepsi sistem teknik 
sosial, persepsi kontingensi, persepsi sifat keunggulan, persepsi 
manajemen strategis, persepsi kepemimpinan dan persepsi peranan 
manajemen. 
Namun dari sejumlah cara pandang (persepsi) di atas, Sutarto (2002) 
menyebutkan bahwa dalam teori organisasi sebenarnya hanya ada delapan 
persepsi, yakni: persepsi klasik, persepsi hubungan kerja manusia, persepsi 
matematika, persepsi pembuatan keputusan, persepsi sistem, persepsi 
kontingensi, persepsi kepemimpinan, persepsi budaya organisasi. 
Persepsi tentang organisasi juga dikemukakan oleh Hicks (1989) 







Hicks (1989) mengenukakan bahwa masalah dalam organsiasi 
sering tidak dapat dimengerti kalau hanya melihat dari sudut pandang 
saja, melainkan harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang ada. Untuk 
itu diperlukan proses pembelajaran untuk menigkatkan persepsi, 
khususnya di kalangan pengguna (mahasiswa) agar lebih memahami 
perpustakaan perguruan tinggi secara lebih luas. Seringkali terjadi, 
pengguna memiliki harapan yang tidak realistis. Hal ini terjadi karena 
pemakai memiliki persepsi perpustakaan sama dengan organisasi penyedia 
layanan lainnya. Pemakai tidak selalu memahami kebijakan dan prosedur 
yang diterapkan di perpustakaan. Mereka kurang menyadari bahwa 
kebijakan dan prosedur itu sangat penting bagi kelangsungan 
perpustakaan. Situasi ini menyebabkan ketidakpuasan pemakai, untuk itu 
perpustakaan perguruan tinggi wajib mengerahkan semua daya upayanya 
untuk meminimalkan ketidakpuasan yang disebabkan oleh persepsi yang 
berbeda tersebut (Milson-Martula, 1995). 
Masalah yang juga dapat saja timbul dari kata “persepsi” adalah 
bahwa tiap-tiap ilmu mempunyai metode, istilah dan tujuan yang berbeda-
beda dalam mendefinisikan “persepsi” tersebut. Untuk itu diperlukan 
sebuah pendekatan antar ilmu atau semacam kerjasama silang yang 
bertujuan untuk menyeragamkan suatu “persepsi” terhadap suatu kajian. 
Beberapa indikator persepsi pemustaka yang dapat menjadi bahan dasar 
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pendidikan yang akan diberikan kepada pemustaka adalah sebagai berikut 
: 
1. Pendidikan tentang organisasi (visi, misi, tujuan, tugas pokok, fungsi 
dan struktur) 
2. Pendidikan tentang model layanan 
3. Pendidikan tentang jenis-jenis koleksi 
4. Pendidikan tentang alat-alat penelusuran koleksi 
5. Pendidikan tentang hak dan kewajiban pemustaka dan pustakawan 
6. Pendidikan tentang kegiatan kerjasama perpustakaan 
7. Pendidikan tentang pembagian kerja 
 
Pendidikan pemustaka sebaiknya dilakukan secara terstruktur. 
Memasukkan pendidikan pemustaka ke dalam kurikulum pendidikan, 
mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi, saat 
ini dirasakan sudah menjadi sebuah keharusan yang belum tersentuh dan 
ditindaklanjuti secara lebih nyata. Ketergantungan seluruh jenjang 
pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tersebut 
seharusnya menjadi konsekuensi logis untuk mengikutsertakan 




PROFITISASI LAYANAN  
 
 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Dan janganlah penulis 
enggan menulisnya karena Allah telah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, 
dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun darinya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah 
walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika bukan dua oang lelaki, maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 
enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu (membayar)nya. 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian 
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia 
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merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada 
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah 
(dan jangan pula yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis). Jika 
kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan 
pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu (Tafsir al-Misbah, QS. al-Baqarah : 282) 
 
Muamalah dapat diartikan sebagai proses jualbeli, hutang piutang, 
atau sewa menyewa. Jual beli diatur sedemikian rupa dalam al-Qur’an agar 
tercipta perasaan saling menguntungkan antara pihak pembeli dan pihak 
penjual. Proses jual beli yang islami tidak memberi ruang kepada sesuatu 
proses penjualan yang dipenuhi dengan unsur riba (keuntungan yang 
terlalu besar dari harga jual standar). Akibatnya sebagian orang 
berpandangan bahwa al-Qur’an tidak berpihak kepada para penjual dan 
pemilik harta, sebab muncul aturan tentang pelarangan riba serta 
kewajiban membayar zakat maal (harta). Padahal ayat di atas menunjukkan 
pentingnya sebuah proses jual beli atau pemasaran yang dilakukan dengan 
cara-cara yang baik (tertulis maupun yang tidak tertulis) dan dikelola 
secara terperinci agar pemasaran sebuah prodek (layanan) dapat saling 
menguntungkan dan memberi kepuasan antara penjual dan pembeli. 
Sampai hari ini perpustakaan masih dianggap sebagai sebuah 
organisasi non-profit (tidak mencari keuntungan). Layanan yang menjadi 
produk utama organisasi perpustakaan menjadi sebuah produk tanpa 
harga atau gratis. Nilai sebuah produk memang selalu berawal dari 
kebutuhan pasar dan teori ekonomi sederhana, yakni jika permintaan 
meningkat maka harga pun akan ikut naik, sebaliknya jika permintaan 
berkurang maka harga sebuah produk pun akan turun. Sayangnya teori 
ekonomi yang sangat macro tersebut justru tidak berlaku di organisasi 
perpustakaan. Permintaan akan produk (layanan) perpustakaan yang 
semakin meningkat seiring dengan perkembangan tingkat kebutuhan 
informasi masyarakat, tidak serta merta meningkatkan harga dari layanan 
perpustakaan itu sendiri. Para stakeholder, praktisi maupun peneliti dalam 
bidang perpustakaan menjadi terjebak kepada idiom lama yang 
menyebutkan bahwa perpustakaan adalah organisasi non-profit.  
Pada periode perang dunia I dan II, Dokter hanya dianggap 
sebagai sebuah pekerjaan non profesi. Sebagian besar masyarakat lebih 
memilih untuk menjadi prajurit dibandingkan dengan Dokter, sebab 
kedua pekerjaan tersebut tetap akan dilabeli dengan wajib militer, 
termasuk untuk ikut secara langsung ke medan pertempuran yang sedang 
berlangsung. Resiko tewas atau cacat dalam medan pertempuran sama 
besarnya, namun penghargaan setelah perang selesai justru lebih besar 
didapatkan oleh pekerjaan sebagai prajurit. Salah satu faktor yang 
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menyebabkan Dokter tidak dipandang sebagai sebuah profesi adalah 
realita bahwa organisasi kedokteran pada waktu itu merupakan organisasi 
yang non-profit.  
Periode pasca perang dunia berakhir, dunia kedokteran pun 
melakukan evaluasi terhadap organisasinya. Hal-hal yang berhubungan 
dengan dunia kedokteran pun dirombak untuk dijadikan sebuah standar. 
Mulalilah dilakukan penyeragaman kurikulum, fakultas, jurusan yang 
berujung kepada keputusan untuk mulai menetapkan nilai nominal dari 
produk (layanan) yang akan diberikan kepada pasien. Standarisasi 
organisasi tersebut akhirnya menyentuh perubahan radikal yang 
merombak perspektif organisasi non-profit menjadi organisasi yang profit. 
Sejak saat itu layanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter pun menjadi 
standar dengan nilai yang mengikuti teoi ekonomi yang berlaku, yakni 
semakin besar permintaan maka semakin tinggi pula nilai jual sebuah 
produk (layanan). Perubahan paradigm non-profit menjadi profit yang terjadi 
dalam organisasi kedokteran pun berujung kepada apresiasi besar 
masyarakat yang menempatkan Dokter menjadi sebuah profesi yang 
berkualifikasi tinggi. 
Pada periode yang hampir bersamaan, para Bankir juga dianggap 
sebagai pekerjaan yang non profesi. Bagaimana tidak, seorang Bankir 
yang bertugas memberi layanan penyimpanan uang para nasabah, hanya 
didampingi oleh seorang sheriff untuk menghadapi resiko perampokan 
bank yang cukup sering terjadi pada periode pasca meletusnya civil war 
(perang sipil) di beberapa wilayah Eropa dan Amerika Selatan. Organisasi 
perbankan pada waktu itu memang merupakan organisasi pengabdian luar 
biasa yang bersifat non-profit oriented. Namun setelah periode revolusi 
industri, dunia perbankan pun merekonstruksi organisasi mereka dengan 
melakukan hal yang hampir serupa dengan yang dilakukan oleh organisasi 
kedokteran. Standarisasi kurikulum, penyeragaman basic science dan 
induknya, identifikasi pengguna dengan istilah nasabah, penentuan kode 
etik profesi, hingga penetapan harga dari produk (layanan) yang diberikan 
berujung kepada perubahan paradigm organisasi non-profit menjadi 
organisasi yang profit oriented.  
Organisasi kedokteran dan perbankan seharusnya menjadi 
organisasi pembanding yang setara dengan organisasi perpustakaan. 
Kesetaraan tersebut dapat dengan sangat jelas terlihat dari bentuk produk 
yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut, yakni layanan. Organisasi 
kedokteran mengidentifikasi penggunanya dengan sebutan pasien, 
sementara organisasi perbankan menyebut dengan istilah nasabah. Hal 
yang sama sudah dilakukan oleh organisasi perpustakaan dengan 
mengidentifikasi penggunanya dengan sebutan “pemustaka”. Organisasi 
kedokteran secara detail menyebut profesinya sebagai Dokter yang 
spesifik bekerja sebagai analisis kesehatan, sementara organisasi 
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perbankan juga secara detail menyebut profesinya sebagai Bankir yang 
spesifik bekerja sebagai analisis dalam bidang keuangan. Hal yang sama 
dilakukan oleh organisasi perpustakaan, dengan menyebut profesinya 
sebagai pustakawan. Namun, sampai hari ini para pustakawan sebetulnya 
belum tepat dianggap sebagai sebuah profesi sebab bidang pekerjaannya 
tidak spesifik melainkan masih menjalankan peran ganda sebagai tenaga 
analisis informasi yang sekaligus berfungsi sebagai tenaga teknisi 
perpustakaan. 
  




orang-orang yang makan (bertransaksi dengan) riba, tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah 
disebabkan oleh sentuhan(nya). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan 
karena mereka berkata, “Jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba”, padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa 
yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu 
berhenti (dari praktek riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Adapun yang 
kembali (bertransaksi riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya (Tafsir al-Misbah, QS. al-Baqarah : 275). 
Riba terdiri atas dua, yakni; (1) Riba nasiah, adalah pembayaran 
lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, dan (2) Riba fadhl, 
adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih 
banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 
demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan 
sebagainya. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang mengambil Riba 
tidak tenteram jiwanya layaknya orang yang sedang kemasukan setan. 
Proses pemasaran dengan memperhatikan cara dan strategi yang baik dan 
benar akan menghasilkan keuntungan penjualan yang halal. 
Pemasaran adalah proses penyaluran produk (layanan) secara 
ekonomik dari produsen kepada konsumen. Pemasaran merupakan 
sebuah manajerial yang membuat individu/kelompok menciptakan, 
menawarkan lalu menukar produk yang bernilai kepada pihak lain. 
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Beberapa kegiatan dalam usaha pemasaran tidak hanya memindahkan 
produk dari produsen ke konsumen melalui mekanisme penjualan, 
namun masih terdapat banyak kegiatan lain dalam proses pemasaran. 
Penjualan hanyalah salah satu fungsi pemasaran. Produsen yang baik 
adalah yang melakukan analisis kebutuhan konsumen, mengembangkan 
produk, menentukann harga yang rasional, mendistribusikan kemudian 
mempromosikan produknya secara halal.  
Konsep pemasaran yang paling pokok adalah proses pemenuhan 
kebutuhan hidup manusia yang semakin berkembang menjadi sebuah 
keinginan mengkonsumsi berbagai produk yang ada. Layanan atau sering 
juga disebut dengan jasa merupakan produk tidak berbentuk yang juga 
menawarkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut. Sebut saja, 
layanan kesehatan, layanan keamanan, layanan pendidikan hingga layanan 
informasi merupakan bentuk lain dari produk yang dibutuhkan oleh 
seluruh manusia. Penentuan keputusan membeli sangat ditentukan oleh 
nilai dan kepuasan yang akan didapat dari mengkonsumsi suatu 
produk/layanan. Jika konsumen percaya terhadap nilai dan kepuasan yang 
akan didapat, maka konsumen akan melalukan pembelian barang dan jasa.  
Hal inilah yang selanjutnya melahirkan dan menciptakan pasar dalam 
masyarakat. Secara umum, tujuan sistem pemasaran adalah sebagai 
berikut: 
1. Memaksimalkan konsumsi  
2. Memberikan kepuasan konsumsi 
3. Memaksimalkan pilihan konsumsi 
4. Memberikan jaminan mutu produk 
 
Efisiensi pemasaran adalah upaya untuk menghitung  rasio 
“debet-kredit” dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan. Semakin tinggi 
nilai rasio debet-kredit, maka semakin bagus nilai efisiensi pemasaran. 
Layanan yang baik adalah layanan dengan rasio debet-kredit yang baik 
pula. Layanan yang akan ”dijual-belikan” sebaiknya sudah melalu proses 
uji produk yang baik. Melalui proses jual-beli layanan terbentuklah harga 
sebuah layanan. Harga merupakan titik temu antara penawaran dan 
permintaan dalam pasar. Layanan yang akan dijual sebaiknya bukanlah 
merupakan produk temporer yang tidak memenuhi permintaan pasar. 
Selanjutnya, layanan yang akan dijual sebaiknya sudah memiliki standar 
mutu. Layanan perpustakaan yang tidak memiliki standar mutu yang baik 
merupakan layanan yang bernilai jual rendah, maka sebelum perpustakaan 
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memasarkan layanannya, cara yang paling efektif adala dengan 
menentukan standar mutu layanan itu sendiri. 
Harga layanan merupakan besaran nilai yang dibayarkan oleh 
konsumen konsumen untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam 
proses pemasaran. Harga dalam layanan perpustakaan meliputi: 
1. Kecepatan layanan 
2. Akurasi 
3. Kenyamanan  





9. Merek dagang 
10. Pajak 
11. Biaya resiko kerusakan, dan sebagainya  
 
Selanjutnya dibuat alur pemasaran layanan perpustakaan yang 
merupakan alur perpindahan layanan dari pustakawan kepada pemustaka. 
Alur pemasaran layanan perpustakaan dapat dilakukan jika seluruh 
perpustakaan sudah membuat standarisasi layanan secara sistemik. 
Semakin panjang alur saluran pemasaran layanan, maka semakin besar 
pula harga yang dibutuhkan. Strategi pemasaran layanan perpustakaan 
merupakan faktor terpenting dalam upaya pemasaran layanan 
perpustakaan itu sendiri. Jumlah permintaan layanan serta kecenderungan 
perkembangan permintaan yang akan datang  harus dianalisis dengan 
tepat. Tanpa analisis jumlah  permintaan layanan yang baik sebuah upaya 
pemasaran layanan perpustakaan hanya akan beresiko mendatang 
kerugian terhadap organisasi.  
Analisis kebutuhan pasar (pemustaka) harus mempertimbangkan 
aspek-aspek sebagai berikut: 
1. Jangkauan pemustaka potensial 
2. Analisis Potensi Pasar 
3. Daya beli 
4. Budaya 
 
Strategi pemasaran merupakan rangkaian tujuan dan sasaran, 
kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran 
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dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. 
Strategi pemasaran modern secara umum terdiri dari tiga tahap yaitu: 
segmentasi pasar (segmenting), penetapan pasar sasaran (targeting), dan 
penetapan posisi pasar (positioning) (Kotler, 2001). Setelah mengetahui 
segmen pasar, target pasar, dan posisi pasar maka dapat disusun strategi 
bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari strategi produk, harga, 
distribusi dan promosi (Assauri, 1999). Pemasaran layanan perpustakaan 
harus pula memperhatikan tujuan dan sasaran dan posisi pemasaran. 
Kemudian pihak perpustakaan harus menentukan standar kualitas 
layanan, harga yang rasional, distribusi layanan serta peningkatan 
kebijakan dalam hal promosi layanan itu sendiri.  
Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan instrumen 
pemasaran praktis yang dapat dikendalikan dan dipadukan oleh 
perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. 
Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dimiliki oleh seseorang 
manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen 
terhadap produk dan layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: 
Product, Place, Price, Promotion. Strategi pemasaran bertujuan untuk: 
1. Mendapatkan calon pembeli 
2. Meningkatkan jumlah pelanggan, dan  
3. Memenangkan persaingan. 
 
Ada 3 pedoman dasar untuk memasarkan layanan melalui cara 
pendekatan pasar, yakni: 
1. Pemasaran masal, layanan diberikan, didistribusikan dan 
dipromosikan secara massal. Selain untuk mengurangi biaya produksi, 
pemasaran missal juga dapat menciptakan pasar potensial dengan 
jumlah yang besar. 
2. Variasi layanan, selain bermutu, layanan sebaiknya bersifat trendi atau 
kekinian sebab pemustaka memiliki selera yang pasti berubah setiap 
waktu 
3. Segmentasi, pihak pengelola perpustakaan sebaiknya mengenal 
berbagai segmen pasar lalu mengembangkan layanan serta bauran 
pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing 
pemustaka. 
 
Segmentasi pasar dibutuhkan untuk dapat lebih memahami 
perilaku dan kebutuhan pemustaka. Program pemasaran dapat lebih 
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diarahkan sesuai dengan perilaku dan kebutuhan masing-masing 
pemustaka yang merupakan segmen pasar tersebut. Jika pasar terlalu luas 
dan berperilaku heterogen, perpustakaan dapat memilih satu atau beberapa 
segmen pasar saja, agar kapasitas pasar dapat disesuaikan dengan luas 
segmen-segmen pasar yang terbentuk. Realita bahwa pasar memiliki sifat 
yang dinamis, menyebabkan pasar akan ikut berkembang secara terus 
menerus yang ditandai dengan perubahan-perubahan pola hidup dan 
kebutuhan pemustaka. 
Salah satu cara untuk melakukan segmentasi pasar adalah sebagai 
berikut: 
1. Membuat ukuran agar segmen pasa dapat diukur (Measurability). 
2. Membuat target agar segmen pasar dapat dijangkau (Accessibility) 
3. Membuat skala prioritas agar dapat menentukan besarnya cakupan 
dari segmen pasar (Substantiality) 
4. Membuat program terstruktrur 
5. Membuat neraca untuk menghitung keuntungan pemasaran layanan 
(profitable) 
 
Jika segmen-segmen pasar yang telah terbentuk tidak memberikan 
konstribusi dalam bentuk keuntungan finansial, maka upaya pemasaran 
layanan perpustakaan akan dianggap sebagai sebuah kerugian organisasi. 
Untuk itulah dibutuhkan segmentasi pasar dari para pemustaka dengan 
mengkalisifikasi pemustaka kepada segmen-segmen yang memiliki 
peluang untuk memberikan keuntungan dari rancangan segmentasi itu 
sendiri. 
Penentuan target pemasaran layanan perpustakaan dilakukan 
dengan cara melakukan segmentasi pasar, kemudian pemustaka 
dikelompokkan dengan cara membagi berdasarkan sifat yang sejenis. 
Setiap kelompok pemustaka yang dipilih sebagai target pasar sangat 
bergantung kepada sasaran pemasaran layanan perpustakaan yang akan 
dicapai. Penentuan target pemasaran sangat penting karena perpustakaan 
tidak dapat melayani seluruh pemustaka yang beragam jumlah dan 
kebutuhannya. Perpustakaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana 
yang akan dilayaninya sebagai target pemasaran layanannya. Kegiatan 
pemasaran layanan perpustakaan akan lebih efektif jika difokuskan 
kepada pemustaka tertentu sebagai target pasar yang dituju. Target 
pemasaran sebaiknya adalah kelompok pemustaka yang homogen.  
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Pada proses selanjutnya, organisasi perpustakaan membutuhkan 
penetapan target pasar yang berguna untuk: 
1. Pengembangan posisi layanan dengan strategi pemasaran 
2. Penyesuaian layanan yang dipasarkan dengan strategi pemasaran yang 
dijalankan 
3. Membuka peluang pasar yang lebih luas untuk kepentingan 
pemasaran layanan-layanan yang baru 
4. Pemanfaatan sumber daya perpustakaan secara efektif dan efisien 
5. Upaya untuk mengantisipasi persaingan pasar. 
 
Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi sebuah 
perpustakaan dalam menentukan target pasar adalah sumber daya yang 
terbatas serta heterogenitas pemustaka. Kemudian untuk melakukan evaluasi 
target pasar diperlukan informasi dan analisis data yang berhubungan 
dengan: 
1. Layanan yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang 
dijalankan 
2. Kepuasan pemustaka yang menjadi target pasar 
3. Keuntungan finansial perpustakaan  
 
Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah target pasar yang 
dilayani perusahaan masih dapat diharapkan memberikan kontribusi pada 
pencapaian tujuan perusahaan. Secara lebih detail alur kerja pemasaran 
layanan perpustakaan adalah sebagai berikut: Lakukan segmentasi 
pemustaka → Membuat pengembangan profil dan daya tarik segmen 
pemustaka yang ada → Penentuan segmen pemustaka yang dituju → 
Pengembangan posisi layanan perpustakaan untuk setiap segmen 
pemustaka yang dituju → Pengembangan bauran pemasaran untuk setiap 







Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai qiyaman bagi manusia, dan 
(demikian pula) bulan Haram, had-y, dan qalaid. Yang demikian itu agar kamu 
tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit serta apa yang 
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ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu 
(Tafsir al-Misbah, QS. al-Maidah : 97). 
 
Ka'bah yang merupakan tempat yang berhubungan dengan 
duniawi dan ukhrawi, bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram 
dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram (bulan yang dilarang 
melakukan peperangan) merupakan berbagai contoh hal-hal yang 
diberitahukan (dipromosikan) oleh Tuhan melalui wahyu yang selanjutnya 
termediasi melalui media al-Qur’an. Promosi yang baik dengan 
mengedepankan kaidah-kaidah yang islami akan memberikan 
pengetahuan terhadap orang-orang yang menerima informasi (promosi) 
tersebut. 
Salah satu penelitian perpustakaan yang telah dilakukan oleh 
penulis menunjukkan bahwa rata-rata 17% dalam setahun, koleksi sebuah 
perpustakaan tidak pernah tersentuh dan dimanfaatkan oleh pemustaka. 
Hal tersebut disebabkan kebijakan pengelola perpustakaan yang tidak 
memperhatikan kegiatan promosi. Ketiadaan atau kurangnya promosi 
menyebabkan tidak sampainya distribusi informasi kepada masyarakat 
umum tentang koleksi dan layanan yang dimiliki oleh sebuah 
perpustakaan. Promosi perpustakaan dengan berbagai bentuk dan 
strateginya menjadi solusi terbaik untuk mereduksi ketidaktahuan 
masyarakat tentang hal tersebut. Promosi juga diharapkan mampu 
menjadi jembatan kesenjangan informasi yang dimiliki oleh perpustakaan 
dengan masyarakat umum, khususnya bagi para pemustaka yang secara 
administratif telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan.  
Promosi perpustakaan memiliki hubungan terhadap tinggi-
rendahnya mutu layanan sebuah perpustakaan.  Promosi merupakan 
sarana penghubung antara sebuah organisasi dengan para konsumennya. 
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi tentang produk 
maupun layanan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Produk maupun 
layanan tidak akan berjalan dengan efektif jika tanpa melalui mekanisme 
awal, yakni promosi. Sebagai salah satu proses sosialisasi, promosi 
perpustakaan sebaiknya dikemas secara baik dan benar. Salah satu hal 
yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan promosi adalah 
heterogenitas pemustaka. Pemustaka yang beragam tentu juga 
membutuhkan jenis koleksi dan model layanan yang beragam pula. Jika 
sebuah perpustakaan memiliki layanan maupun koleksi baru namun tidak 
dilakukan kegiatan promosi, maka sangat kecil kemungkinan buat para 
pemustakanya untuk mengetahui produk tersebut. 
Seluruh layanan tentu bermuara kepada kepuasan konsumen, 
namun tidak selamanya suatu bentuk layanan dapat diterima secara cepat 
oleh pemustaka. Untuk itulah dibutuhkan sebuah proses adaptasi atau 
bahkan pembelajaran secara terstruktur melalui mekanisme kegiatan 
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promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan oleh Arlinah (1991) disebut 
sebagai sesuatu yang bertujuan untuk menjangkau pemakai yang tidak 
menyadari bahwa informasi yang dibutuhkan sebenarnya ada namun 
mereka tidak tahu, mereka tidak dapat mempergunakan hak mereka 
untuk memperoleh informasi, untuk itu dibutuhkan komunikasi 
berbentuk promosi antara staf perpustakaan dengan pemustaka secara 
baik. Promosi juga merupakan sebuah cara yang paling efektif dalam 
memasarkan sebuah produk (layanan) dengan memilih berbagai strategi 
dan teknik yang beragam. 
Promosi adalah sebuah media saling tukar data antara sebuah 
organisasi dengan penggunanya dalam hal produk apa saja yang dimiliki 
oleh organisasi itu sendiri. Hasil dari promosi akan berbentuk feedback 
(tanggapan balik) dalam bentuk pembelian, pemesanan atau kunjungan. 
Promosi yang dikemas dengan baik akan menghasilkan peningkatan 
persepsi orang lain terhadap produk maupun layanan sebuah organisasi. 
Perpustakaan sebagai salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang 
layanan seharusnya menempatkan promosi sebagai sebuah kegiatan 
utama agar layanan kepada pemustakanya dapat berjalan secara efektif 
dan efisien. Jika perpustakaan tidak melakukan kegiatan promosi, maka 
dapat dipastikan bahwa perpustakaan tersebut akan mengalami krisis 
keterkunjungan dan keterpakaian koleksinya. 
Kegiatan promosi perlu dilaksanakan dengan baik di dalam 
maupun di luar perpustakaan agar pemustaka dapat mengetahui tentang 
kegiatan yang dilakukan perpustakaan dalam meningkatkan pelayanannya 
(Royani, 1984). Menurut Edinger (1980) promosi perpustakaan adalah 
kegiatan komunikasi dengan pemustaka yang telah ada maupun yang 
belum tetapi potensial agar mereka tahu tentang pelayanan yang ada. 
Sedangkan Nurhadi (1976) mengatakan bahwa promosi perpustakan 
adalah propaganda perpustakaan ke dunia luar dengan sasaran utama 
adalah pemustaka. Propaganda itu sendiri diharapkan mampu member 
dampak secara langsung dalam mempengaruhi pemustakan maupun calon 
pemustaka. 
Promosi merupakan corak manajemen yang khas atau filsafat dari 
penyajian yang akan dan harus menembus pelayanan dan semua kegiatan 
ang dilakukan oleh perpustakaan. Dengan demikian promosi bukan 
sekedar membagi selebaran atau memasang poster. Namun promosi 
dapat secara efektif memiliki dampak yang berkesinambungan untuk 
menghasilkan kemajuan sebuah perpustakaan (Cronin, 1982). Dalam 
suatu kegiatan promosi, hubungan masyarakat adalah istilah yang sangat 
luas, mencakup berbagai aspek hubungan antara perpustakaan dengan 
pemustakanya. Hubungan interpersonal adalah bagian yang sangat 
penting dalam manajemen perpustakaan. Sasaran hubungan tersebut 
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adalah untuk menciptakan dan mempertahankan pengertian timbal balik 
antara perpustakaan dengan pemustakanya (Stibitz, 1968). 
Bagian utama dalam sebuah instrument jasa layanan adalah pesan 
(message) yang dikomunikasikan kepada konsumen atau pengguna melalui 
berbagai unsur yang terdapat dalam sebuah kegiatan promosi. Menurut 
Jerome dan Andrew (Darmono, 2001) kegiatan promosi sedikitnya 
memiliki 4 macam tujuan, yaitu : 
1. Untuk menarik perhatian 
2. Untuk menciptakan kesan 
3. Untuk membangkitkan minat, dan 
4. Untuk memperoleh tanggapan 
 
Sementara menurut Stanley (1982) tujuan promosi adalah untuk 
mempengaruhi pengetahuan, sikap, perilaku, dari penerima dan 
membujuk mereka untuk menerima konsep, pelayanan, idea tau barang 
yang dipromosikan. Promosi perpustakaan adalah upaya untuk 
memperkenalkan perpustakaan, koleksi, manfaat serta layananna. Melalui 
promosi diharapkan masyarakat menjadi tertarik untuk mengunjungi dan 
memanfaatkan jasa perpustakaan. Promosi perpustakaan tidak hanya 
terbatas kepada pemustaka yang telah memanfaatkan perpustakaan saja, 
melainkan juga ditujukan kepada masyarakat umum secara lebih luas 
(Usherwood, 1981). 
Nasution (1982) mengemukakan bahwa tujuan promosi 
perpustakaan adalah untuk menggairahkan minat baca serta menambah 
jumlah orang yang gemar membaca agar dapat memanfaatkan koleksi 
perpustakaan secara maksimal. Menurut Edsall (1980) tujuan promosi 
perpustakaan adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang adanya layanan 
perpustakaan 
2. Mendorong minat masyarakat untuk menggunakan perpustakaan, dan 
3. Mengembangkan pengertian masyarakat agar mendukung kegiatan 
perpustakaan dan prannya dalam masyarakat. 
 
Weinstock (1976) mengatakan bahwa tujuan promosi 
perpustakaan adalah untuk memperkenalkan pusat informasi dan 
pelayanan serta reputasi perpustakaan dalam membujuk masyarakat yang 
berpotensi menjadi pemustakanya. Promosi perpustakaan sangat 
ditentukan oleh ruang lingkup yang dijadikan sasaran promosi itu sendiri. 
Menurut Usherwood (1981) promosi perpustakaan harus memperhatikan 
faktor-faktor sasaran (pemustaka) sebagai berikut : 
1. Motivasi 
2. Minat 
3. Latar belakang sosial, ekonomi dan pendidikan 
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4. Tanggapan, dan 
5. Hubungan pemstaka maupun calon pemustaka dengan media yang 
lain. 
 
Rewoldt (1973) mengatakan bahwa untuk menentukan cara yang 
terbaik dalam memberikan sebuah produk berbentuk layanan adalah 
dengan membuat keputusan pokok mengenai sifat perpaduan promosi 
yang mungkin paling efektif, khususnya mengenai metode promosi apa 
yang akan digunakan. Strategi yang dapat dilakukan dalam melakukan 
promosi di perpustakaan dijelaskan oleh McKee (1989) adalah sebagai 
berikut : 
1. Membuat identitas lembaga (seperti logo atau kop surat) 
2. Mempromosikan kegiatan-kegiatan dan layanan perpustakaan dengan 
menggunakan poster, media cetak maupun media elektronik 
3. Melakukan public speaking (pidato atau ceramah)  
4. Melalui media lain, seperti balon, lencana, pembatas buku dan lain 
sebagainya 
 
Sementara alternatif cara promosi perpustakaan yang lain juga 
secara lebih detail dikemukakan oleh Royani (1984) sebagai berikut : 
1. Menerbitkan majalah  
2. Pemutaran film 
3. Pameran buku 
4. Diskusi 
5. Membuat pembatas buku 
6. Penyebaran brosur 
 
Sampai saat ini tidak ada standar baku promosi yang diberlakukan 
secara umum di seluruh organisasi perpustakaan. Hal tersebut disebabkan 
oleh kebijakan yang beragam dari masing-masing perpustakaan. Untuk 
mengantisipasi kemungkinan tidak dilakukannya promosi dalam sebuah 
perpustakaan, dibutuhkan kemampuan manajerial dari para pustakawan 
dalam memformulasi dan menetapkan metode promosi yang paling 
efektif agar produk (layanan) dan koleksi perpustakaan juga dapat diakses 
oleh pemustakan secara lebih intensif. 
Mills (1991) berpendapat bahwa promosi perpustakaan sangat 
penting dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan pemustaka 
maupun calon pemustaka, kemudian melakukan presentasi secara 
langsung di hadapan banyak orang atau melalui saluran telepon secara 
personal. Sedangkan Reagan (1993) mengatakan bahwa kampanye 
merupakan salah satu bentuk promosi yang berguna untuk menekankan 
pentingnya perpustakaan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
informasi, kegiatan promosi itu sendiri melibatkan staf perpustakaan 
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dalam membentuk ide yang berhubungan dengan kegiatan perpustakaan 
itu sendiri. 
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan 
metode promosi menurut Rewoldt (1973) adalah sebagi berikut : 
1. Pengaruh kebijakan merek 
2. Saluran distribusi 
3. Kebijakan harga, dan 
4. Pendekatan yang dilakukan untuk menentukan strategi promosi 
 
Rewoldt (1973) menambahkan bahwa tujuan dari promosi itu 
sendiri perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Mengusahakan agar konsumen mencoba sebuah produk baru melalui 
forced sampling (sampel yang dipaksakan) 
2. Menghemtikan kerugian dari para konsumen lama 
3. Mendorong pameran dan promosi secara intensif, dan 
4. Membantu serta merangsang kekuatan penjualan produk dari sebuah 
perusahaan 
 
Promosi perpustakaan bertujuan untuk mengubah pandangan 
masyarakat terhadap perpustakaan dari tidak tahu atau tidak peduli 
menjadi memahami dan menyenangi serta ingin memanfaatkannya 
(Winoto, 1991). McKee (1989) menambahkan bahwa promosi 
perpustakaan bertujuan untuk menciptakan citra yang baik terhadap 
perpustakaan dan mengubah pandangan masyarakat terhadap citra 
perpustakaan itu sendiri. Sementara menurut Edsall (1980), promosi 
perpustakaan pada hakikatnya bertujuan untuk : 
1. Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan adanya layanan 
perpustakaan 
2. Mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan perpustakaan 
3. Mengembangkan pengertian masyarakat, mendukung kegiatan 
perpustakaan dan prenanannya dalam masyarakat. 
 
Melalui promosi masyarakat diharapkan menjadi terdorong untuk 
mau lebih mengenal tentang perpustakaan dan selanjutnya menjadi 
pemustaka potensial. Cronin (1982) menambahkan bahwa ada hubungan 
yang sangat positif antara kualitas hubungan pemustaka dengan alokasi 
anggaran perpustakaan, dimana kualitas tersebut merupakan sebuah 
akumulasi dari kegiatan promosi yang menghasilkan pengakuan, 
penghargaan dan perkembangan perpustakaan itu sendiri. Cronin (1982) 
juga menambahkan bahwa melalui pemasaran yang baik, dimana salah 
satunya memperhatikan faktor promosi, perpustakaan akan meraih 
sedikitnya 3 hal, yakni meningkatnya nilai kepuasan pemustaka, 
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meningkatnya alokasi anggaran dan meningkatnya kepuasan para 
pustakawannya sendiri. 
Edsall (1980) membagi program promosi menjadi 3 bagian yaitu 
penetapan sasaran, penentuan prosedur dan penyusunan rencana kerja. 
Rencana promosi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan factor 
prasangka masyarakat akan pelayanan perpustakaan itu sendiri 
(Usherwood, 1981). Selanjutnya dia juga mengemukakan 6 daya tarik yang 
dapat disampaikan dalam melaksanakan kegiatan promosi di 
perpustakaan, yakni : 
1. Daya tarik sosial 
2. Daya tarik prestise (kebanggaan) 
3. Daya tarik pertahanan hidup 
4. Daya tarik kesenangan 
5. Daya tarik egomaniak (pengetahuan adalah kekuasaan), dan 
6. Daya tarik yang mempengaruhi. 
 
Edinger (1983) mengemukakan 3 cara umum dalam memasarkan 
informasi, yaitu melalui iklan, kontak pribadi dan pembentukan suasana. 
Sementara Condous (1983) menjelaskan tentang teknik yang dapat 
digunakan dalam mempromosikan sebuah layanan perpustakaan adalah 
melalui iklan, poster, kontak pribadi dan pembentukan suasana kondusif. 
Lovari (1983) menambahkan hal tersebut dengan unsur hubungan 
masyarakat, sementara Bube (1986) menambahkannya dengan publisitas. 
Promosi perpustakaan dengan kontak pribadi umumnya lebih efektif 
diterapkan dibandingkan melalui iklan dan suasana. Hall (1974) yang telah 
melakukan penelitian di 63 perpustakaan perguruan tinggi di Inggris 
menemukan fakta bahwa kontak pribadi dalam sebuah kegiatan promosi 
memiliki nilai yang paling tinggi.  
Rewoldt (1973) menjelaskan tentang sebuah model konsepsional 
proses pengambilan keputusan promosi yang terdiri dari beberapa 
halsebagai berikut : 
1. Perumusan masalah yang berkaitan dengan promosi dan penetapan 
tujuan organisasi 
2. Penilaian keseluruhan situasi dari kegiatan promosi 
3. Penentuan tugas dan pengenalan alat-alat promosi 
4. Pengenalan rencana dan perpaduan-perpaduan alternatif 
5. Penaksiran hasil-hasil yang diharapkan 
6. Peninjauan dan keputusan oleh manajemen 
7. Umpan balik dari hasil-hasil promosi 
8. Penyesuaian program promosi 
 
Seluruh uraian di atas telah memberikan gambaran betapa 
pentingnya sebuah kegiatan promosi bagi perpustakaan. Selain sebagai 
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sarana komunikasi dengan pemustakanya, promosi juga akan sangat 
berdampak langsung terhadap masyarakat non pemustaka yang dapat 
dijadikan sebagai pemustaka potensial. Promosi menjadi sebuah 
keharusan dalam sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang layanan, 
seperti perpustakaan. Sebuah produk (layanan) akan sangat efektif sampai 





Mutu atau sering juga disebut dengan kualitas merupakan suatu 
proses penilaian dengan standar yang sudah ditetapkan untuk menilai 
hasil dari suatu kegiatan. Kesulitan yang kemudian muncul adalah 
menentukan standar penilaian itu sendiri. 5 dimensi pokok mutu, yaitu 
bukti, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Mutu merupakan 
kinerja kepemimpinan dalam memenuhi kebutuhan pemakai dengan 
melakukan sesuatu yang benar sejak awal layanan dibutuhkan. Mutu juga 
merupakan usaha pemenuhan harapan pemakai dimana proses perbaikan 
mutu merupakan serangkaian prinsip, kebijakan, struktur pendukung dan 
penerapannya untuk terus menerus ditingkatkan efisiensi dan 
efektivitasnya. Sistem mutu modern tersebut pada dasarnya bercirikan 
berorientasi kepada pelanggan, ada partisipasi aktif yang dipimpin oleh 
manajemen puncak, membutuhkan pemahaman dari setiap orang 
terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas serta berorientasi kepada 
tindakan pencegahan kerusakan. 
Model layanan perpustakaan terbagi atas 3, yakni layanan terbuka, 
terbatas dan kompilasi. Secara umum layanan yang akan didapatkan oleh 
para pemustaka di perpustakaan, antara lain adalah layanan peminjaman, 
layanan ruang baca, layanan konseling, layanan dokumentasi dan layanan 
informasi. Upaya peningkatan pelayanan perpustakaan tidak saja terbatas 
pada layanan peminjaman bahan-bahan pustaka, namun dapat juga 
berupa layanan lain, misalnya penyediaan akomodasi untuk berbagai 
kepentingan seperti seminar, ceramah dan lain-lain. Pemberian layanan 
yang bermutu akan sangat berbeda dengan menyediakan produk bermutu 
berupa barang. Peran interpersonal staf layanan sangat berpengaruh 
dalam memberi layanan bermutu dan melakukan perbaikan mutu layanan. 
Beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu 
layanan adalah sebagai berikut; ketepatan waktu pelayanan, akurasi 
pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, 
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tanggungjawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi 
model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh 
pelayanan, serta atribut pendukung pelayanan lainnya. Kualitas fungsional 
lebih penting daripada kualitas teknis. Hal ini terlihat dari pemustaka yang 
merasa tetap puas dengan layanan perpustakaan, meskipun dokumen 
yang mereka cari tidak ada. Ini disebabkan karena keramahan staf, 
layanan yang cepat, kerelaan staf dalam membantu dan staf yang cepat 
tanggap terhadap kebutuhan pemakai.  
Layanan perpustakaan dapat secara detail didefinisikan sebagai 
proses pemenuhan kebutuhan pemustaka yang berhubungan dengan 
segala bentuk informasi yang dibutuhkan pemustaka. Sementara asas 
layanan perpustakaan adalah sebagai berikut ; a). Selalu berorientasi 
kepada kebutuhan dan kepentingan pemakai perpustakaan, b). Layanan 
diberikan atas dasar keseragaman, keadilan, merata dan memandang 
pemakai perpustakaan sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh dan tidak 
dipandang secara individu, c). Layanan perpustakaan dilandasi dengan tata 
aturan yang jelas dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi layanan, d). 
Layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor kecepatan, 
ketepatan dan kemudahan dengan didukung oleh administrasi yang baik. 
Sistem temu balik informasi atau information retrieval (IR), adalah 
sebuah metode penelusuran kembali keberadaan data yang baru atau 
sudah diakses sebelumnya. Salah satu apikasi pengembangan sistem IR 
adalah dengan menggunakan rumus recall dan precision yang digunakan 
untuk mengukur efektifitas dan efisiensi sebuah sistem yang diharapkan 
mampu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Recall merupakan 
proporsi jumlah data yang dapat ditemukan kembali dengan 
menggunakan sistem IR. Rumusnya: Jumlah dokumen relevan yang 
ditemukan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh dokumen yang 
relevan di dalam basis data. Sementara, precision merupakan proporsi 
jumlah dokumen yang ditemukan dan dianggap relevan oleh pemustaka 
dengan membagi jumlah dokumen relevan yang ditemukan dengan 
jumlah semua dokumen yang ditemukan. Seluruh ukuran tersebut diberi 
nilai dalam format persentase, 1 sampai 100%.  
Ukuran recall-precision ini juga sangat bergantung pada persepsi 
pemustaka yang melakukan penelusuran tentang arti sesungguhnya dari 
“dokumen yang relevan”. Walaupun sistem penelususran dilakukan oleh 
sebuah mekanisme yang sistemik, namun ukuran ideal sebuah sistem IR 
sangat sulit untuk mencapai tingkat recall-precision 100%. Subjektifitas 
192 
 
dan perspektif berbeda para pemustaka atau penelusur informasi serta 
realita bahwa penelusuran  informasi terkadang tidak hanya terfokus 
kepada persoalan relevansi dokumen, melainkan juga pada banyak hal lain 
seperti kecepatan, kemudahan, kenyamanan, keamanan dan sebagainya, 
menyebabkan ukuran ideal recall-precision sangat sulit untuk didapatkan.  
Pada beberapa acara pertemuan yang membahas mengenai 
Perpustakaan, terkesan bahwa sebagian pemustaka berpersepsi masih 
terlalu sederhana tentang keberadaan sebuah organisasi perpustakaan. 
Perpustakaan hanya dianggap sebagai suatu bentuk organisasi yang 
menawarkan jasa peminjaman dan pengembalian buku semata. Persepsi 
sederhana tersebut bukan hanya menyangkut fungsi perpustakaan tetapi 
juga aspek-aspek organisasi perpustakaan yang lain, seperti tujuan, visi, 
misi, dan strukturnya. Padahal pengetahuan mendalam mengenai 
organisasi perpustakaan akan mengarahkan para pengguna pada suatu 
pemahaman yang lebih luas mengenai mutu layanan yang sepatutnya 
mereka dapatkan dari perpustakaan.  
Upaya peningkatan persepsi pemustaka terhadap organisasi 
perpustakaan yang paling efektif adalah dengan memberikan pendidikan 
kepada pemustaka secara terstruktur. Hal tersebut dilakukan agar 
pemustaka selanjutnya diharapkan dapat dengan lebih mudah memahami 
perpustakaan sebagai organisasi yang sama dengan organisasi-organisasi 
penyedia layanan lainnya. Atas dasar itu pulalah, pendidikan pemustaka 
menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan mutu 
layanan perpustakaan. Beberapa indikator persepsi pemustaka yang dapat 
menjadi bahan dasar pendidikan yang akan diberikan kepada pemustaka 
selanjutnya diharapkan dapat menjadi sebuah bidang pendidikan 
tersendiri yang diberikan secara terstruktur dan dimasukkan ke dalam 
kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke jenjang 
perguruan tinggi.  
Melalui promosi perpustakaan diharapkan masyarakat menjadi 
terdorong untuk mau lebih mengenal tentang perpustakaan dan 
selanjutnya menjadi pemustaka potensial. Ada hubungan yang sangat 
positif antara kualitas hubungan pemustaka dengan alokasi anggaran 
perpustakaan, dimana kualitas tersebut merupakan sebuah akumulasi dari 
kegiatan promosi yang menghasilkan pengakuan, penghargaan dan 
perkembangan perpustakaan itu sendiri. Melalui pemasaran yang baik, 
dimana salah satunya memperhatikan faktor promosi, perpustakaan akan 
meraih sedikitnya 3 hal, yakni meningkatnya nilai kepuasan pemustaka, 
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meningkatnya alokasi anggaran dan meningkatnya kepuasan para 
pustakawannya sendiri. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi sebuah 
perpustakaan dalam menentukan target pasar adalah sumber daya yang 
terbatas serta heterogenitas pemustaka. Kemudian untuk melakukan evaluasi 
target pasar diperlukan informasi dan analisis data yang berhubungan 
dengan: 
4. Layanan yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang 
dijalankan 
5. Kepuasan pemustaka yang menjadi target pasar 
6. Keuntungan finansial perpustakaan  
 
Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah target pasar yang 
dilayani perusahaan masih dapat diharapkan memberikan kontribusi pada 
pencapaian tujuan perusahaan. Secara lebih detail alur kerja pemasaran 
layanan perpustakaan adalah sebagai berikut: Lakukan segmentasi 
pemustaka → Membuat pengembangan profil dan daya tarik segmen 
pemustaka yang ada → Penentuan segmen pemustaka yang dituju → 
Pengembangan posisi layanan perpustakaan untuk setiap segmen 
pemustaka yang dituju → Pengembangan bauran pemasaran untuk setiap 
segmen pemustaka yang dituju. 
 
TES FORMATIF 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen mutu layanan ? 
2. Jelaskan strategi promosi perpustakaan yang baik dan benar ? 
3. Mengapa layanan perpustakaan sebaiknya diprofitisasi ? 
4. Jelaskan strategi pemasaran layanan perpustakaan yang baik dan 
benar ? 
5. Jelaskan pengertian sistem temu balik informasi ? 
6. Berikan contoh penggunaan rumus recall dan precision ? 
7. Mengapa dibutuhkan pendidikan pemustaka ? 
